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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di LP 
Klas IIA Yogyakarta, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan kebijakan, dan (3) mengetahui solusi dari hambatan pelaksanaan 
kebijakan. 
Pendekatan penelitian ini adalah  deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
adalah lima narapidana dan enam petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan 
dengan observasi, wawancara dan studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data 
meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan 
data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. 
Hasil penelitian adalah: (1) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan sebagai pendidikan karakter di LP Klas IIA Yogyakarta berjalan 
sesuai tujuan pemasyarakatan. Pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan 
jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, (2) faktor pendukungnya adalah 
narapidana taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; memperoleh voucher; 
kebijakan wajib diikuti narapidana. Faktor penghambatnya adalah kurangnya 
motivasi sebagian narapidana; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran 
sempit, dan (3) solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan sanksi 
dimasukan ke selker; memotivasi narapidana; mengajukan proposal ke Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM DIY. 
 













THE IMPLEMENTATION OF COACHING AND GUIDANCE POLICY AS 











This research aimed is: (1) to describe the implementation of coaching and 
guidance policy as character education for convicts in Klas IIA Yogyakarta 
Correctional Institution, (2) to find the supporting  factors and inhibiting factors, 
and (3) to find strategies to overcome barriers to implementation. 
This research was qualitative descriptive approach. The subject were 5 
convicts and 6 staff wardens. Data collection techniques were 
observation,interview, and documents. The data were analyzed using data 
reduction, data display, and conclusion. The data validation used sources,and 
technique triangulation. 
The results are: (1) the implementation of coaching and guidance policy as 
character education for convicts in Klas IIA Yogyakarta Correctional Institution 
has been conducted in  accordance with the  correctional institution  purpose. 
Character education be implemented by physical, spiritual, intellectual and 
independence activities, (2) factors, convict are obedient and orderly; cooperation 
with the third parties; get a voucher; the policy shall be followed convicts. 
Inhibiting factors is the lack of motivation of the convicts;limited 
infrastructure and  adequate financing; narrow marketing, and (3) Strategies  to 
address  the  factors  inhibiting  the  implementation is giving recomended leave of 
absence for convicts and give a sanction by entered in selker, giving motivation 
convicts and make some proposals to the office of Laws and Human Rights in 
Yogyakarta Special Region.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan 
mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua 
aspek kehidupan dikenai Undang-Undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh 
pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. 
Masyarakat yang melakukan tindak pidana hukum akan mendapatkan hukuman dan 
perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta 
sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara. 
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan 
budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan 
tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai 
penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam 
mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan 
berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: 
“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. 
 
Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh 
dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. 
Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa 
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depan yang baik pula. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri 
individu. Abdullah Munir (2010:xii) menyebutkan bahwa karakter adalah pisau 
bermata dua. Setiap karakter memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Anak 
yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang 
berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat 
berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan 
yang kedua adalah munculnya sifat sembrono dan kurang perhitungan karena 
terlalu yakin dengan kemampuan atau kalkulasinya. 
Saat ini, pendidikan karakter sedang digencar-gencarkan di Indonesia. 
Pendidikan karakter dinilai mampu menumbuhkan dan memperbaiki mental bangsa 
Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Raharjo dalam Zubaedi (2011:16) 
yang menyebutkan bahwa:  
“Pendidikan karakter suatu proses pendidikan secara holistik yang 
menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan 
peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas 
yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang 
dapat dipertanggung jawabkan”.  
 
Pendidikan karakter sejatinya merupakan pendidikan yang menanamkan 
nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap 
individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan 
keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. 
Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 
berpikir dan pembentukan sikap. Pendidikan karakter tidak hanya proses 
mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses 
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tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan 
masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa (Zubaedi, 2011:17).  
Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada 
seseorang. Bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku adalah cerminan 
bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai 
serta moral. Namun demikian, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam 
membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah 
tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi luntur akibat pengaruh lingkungan, 
pergaulan maupun media massa. 
Pendidikan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. 
Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung 
dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. 
Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, 
pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya. Angka tindak pidana 
pelanggaran hukum yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 
yang dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-
2015. 
Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Hukum dari tahun 2010-2015 
No. Tahun Jumlah Pelanggaran Hukum 
1 2010 332.490 
2 2011 347.605 
3 2012 341.159 
4 2013 342.084 
5 2014 325.317 
6 2015 352.936 




Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah 
satunya globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat 
Indonesia. Masyarakat yang kurang bisa memilih dan memilah arus globalisasi 
akan terbawa arus negatif. Masnur Muslich (2004:1) berpendapat bahwa hal itu 
terjadi karena globalisasi telah membawa kita pada “penuhanan” materi sehingga 
terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan 
masyarakat. 
Era globalisasi memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan dan 
perkembangan diri manusia. Ketidaktepatan masyarakat menyikapi perubahan 
sosial akibat dampak dari globalisasi dapat memberikan pengaruh negatifkepada 
masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menjadikan masyarakat melakukan 
penyimpangan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus kejahatan yang 
merupakan cermin krisis karakter bangsa merupakan wujud dari penyimpangan 
sosial. 
Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor 
penyimpangan sosial antara lain adalah faktor keluarga, faktor lingkungan tempat 
tinggal, faktor pergaulan teman sebaya, media massa, ketidak sanggupan 
menerapkan norma sosial dan masih banyak lainnya. Hal tersebut didukung dengan 
pernyataan yang dikemukankan oleh Susanto selaku Komisioner Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Gresnews.com, Kamis 9 Oktober 
2014 mengatakan bahwa: 
“Banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus 
dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku 
krimininalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang tidak 
bersahabat, pengaruh media atau perlakuan teman sekelilingnya, Faktor 
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lingkungan tersebut lambat laut akan menginspirasi anak untuk meniru. 
Tayangan televisi yang berisi pornografi, lalu games bernuasa kekerasan 
ikut berpengaruh pada perilaku anak. Anak melakukan dari apa yang mereka 
lihat, mereka rasakan”. 
 
Menurut Masnur Muslich (2014:2-5) menyatakan bahwa negara Indonesia 
memiliki banyak faktor yang menyebabkan runtuhnya potensi bangsa. Faktor-
faktor tersebut diantara lain adalah faktor pendidikan dan faktor bobroknya mental 
pejabat di pemerintah. Permasalahan di Indonesia yang semakin hari semakin 
banyak bukti bahwa Indonesia mengalami kemunduran. Kemunduran ini dapat 
terjadi karena Indonesia mengalami krisis moral. 
Pendapat Masnur Muslich didukung dengan adanya kejahatan yang tidak 
hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa. Kenyataannya, kalangan atas 
khususnya tokoh terpandang pun banyak dijumpai melakukan pelanggaran hukum. 
Menurut pemberitaan pada surat harian Kompas terbitan Senin 20 Juni 2011 dalam 
Muchlas Samani dan Hariyanto (2013:4) menuliskan bahwa kerusakan moral 
mencemaskan sebagai headline yang terpampang dalam halaman depan. Inti dari 
pemberitaan adalah: 
a. Sepanjang 2004-2011, kementrian dalam negeri mencatat sebanyak 158 
kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) tersangkut kasus korupsi 
b. Sedikitnya 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-
2011 
c. 30 anggota DPR 1999-2004dari 4 parpol terlibat kasus dugaan suap 
pemilihan deputi gubernur senior bank indonesia 
d. Kasus korupsi terjadi di sejumlah institusi seperti KPU, Komisi 
Yudisial, KPPU, Ditjen Pajak, BI dan BKPM. 
 
Berdasarkan data yang ada tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, 
dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia banyak melakukan 
pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan kejahatan adalah masyarakat 
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yang melanggar aturan dan hukum negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh 
masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai 
negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun 
pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana, lama 
hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban nara pidana dan lain sebagainya. 
Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman 
penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut  Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “narapidana 
merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga 
pemasyarakatan”. Narapidana yang sudah divonis hukuman secara otomatis akan 
menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem undang-undang 
tentang pemasyarakatan, narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan, 
hak dan kewajiban sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun 
rumah tahanan. 
Pendidikan yang diperoleh para narapidana berbentuk pembinaan dan 
pembimbingan. Hal tersebut tertera jelas di Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga 
binaan pemasyarakatan. Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program pembinaan 
kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan merupakan wujud dari perbaikan moral para narapidana selama di 
lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan diharapkan dapat 
menjadikan narapidana lebih bermoral. 
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Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan. Yogyakarta memiliki lembaga pemasyarakatan 
yang tersebar dibeberapa kabupaten, antara lain adalah Sleman, Gunungkidul, 
Bantul dan Kota Madya. Lembaga pemasyarakatan yang besar di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta merupakan induk dari lembaga 
pemasyarakatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, peneliti mendapatkan fakta bahwa di dalam 
Lembaga Pemasayakatan Klas IIA Yogyakarta juga menyelenggarakan berbagai 
pendidikan. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak 
diperbolehkan melakukan apapun. Menurut Ibu KD salah seorang narasumber, 
seorang narapidana memilik hak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. 
Selama tinggal di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. 
Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan memberikan pembinaan dan 
pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta menjadikan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana 
sebagai sarana untuk memberikan narapidana pendidikan karakter. Setiap 
narapidana memiliki karakter, kepribadian, watak dan minat serta bakat yang 
berbeda. Input dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah narapidana. 
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Keluaran dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah kepribadian dan 
kemandirian narapidana dapat berubah menjadi baik dan siap mengaplikasikan 
nilai-nilai dan kemampuan yang didapat selama di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yaitu narapidana 
tidak mengulang perbuatan yang salah dan tingkat keamanan narapidana yang 
melarikan diri sedikit. Sesuai dengan ukuran keberhasilan yang ditentukan oleh 
pihak lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan tingkat residivis yang rendah.  Sehingga 
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berjalan baik. Pelaksanaan pendidikan di 
Lembaga Pemasyarakat Klas IIA Yogyakarta dibantu oleh pihak lembaga 
pemasyarakatan dan pihak mitra. Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan 
kemitraan dengan LSM maupun dinas di luar lembaga pemasyarakatan.  Namun 
demikian, berdasarkan pernyataan Ibu KD, kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak luput dari beberapa 
kendala dalam pelaksanaannya. 
Masih dengan narasumber yang sama, peneliti memperoleh informasi 
bahwa dahulunya di dalam lembaga pemasyarakatan pernah diadakan kelas 
perkuliahan bagi narapidana namun tidak berjalan lama dikarenakan adanya ketidak 
sesuaian antara undang-undang pendidikan dengan undang-undang 
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pemasyarakatan. Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada, peneliti akan 
melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pembinaan dan 
Pembimbingan sebagai Pendidikan Karakter Bagi Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan masalah-masalah sebagai 
berikut: 
1. Indonesia krisis karakter dan didukung dengan banyaknya penyimpangan 
sosial seperti korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan 
masih banyak kasus asusila lainnya. 
2. Angka tindak pidana pelanggaran hukum yang ada di Indonesia dari tahun ke 
tahun mengalami kenaikan yang dibuktikan dengan adanya data dari Badan 
Pusat Statistik pada tahun 2010-2015. 
3. Penyimpangan sosial tidak hanya dilakukan oleh kalangan biasa namun 
kalangan atas juga turut melakukan pelanggaran hukum. 
4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta terdapat beberapa kendala. 
5. Dahulu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakatya mengadakan kelas 
perkuliahan namun tidak dilaksanakan kembali dikarenakan adanya ketidak 






C. Fokus Penelitian 
Dari tujuh identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi hanya pada satu 
masalah, yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta terdapat beberapa kendala. Dari 
fokus penelitian tersebut, maka diangkat judul skripsi yaitu “Implementasi 
Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan sebagai Pendidikan Karakter bagi 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat ditemukan 
rumusan masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta? 
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta mengatasi 
hambatan implementasi  kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 







E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
3. Mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
mengatasi hambatan implementasi  kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendukung teori-teori 
mengenai implementasi kebijakan, pendidikan karakter, kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan, narapidana dan tentang lembaga pemasyarakatan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 
Pada tataran praktis, studi ini memberikan sumbangan kepada lembaga 
pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dapat memanfaatkan hasil 
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penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi terkait dengan 
penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan 
karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
b. Bagi Peneliti 
1) Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti di dalam 
lingkungan lembaga pemasyarakatan. 
2) Memberikan wawasan kepada peneliti mengenai kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan yang diimplementasikan di dalam 
lingkungan lembaga pemasyarakatan. 
3) Memberikan pengetahuan baru dan penerapan teori mengenai 
kebijakan pendidikan karakter yang telah diterima oleh peneliti 

























A. Deskripsi Teori 
1. Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari suatu kebijakan. 
Kebijakan pada awalnya dibentuk melalui proses perumusan kebijakan dan diakhiri 
dengan proses evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan salah satu langkah 
penting dalam kebijakan. Tanpa implementasi suatu perencanaan dan perumusan 
kebijakan akan sia-sia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Udoji dalam Solichin 
Abdul Wahab (2008:59) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 
penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 
Implementasi kebijakan menurut Achmad Sanusi (1988:36) adalah suatu 
proses menyelenggarakan, menjalankan dan mengupayakan agar alternatif-
alternatif yang diputuskan berdasarkan hukum berlaku dalam prakteknya. Berbeda 
dengan pengertian implementasi di atas, Van Mater dan Van Horn (1975) dalam 
Solichin Abdul Wahab (2008:65) menyatakan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau pejabat maupun kelompok 
pemerintah atau swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah 
ada didalam keputusan kebijakan. 
Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, Mazmania dan 
Sabatier (1983) dalam Joko Widodo (2008:87) menyatakan bahwa implementasi 
kebijakan adalah : 
“To understand what actually happens after a program is enacted or 
formulated is the subject of policy implementation. Those events and 
activities that occur after the issuing of authoritative public policy 
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directives, which included both the effort to administer and the substantive 
impacts on people and events”. 
 
Pernyataan di atas menunjukan bahwa hakikat utama dalam suatu 
implementasi kebijakan merupakan memahami apa yang seharusnya terjadi setelah 
suatu kebijakan itu dirumuskan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang 
dilakukan untuk menghasilkan dampak yang nyata dalam suatu kebijakan. 
Mazmania dan Sabatier (1983) dalam Joko Widodo (2008:87) mengungkapkan 
secara lebih dalam bahwa implementasi kebijakan didalamnya ada kekuatan 
ekonomi, politik sosial yang dapat mempengaruhi perilaku individu yang terlibat 
didalamnya dan berakhir pada dampak yang diharapkan (intended) maupun yang 
tidak diharapkan (unintended) dari suatu program. Proses implementasi kebijakan 
dilakukan setelah proses pengesahan suatu kebijakan yang dapat berupa undang-
undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang 
diungkapkan oleh Bardach dan Steiss and Daneke dalam Lim Wasliman (2015:133-
134)  bahwa proses kebijakan merupakan seperangkat permainan dalam banyak 
aktor yang melakukan manuver tertentu untuk memperoleh sesuatu yang 
diinginkan.  
Implementasi kebijakan menurut Joko Widodo (2008:88) adalah proses 
yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan 
organisasional yang dilaksanakan oleh kalangan pemerintah maupun kalangan 
swasta guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan 
juga merupakan realisasi nyata dari suatu perumusan kebijakan yang masih abstrak. 
Implementasi kebijakan dilaksanakan guna menghasilkan dampak (outcomes dan 
impact), manfaat dan hasil (output) yang dapat dirasakan oleh kelompok pengguna. 
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Kemudian Joko Widodo (2008:90-94) menjabarkan proses implementasi 
mencakup beberapa tahapan, adapun tahapannya adalah: 
a. Tahap Interpretasi 
Tahap interpretasi merupakan tahapan menjabarkan sebuah kebijakan yang 
abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum akan 
dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan ke 
kebijakan operasional. Penjabaran dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Alur Penjabaran Kebijakan 
Tahapan penjabaran ini diikuti dengan kegiatan mensosialisasikan 
kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui apa arah, tujuan dan sasaran 
kebijakan.  
b. Tahap Pengorganisasian 
Tahap pengorganisasi merupakan proses mengatur dan menetapkan siapa yang 
akan menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran, sumber anggaran, metode 
penggunaan, pertanggung jawaban, penetapan sarana prasarana, penetapan tata 
kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. 
1) Pelaksana Kebijakan 
Pelaksana kebijakan dibentuk untuk membentuk siapa individu yang akan 



















tanggung jawab dari masing-masing individu. Pelaksana kebijakan berada di Dinas, 
lembaga, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan komponen masyarakat. 
2) Standar Operasi Prosedur 
Pelaksanaan kebijakan memerlukan prosedur. Fungsi prosedur adalah menjadi 
pedoman, petunjuk dan referensi bagi para pelaku kebijakan. Kebijakan yang 
dirumuskan memerlukan prosedure tetap berupa standar prosedur operas dan atau 
standar pelayanan minimal. 
3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan 
Penetapan sumber daya keuangan dan peralatan penting. Pelaksanaan 
kebijakan perlu didukung peralatan yang memadai agar kebijakan tersebut efektif 
dan efisien. Selain itu, sumber dana kebijakan bisa berasal dari masyarakat, APBN, 
APBD, sektor swasta dan lain-lain. 
4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 
Manajemen pelaksanaan kebijkaan lebih ditekankan pada penetapan pola 
kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan.  
5) Penetapan Jadwal Kegiatan 
Penetapan jadwal kegiatan dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja 
pelaksanaan kebijakan, terutama dari dimensi pelaksanaan kebijakan. 
c. Tahap Aplikasi 
Tahapan aplikasi merupakan langkah dalam menerapkan rencana proses 
implementasi kebijakan kedalam realitas. 
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Van metter dan Van Horn dalam Hasbullah (2015:97) mengungkapkan 
bahwa terdapat enam variabel dalam implementasi kebijakan. Keenam variabel 
tersebut meliputi: 
1) Standar dan tujuan kebijakan 
2) Sumber daya 
3) Komunikasi 
4) Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan 
5) Karakteristik agen pelaksana  
6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksana 
Van Meter dan Van Horn  menyatakan bahwa perubahan, kontrol dan 
kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur 
implementasi kebijakan. Masalah yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah: 
1) Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam 
organisasi ? 
2) Seberapa tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap 
jenjang struktur ? 
3) Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi ? 
4) Perubahan perilaku, sistem, tata kerja ; pengawasan dan pengontrolan struktur 
top down; kepatuhan struktur top down 
Menurut Hasbullah (2015:101) implementasi kebijakan memiliki empat 





1) Pendekatan Struktural 
Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang bersifat top down. 
Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan harus dirancang, diimplementasikan, 
dikendalikan dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan struktural menekankan 
pada pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam 
struktur masing-masing organisasi. 
2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial 
Pendekatan prosedural dan manajerial menekankan pada upaya 
mengembangkan proses-proses dan prosedur yang relevan, termasuk prosedur 
manajerial dan teknik manajemen yang tepat. 
3) Pendekatan Perilaku 
Pendekatan perilaku meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan 
implementasi kebijakanpada perilaku manusia sebagai pelaksana bukan pada 
organisasinya. Pendekatan ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan yang baik 
adalah bila perilaku manusia dan sikapnya juga dipertimbangkan dan dipengaruhi 
agar proses implementasi dapat berlangsung dnegan baik. 
4) Pendekatan Politik 
Pendekatan politik lebih melihat faktor-faktor politik atau kekuasaan yang 
melancarkan atau menghambat proses implementasi kebijakan. Pendekatan politik 
selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok 
penentang beserta dinaminkanya. 
19 
 
Arif Rohman (2012:115-117) berpendapat bahwa implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan 
implementasi kebijakan, faktor tersebut adalah : 
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan 
b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana dan 
c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana 
Berbeda dengan pendapat Arif rohman, Edward 1984 dalam Haedar Akib 
(2010) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan dibutuhkan karena ada masalah 
kebijakan yang perlu untuk dipecahkan. Edward berpendapat bahwa pendekatan 
masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung 
dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun faktor tersebut 
adalah, komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana,dan struktur 
organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Keempat faktor tersebut merupakan 
kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. 
Dari berbagai pendapat di atas mengenai konsep implementasi kebijakan 
maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dimana 
menjalankan suatu kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya oleh para 
decision maker dan disahkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. 
Implementasi kebijakan diimplementasikan oleh sekelompok orang maupun 
pemerintah guna mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.  
2. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting manusia yang tidak 
boleh diabaikan. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan di lembaga sekolah, namun 
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dapat diperoleh di lembaga non formal dan informal. Pendidikan dapat berwujud 
pelatihan soft skills, keterampilan, etika, pengembangan minat dan bakat dan 
lainnya. Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam 
menuntut ilmu tidak memandang orang itu pernah melakukan kejahatan atau tidak, 
orang baik, kaya dan miskin. Oleh karena itu, narapidana yang berada di dalam 
lembaga pemasyarakatanpun berhak memperoleh pendidikan. 
Menurut PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan 
warga binaan pemasyarakatan, pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah. Definisi 
berbeda dikemukan pada PP RI Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyatakan 
bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga 
binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya 
di masa yang akan datang. Pendidikan yang diberikan kepada para narapidana 
berbentuk pembinaan dan pembimbingan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan PP RI No 32 
Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan Pasal 1 menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk 
meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien 
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Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dilakukan oleh 
pembina dan pembimbing pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan adalah 
petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan di LAPAS. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah 
petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS. 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 2 menyebutkan bahwa 
program pembinaan dan pembimbingan ditujukan untuk para narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan 
pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dalam pasal 3 
menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara 
c. Intelektual 
d. Sikap dan perilaku 
e. Kesehatan jasmani dan rohani 
f. Kesadaran hukum 
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat 
h. Keterampilan kerja 
i. Latihan kerja dan produksi 
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Pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan, 
kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup 
tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. 
Sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan 
pembinaan perlu dilakukan penggolongan terhadap narapidana di LAPAS. Menurut 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  Pasal 12 
disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS 
dilakukan penggolongan atas dasar: 
a. Umur 
b. Jenis Kelamin 
c. Lama pidana yang dijatuhkan 
d. Jenis kejahatan 
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
Pembinaan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pembinaan merupakan proses, 
cara, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pembimbingan merupakan usaha 
atau cara untuk memberikan bimbingan. 
Melalui penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pembinaan merupakan usaha 
dan kegiatan yang dilakukan individu untuk merubah seseorang atau meningkatkan 
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kualitas pribadi seseorang. Sedangkan untuk pembimbingan merupakan usaha, cara 
mengarahkan dan memberi dorongan kepada individu. 
3. Pendidikan Karakter 
a. Pengertian Pendidikan Karakter 
Deskripsi tentang pendidikan banyak dikemukakan oleh para ahli, salah 
satu ahli yang memaparkan pengertian pendidikan adalah Koesoema, 
pendidikan menurut Koesoema (2012:55) adalah : 
“usaha sadar yang ditujukan bagi pengembangan diri manusia secara 
utuh, melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya (religius, 
moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, relasional dan 
lain-lain) demi proses penyempurnaan dirinya secara terus menerus 
dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan 
dengan orang lain”. 
 
Pendidikan menurut Webster’s New World Dictionary dalam Sagala 
(2013:42) adalah suatu proses dimana individu mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, pikiran, karakter melalui pendidikan formal. proses 
pengemabangan keterampilan dan pengetahuan tidak hanya dilakukan di 
lembaga pendidikan formal saja, namun juga dapat dilaksanakan di lembaga 
nonformal dan lembaga informal.  
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sagala (2013:43) menyatakan 
bahwa pendidikan adalah : 
“Proses melatih peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan 
melalui sejumlah pengalaman belajar sesuai bidangnya dan pikiran, 
sehingga peserta didik memiliki karakter unggul menjunjung tinggi 
nilai etis dalam berinteraksi denngan masyarakat sebagai bagian dari 





Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:444) adalah 
proses maupun cara mendidik dalam mengubah sikap dan perilaku seseorang 
maupun kelompok orang dengan tujuan mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan. 
Berdasarkan pemaparan pengertian pendidikan dari para ahli di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses menambah ilmu 
pengetahuan dengan tujuan pendewasaan diri dan menuju insan yang baik 
dengan proses pelatihan, pengajaran maupun pembelajaran melalui pendidikan 
formal, informal maupun nonformal. 
Manusia pada hakikatnya memiliki karakter yang berbeda antara yang 
satu dengan yang lain. Karakter menjadi ciri khas yang melekat pada individu. 
Pernyataan tersebut didukung dengan pengertian karakter menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (1991:232) karakter adalah akhlak maupun budi 
pekerti yang membedakan dengan orang lain. 
Pemaparan mengenai deskripsi karakter yang sama juga dijelaskan oleh 
Muchlas Samani dan Hariyanto (2013:41) adalah: 
“cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individuuntuk hidup dan 
bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat 
membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat 
dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku 
manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 
sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 
pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-
norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. 
Karakter adalah perilaku yang tampak  dalam kehidupan sehari-hari 




Karakter menurut Sigmund Freud dalam Sagala (2013:290) adalah 
sekumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya juang dan menjadi landasan 
pemikiran, sikap dam perilaku seseorang. Pendapat yang sama dikemukakan 
oleh Mulyasa (2013:3) karakter adalah sifat alami seseorang yang merespon 
situasi secara bermoral dan diwujudkan dalam suatu tindakan nyata melalui 
perilaku dan nilai-nilai karakter lainnya kepada orang lain. 
Menurut Thomas Lickona dalam Agus Wibowo (2012:32) menyatakan 
bahwa karakter merupakan sifat alami dari diri seseorang dalam menangkap 
suatu keadaan secara bermoral. Berbeda dnegan pendapat di atas, Dharma 
Kesuma, dkk (2013:11) mendeskripsikan karakter sebagai suatu nilai yang 
dilaksanakan dalam bentuk perilaku anak. Berdasarkan pengertian para ahli di 
atas mengenai karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sifat 
yang melekat dalam diri individu sejak lahir maupun dibentuk oleh lingkungan 
sekitar. 
Saat ini di Indonesia pedidikan karakter masih menjadi masalah yang 
urgen. Indonesia masih krisis moral, terbukti dengan masih banyak terjadi 
kasus kriminalitas dan kejahatan. Pendidikan karakter sendiri banyak diartikan 
oleh para ahli, salah satunya adalah Masnur Muslich, pendidikan karakter 
menurut Masnur Muslich (2014:84) adalah: 
“suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang 
meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 




Berbeda dengan pengertian pendidikan karakter di atas, Mulyasa 
(2013:1) menyatakan bahwa pendidikan karater merupakan usaha membantu 
perkembangan jiwa seseorang baik dari sisi batin maupun lahir, pendidikan 
karakter menjadikan manusia menjadi lebih baik dan menjadi lebih manusiawi.  
Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Doni Koesoema 
2012:57) pendidikan karakter adalah: 
“Usaha sadar manusia untuk mengembangkan keseluruhan dinamika 
relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari 
dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat 
menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung 
jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan 
perkembangan orang lain dalam hidup mereka berdasarkan nilai-nilai 
moral yang menghargai kemartabatan manusia”. 
 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan karakter adalah usaha maupun proses penanaman nilai-nilai 
karakter ke dalam diri manusia agar menjadi manusia yang bermoral dan 
berakhlak.  
b. Tujuan Pendidikan Karakter 
Indonesia mencanangkan pendidikan karakter tentu didalamnya 
memiliki tujuan, menurut pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 Undang-undang 
Sistem Pendidikan Nasional tujuan pendidikan adalah : 
“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 




Sejalan dengan pengertian di atas, Masnur Muslich (2014:81) 
menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan 
mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 
pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 
seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara 
mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 
menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 
sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mulyasa (2013:9) 
pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 
pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia 
peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar 
kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan 
karakter peserta didik diharapkan mapu secara mandiri meningkatkan dan 
menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta 
mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud 
dalam perilaku sehari-hari. 
Dharma Kesuma, dkk (2011:9-10) menyatakan bahwa tujuan dari 
pendidikan karakter ada tiga, yaitu: 
1) Memfasilitasi Penguatan dan Pengembangan Nilai-nilai 
Penguatan dan pengembangan merupakan suatu proses yang membawa 
individu untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi 
penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan 
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mengarah pada proses pembiasaan yang disertai logika dan refleksi. Penguatan 
bermakna bahwa adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui suatu 
pembiasaan. 
2) Mengkoreksi Perilaku Individu yang Tidak Sesuai dengan Aturan 
Tujuan ini bermakna bahwa pendidikan karakter memiliki sasaran untuk 
meluruskan perilaku individu yang menyimpang menjadi perilaku yang baik. 
Proses peluruskan diartikan sebagai proses pedagogis, bukan untuk memaksa 
namun mengkoreksi perilaku individu. 
Proses pedagogis dalam mengkoreksi perilaku negatif diarahkan pada 
pola pikir individu kemudian dibarengi dengan proses keteladanan lingkungan 
individu baik rumah maupun lembaga pendidikan. Apabila digambarkan maka  
akan membentuk gambar seperti dibawah ini : 
Perilaku negatif/ mengarah 
negatif (-) 
Perilaku positif/ mengarah positif (+) 
 Koreksi pola 
pikir/mindset/paradigma 
 Keteladanan dari 
lingkungan 
 Pembiasaan dikelas, 
sekolah dan rumah 
 Penguatan pola 
pikir/mindset/paradigma 
 Keteladanan dari lingkungan 
 Pembiasaan dikelas, sekolah 
dan rumah 
 
Gambar 2. Proses koreksi pada perilaku negatif 
 
3) Membangun Koneksi yang Harmoni dengan Keluarga dan Masyarakat 
dalam Memerankan Tanggung Jawab Pendidikan Karakter secara 
Bersama.  
Doni Koesoema (2007:134-135) menyatakan bahwa pendidikan 
karakter bertujuan untuk menjadikan manusia semakin menjadi manusiawi. 
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Mahluk yang manusiawi berati ia juga semakin menjadi mahluk yang mampu 
berelasi secara sehat dengan lingkungan diluar dirinya tanpa kehilangan 
otonomi dan kebebasannya sehingga bisa menjadi manusia yang bertanggung 
jawab. 
Thomas Lickona dalam Doni Koesoema (2012:157-159) menyatakan 
bahwa pendidikan karakter mencakup tiga hal penting yaitu: unsur 
pengetahuan tentang yang baik (knowing the good), tindakan yang baik (doing 
the good) dan unsur motivasi internal dalam melakukan yang baik (loving the 
good). Ketiga unsur di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan karakter harus 
mengembangkan otak manusia sebagai salah satu cara untuk mengolah 
informasi, memahami dan memaknai realitas dalam dirinya maupun luar 
dirinya. Pendidikan karakter harus memaksimalkan fungsi tangan dan kaki 
untuk bertindak yang bermakna. Pendidikan karakter mesti menumbuhkan rasa 
indah, nyaman dalam hati dalam dirinya tahu apa yang baik untuk dirinya. 
 
Gambar 3. Skema tripatit pendidikan karakter Linckona 
Selain itu, menurut Lickona (1992) dalam Masnur Muslich (2014:75) 









karakter yang baik, yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral 
feeling (perasaan tentang moral) dan moral action (tindakan moral) yang 
diperlukan agar anak dapat memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai 
kebajikan. Berdasarkan pengertian dan pernyataan para ahli di atas, tujuan 
pendidikan karakter pada intinya ingin membentuk manusia yang berakhlak 
dan bermoral.  
c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 
Pendidikan karater memiliki nilai-nilai karakter menurut Mustari 
(2014:1-207), nilai-nilai tersebut adalah: 
1) Religius 
Nilai karakter yang dimaksudkan dalam religius adalah nilai karakter 
yang dihubungkan dengan Tuhan. Pemikiran, perkataan, tindakan dan sikap 
seseorang yang dilakukan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan 
ajaran agama. 
2) Jujur 
Nilai jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 
seseorang sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan 
maupun pekerjaan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 
3) Bertanggung Jawab 
Nilai tanggung jawab merupakan sikap, sifat dan perilaku individu 
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya 




4) Bergaya Hidup Sehat 
Nilai ini adalah upaya untuk menerapkan kebiasaan hidup yang baik 
dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan terhindar dari kebiasaan yang 
buruk dan merugikan diri sendiri. Nilai ini mengajarkan bagaimana seorang 
individu dapat terhindar dari gangguan kesehatan.  
5) Disiplin 
Nilai disiplin merupakan tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nilai disiplin juga dapat diartikan 
sebagai kontrol diri. Disiplin juga dapat dijadikan motivasi. Disiplin 
dibutuhkan pada diri seseorang dalam rangka menggunakan pemikiran sehat 
untuk menentukan jalannya tindakan yang terbaik.  
6) Kerja Keras 
Kerja keras merupakan nilai yang menunjukan seseorang berperilaku 
sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan 
dalam dirinya guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 
7) Percaya Diri 
Nilai percaya diri merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri 
terhadap suatu hal atau pemenuhuan terhadap keinginan dan harapan yang 
dikehendaki. 
8) Berjiwa Wirausaha 
Nilai jiwa wirausaha merupakan nilai yang menunjukan sikap dan 
perilaku yang mandiri dan berbakat dalam mengenali produk baru, 
memproduksi produk baru dan mengatur permodalan kegiatan wirausaha. 
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9) Berpikir Logis, Kritis, Kreatif dan Inovatif 
Nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif adalah nilai yang 
menunjukan bahwa berpikir dan melakukan sesuatu secara logis untuk 
menghasilkan cara atau produk yang baru dan termuktahir dari apa yang 
dimiliki serta yang sudah ada. 
10) Mandiri 
Nilai mandiri merupak nilai yang menunjukan sikap dan perilaku yang 
tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. 
11) Ingin Tahu 
Nilai ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang berusaha untuk 
mengetahui suatu hal secara mendalam dan komprehensif (menyeluruh) dari 
apa yang dipelajari dan diketahui. 
12) Cinta Ilmu  
Nilai ini merupakan cara berpikir, bersikap, bertindak yang 
menunjukan kepedulian dan menghargai tinggi pengetahuan. Sebagai makhluk  
sosial, seorang individu harus berwawasan dan berilmu agar dapat mengetahui 
kehidupan masyarakat dan mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. 
13) Sadar Diri 
Sadar diri merupaka sikap tahu dan paham serta melaksanakan apa yang 






14) Patuh pada Aturan Sosial 
Patuh pada aturan sosial merupakan perilaku yang taat pada aturan-
aturan yang berlaku didalam masyarakat dan kepentigan umum. 
15) Respek atau Hormat 
Nilai respek merupakan nilai yang menunjukan bahwa sikap dan 
tindakan yang mendorong diri sendiri untuk mengahsilkan sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati apa yang diraih oleh 
orang lain. 
16) Santun 
Nilai santun merupakan nilai dengan sifat yang halus dan baik dari 
sudup pandang semua orang. sntun juga dapat ditunjukan dengan berperilaku 
sesuai aturan tataran norma dan adat istiadat masyarkat setempat. 
17) Demokratis 
Demokratis merupakan cara berpikir, bertindak, bersikap yang menilai 
sama setiap hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 
18) Ekologis 
Ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 
kerusakan lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 
untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. 
19) Nasionalis  
Nasionalis merupakan cara berpikir dan bersikap yang menunjukan 
kesetiaan,  kepedulian dan penghargaan yang tinggi kepada bangsa, lingkungan 
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fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya. Nasionalis harus 
diwujudkan dalam tindakan.  
20) Pluralis 
Pluralis merupakan sikap memberikan hirmat terhadap berbagai 
perbedaan yang terjadi dalam masyarakat baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, 
budaya dan suku agama. 
21) Cerdas 
Cerdas adalah kemmampuasn seseorang dalam melaksanakan dan 
mengerjakan tugas secara cermat, tepat dan cepat. Kecerdasan berkaitan 
dengan kapasitas pemikiran. Kecerdasan tidak hanya diukur seberapa orang itu 
memiliki banyak pengetahuan namun juga diukur bagaimana orang tersebut 
dapat berkomunikasi, menalar, mengatur emosi dan pemikirannya dalam 
memecahkan suatu permasalahan. 
22) Suka Menolong 
Nilai ini diinterprestasikan sebagai sikap, tindakan dan sifat selalu 
membantu orrang lain yang memerlukan suatu bantuan. Individu sebagai 
mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tentu selalu membutuhkan uluran 
tangan dari orang lain. Nilai ini penting untuk individu. 
23) Tangguh  
Nilai tangguh merupakan nilai yang menggambarkan bahwa seorang 
individu pantang menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan dan 




24) Berani Mengambil Resiko 
Nilai ini dideskripsikan dengan kesiapan dalam menerima resiko 
maupun akibat yang mungkin timbul dari tindakan nyata. Nilai ini juga 
menunjukan suatu keberanian. Keberanian merupakan kemampuan dalam 
mengadapi suatu ketakutan, intimidasi, resiko, bahaya dan ketidaktentuan. 
25) Berorientasi Tindakan 
Nilai ini dideskripsikan bahwa sikap yang membuat hidup lebih bersifat 
praktis, nyata dan tidak terjebak kedalam pikiran yang tidak baik. Dalam nilai 
ini lebih memprioritaskan tindakan daripada omongan. 
d. Komponen Pendidikan Karakter 
Komponen-komponen pendidikan karakter menurut Muhaimin dalam 
Novan Ardy Wiyani (2012:48-50) adalah komponen kurikulum, pengelolaan, 
pembiayaan, komponen guru dan komponen siswa. Komponen kurikulum 
merupakan materi atau bahan ajar serta pengalaman yang didapat peserta didik 
yang mencerminkan lulusan sekolah. Komponen pengelolaan merupakan 
sumber daya manusia yang mengurus penyelenggaraan pendidikan, 
menyangkut pengelolaan dalam memimpin, mengorganisasikan, 
mengarahkan, membina serta mengurus tatalaksana sekolah untuk 
menciptakan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter. Komponen 
pembiayaan merupakan komponen masalah keuangan erat kaitannya dengan 
pembiayaan. 
Selanjutnya adalah komponen guru. Komponen guru merupakan 
sumber daya manusia yang memberikan pengalaman kepada peserta didik 
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sebagai wujud komitmennya terhadap implementasi pendidikan karakter. Dan 
yang terakhir adalah komponen siswa, komponen ini menjadi subjek belajar 
yang akan melalui proses transformasi nilai-nilai luhur dalam implementasi 
pendidikan karakter di sekolah. 
Hal serupa dipaparkan oleh Agus Wibowo (2012:36) yang menyatakan 
bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter disekolah, semua komponen 
pemangku kepentingan harus dilibatkan. Termasuk komponen pendidikan itu 
sendiri yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan 
mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 
kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan ethos kerja 
seluruh warga lingkungan.  
e. Metode Pendidikan Karakter 
Menurut Mulyasa (2013:9-10) pendidikan karakter menekankan pada 
keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas 
keilmuan dan kegiatan yang kondusif. Penciptaan lingkungan yang kondusif 









Metode di atas memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya 
karakter. Setiap kegiatan yang ada mengandung unsur pendidikan yang tinggi. 
Pemberian tugas kepada individu disertai dengan pemahaman akan dasar-dasar 
filosofinya maka individu akan melaksanakan tugas dengan kesadaran, 
pemahaman dan komitmen yang tinggi (Koesoema Doni, 2013:10). 
Darmiyati Zuchdi (2010:45-46) menyatakan bahwa pendidikan nilai 
memerlukan pendekatan komprehensif yang diharapkan dapat menumbuhkan 
perilaku yang terpuji berkat pembiasaan terus menerus dalam proses 
pendidikan. Pendekatan komprehensif pendidikan nilai dapat dilakukan 
dengan inkulkasi nilai, keteladanan, fasilitasi, dan pengembangan 
keterampilan.  
Menurut Buku Induk Pembangunan Karakter (2010) dalam Agus 
Wibowo (2012:45) menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam 
melaksanakan pendidikan karakter adalah sosialisasi/penyadaran, 
pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa. 
Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif 
dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, 
anggota legislatif, media massa, dunia kerja dan dunia industri. 
f. Proses Pendidikan Karakter 
Menurut Darmiyati Zuchri (2010:114) pendidikan  karakter  hendaknya 
terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan, baik di dalam kelas, kegiatan 
ekstrakurikuler, proses bimbingan karier dan konseling, upacara-upacara 
pemberian penghargaan, dan sebagainya. Pelaksanaan pendidikan karakter 
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mencakup semua eleman masyarakat, diantaranya adalah orangtua, institusi 
agama, pemuka masyarakat, pekerja sosial, polisi dan lainnya ikut 
berpartisipasi. 
g. Subjek Pendidikan Karakter 
Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berasumsi bahwa 
pendidikan merupakan penanggung jawab dari permasalahan krisis karakter di 
Indonesia. Permasalahan ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pendidikan itu 
sendiri. Pola pikir masyarakat Indonesia masih tertanam jelas bahwa 
pendidikan dilaksanakan hanya di lembaga formal seperti sekolah. Pasalnya, 
pelaksanaan pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah. Sejatinya, 
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan, 
keluarga dan masyarakat. Hal ini didukung dengan pendapat Akhmad 
Muhaimin Azzet (2011:53) menyatakan bahwa sekolah hanyalah satu dari tiga 
pilar penting dalam dunia pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan lingkungan 
masyarakat. Ketiga pilar dalam pendidikan harus saling mendukung dalam 
membangun karakter yang baik. 
Pendapat Akhmad Muhaimin Azzet didukung dengan pendapat 
Rukiyati (2013:201) bahwa:  
“Pendidikan karakter hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam 
masyarakat dan didukung oleh segenap komponen masyarakat. Jika 
salah satunya tidak melaksanakan, maka keberhasilan pendidikan 
karakter tidak optimal. Orang tua, guru/ dosen, pemimpin, para awak 
media komunikasi, lembaga keagamaan, penegak hukum, polisi, 
organisasi kemasyarakatan, semua perlu berpartisipasi dalam 
pendidikan karakter.  Konsistensi semua pihak dalam melaksanakan 




Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa subjek 
dari pendidikan karakter adalah lembaga pendidikan yang didalamnya 
mencakup pendidik, keluarga atau orangtua, masyarakat dan media massa. 
Subjek pendidikan karakterharus saling bekerja sama sehingga pelaksanaan 
pendidikan karakter dapat terimplementasi dengan baik. 
4. Narapidana 
Sesuai UU Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 
ke 7 bahwa narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan 
kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia. 
Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS dalam Sudarto (1986:27) istilah narapidana 
adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman 
dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim 
dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, seorang 
narapidana memiliki hak melakukan: 
a. Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
e. Menyampaikan keluhan 
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f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah 
orang yang memperoleh hukuman penjara dan kehilangan masa kebebasannya 
didalam lingkungan masyarakat karena akibat dari pelanggaran hukum yang 
dilakukannya. Seorang narapidana walaupun tidak dapat hidup bebas ditengah 
lingkungan masyarakat namun tetap mendapatkan hak-hak dalam dirinya. 
5. Lembaga Pemasyarakatan 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 
pengertian lembaga pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 yaitu Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pengertian 
Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 
dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
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agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.  
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai lembaga pemasyarakatan maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga pemasayarakatan adalah suatu tempat 
yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar 
narapidana dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.  
6. Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, berikut 
adalah hasil analisis penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat peneliti : 
a. Implementasi Pendidikan Karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Pekalongan. 
Penelitian ini dilakukan oleh Fitriani Rahmawati, mahasiswi Jurusan 
Tarbiyah S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  pada tahun 
2015. Hasil penelitian adalah dalam konsep pembinaan narapidana yang ada di 
lapas Klas II A Pekalongan, teridentifikasi ada pendidikan karakter. Pendidikan 
karakter terimplementasi dengan baik. Pendidikan karakter terimplementasi 
melalui kegiatan belajar mengajar, penyaluran bakat dan kreatifitas, hiburan yang 
mengandung unsur pendidikan, pengaturan dan pengkondisian di lingkungan lapas, 
keteladanan petugas lapas dan pembiasaan kegiatan yang positif setiap harinya. 
Pelaksanaannya belum maksimal karena kurang tenaga pembimbing dan pendidik. 
Warga binaan yang belum mengikuti pembinaan masih banyak. 
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Fokus masalah yang diteliti adalah konsep pendidikan karakter dan 
implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas klas 
II A Pekalongan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konsep pendidikan 
karakter dan implementasi pendidikan karakter bagi warga binaan pemasyarakatan 
di lapas klas II A Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan deskriptif analitik dengan pola pikir induktif. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah 
pendekatan yang digunakan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data 
wawacara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah 
setting penelitian, subyek penelitian dan fokus penelitian. 
b. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar 
Penelitian ini dilakukan oleh Ni Made Destriana Alviani, mahasiswi 
Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2015. Hasil penelitian ini adalah 
pembinaan tidak berjalan dengan maksimal karena masih banyaknya permasalahan 
yang dialami oleh pihak Lapas. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan 
di Lapas Klas II A Denpasar dilaksanakan dengan sarana yang memadai dan disebut 
dengan bengkel kerja. Penyelenggaraan pembinaan dilakukan dengan tahap 
asimilasi dan tahap integrasi. Pola pembinaan adalah pembinaan kepribadian dan 
kemandirian. Adapun faktor penghambat pelaksanaan adalah tidak semua warga 
binaan ikut dalam program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak Lapas, 
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keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar pembinaan. Upaya 
yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menanggulangi faktor penghambat adalah 
pengurangan jumlah warga binaan, pembentukan kartu brezzi dan sosialisasi 
kepada masyarakat. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Denpasar. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan 
narapidana di Lapas Klas IIA Denpasar dan bagaimana cara menanggulanginya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah merode empiris dengan menggunakan 
data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh 
peneliti dalam hal fokus penelitian yang sama yaitu mengenai pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah 
setting penelitian dan waktu penelitian. 
c. Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Palu 
Penelitian ini dilakukan oleh Mardiana, Hamka Naping dan Abduh Ibnu 
Hajar, mahasiswa PPW Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu dan 
mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
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menggunakan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem pembinaan 
dilakukan secara berrtahap yaitu tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap 
pembinaan yang meliputi : asimilasi dan tahap integrasi. Pembinaan keterampilan 
dan pembimbingan kerja narapidana serta pembinaan intelektual belum terlaksana 
secara optimal. Namun bidang keagamaan terlaksana dengan baik. Adapun faktor 
yang berpengaruh adalah kurangnya sarana dan prasarana, kuantitas etnis yang 
berbeda, kurang petugas keamanan, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas 
dan kurangnya minat narapidana. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini memiliki persamaan 
penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam hal teknik pengumpulan data 
yang sama dan jenis pendekatan penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. 
Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada setting penelitian dan fokus 
penelitian. 
7. Kerangka Berpikir 
Negara Indonesia merupakan bangsa yang berkembang. Perkembangan  
yang terjadi tak sedikit menimbulkan permasalahan maupun konflik. Saat ini 
Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak 
terjadinya kejahatan dan tindak pidana. Melihat kondisi yang ada, pemerintah 
Indonesia mengeluarkan kebijakan pendidikan karakter sebagai upaya 
meminimalisir krisis moral yang ada. Pendidikan karakter bertujuan untuk 
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menanamkan nilai-nilai karakter kepada masyarakat Indonesia. Penanaman 
karakter diharapkan dapat memperbaiki moral masyarakat Indonesia. 
Berbicara mengenai kejahatan dan tindak pidana, Indonesia yang 
merupakan negara hukum tentu akan menindak segala bentuk kejahatan dengan 
hukuman setimpal. Masyarakat yang melakukan kejahatan akan dikenakan 
hukuman penjara. Hukuman tersebut tentu akan mengubah predikat seseorang 
sebagai seorang narapidana. Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, narapidana merupakan orang yang mengalami hukuman pidana 
dan mengalami kehilangan kemerdekaan karena harus tinggal di Lembaga 
Pemasyarakatan. Didalam UU RI Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
banyak dijelaskan bagaimana pelaksanaan pemasyarakatan. 
Narapidana tidak dapat melakukan semua hal didalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Namun demikian, seorang narapidana tetap memperoleh hak-
haknya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perolehan hak yang 
didapat oleh para narapidana tertera dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
Salah satu hak yang diterima oleh para narapidana adalah memperoleh 
pendidikan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang 
diperoleh berwujud pembinaan dan pembimbingan. Dalam PP RI Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan dalam hal kepribadian dan 
kemandirian. Proses pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk perbaikan 
moral narapidana. Pembinaan dan pembimbingan bersifat wajib. 
46 
 
Pelaksanaan pembinaan dan pembinaan dilakukan disemua Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian guna 
melihat bagaimana implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. Untuk memudahkan alur pemikiran peneliti maka peneliti akan 
menggambarkan alur pemikiran didalam kerangka berpikir, kerangka penelitian ini 
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Gambar 4. Kerangka Berpikir 
Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan sebagai Pendidikan 
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8. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan, kajian teori dan kerangka berpikir yang 
telah dipaparkan di atas, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab 
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
a. Apa tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lapas Klas II A 
Yogyakarta ? 
b. Apa saja sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan untuk 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ? 
c. Bagaimana komunikasi yang dijalin antar agen pelaksana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ? 
d. Bagaimana interorganisasi dan aktivitas pengukuhan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ? 
e. Bagaimana karakteristik dari agen pelaksana kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta ? 
f. Bagaimana kondisi sosial, politik dan karakter pelaksana kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta ? 
g. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di  Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Yogyakarta? 
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h. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di  Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ? 
i. Bagaimanakah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 








































A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar 
mengetahui proses implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan 
dideskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2005:6). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa 
sebagaimana adanya sehingga sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian 
deskriptif lebih ditekankan pada pemberian deskripsi atau gambaran secara objektif 
tentang peristiwa yang diteliti (Hadari Nawawi, 2005:31) 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogayakarta secara mendalam dan 
komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat 
diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan 





B. Subjek dan Objek Penelitian 
Dalam suatu penelitian diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian 
diperlukan guna mewakili seluruh anggota kelompok yang menjadi sasaran 
generalisasi kesimpulan yang diperoleh (Moh. Ali & Moh Asrori, 2014:226). 
Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 
Sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menjadi 
subjek dalam penelitian ini, yaitu narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan. 
Narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan dipilih karena terlibat langsung 
dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 
C. Setting dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta terletak di Jalan 
Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan 8 Februari 
2017 sampai dengan bulan 22 Maret 2017. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan teknik mengumpulkan data dengan 
cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Nana 
Syaodih, 2015:220). Selaras dengan pendapat di atas, Creswell (2010:267) 
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berpendapat bahwa observasi merupakan kegiatan dimana peneliti langsung turun 
ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 
penelitian. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamatan merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mencermati dan mencatat aktivitas dan 
perilaku subjek penelitian. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
peneliti melaksanakan observasi guna menjadi penguat data dari teknik 
pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. 
Dalam teknik pengumpulan data dengan observasi, peneliti mendapatikan 
data secara langsung sesuai dengan apa yang peneliti lihat saat melaksanakan 
penelitian. Diperoleh data bahwasanya narapidana benar-benar melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk menjawab 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya 
dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara (Moh. Nazir, 
2005:193-194). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan semistruktur. 
Sugiyono (2016:320) wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang 
dilaksanakan lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari teknik 
wawancara ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta secara lebih 
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terbuka, dimana pihak narapidana dan petugas pemasyarakatan yang diajak 
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 
Informan yang dimaksud dalam wawancara ini adalah para narapidana dan 
pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Wawancara yang 
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu narapidana dan petugas 
pemasyarakatan, yang bertujuan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan, faktor pendukung dan 
penghambat serta solusi yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan 
sebagai hasil dari penelitian. 
Wawancara dilakukan dengan bertatap muka kepada masing-masing 
informan. Data yang dihasilkan dari teknik wawancara ini, dilengkapi dengan data 
dari teknik lainnya yaitu dokumentasi dan observasi. Setelah peneliti melaksanakan 
wawancara dengan semua informan dalam penelitian ini, didapat data bahwa di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menjalankan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana dan kebijakan tersebut dijadikan sarana 
pendidikan karakter bagi narapidana. 
3. Studi Dokumen dan Dokumentasi 
Teknik dokumen merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 
tertulis, yang berupa arsip-arsip, buku-buku tentang dalil, hukum, pendapat, teori 
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari Nawawi, 
2005:133). Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik 
wawancara dan observasi, melalui teknik studi dokumen dan dokumentasi peneliti 
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memperoleh data pendukung berupa beberapa dokumen mengenai sumber tertulis 
yaitu dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan, jumlah sumber daya manusia dan struktur organisasi lembaga 
pemasyarakatan. 
Selain sumber tertulis, teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat 
data mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. Dokumentasi yang lain adalah foto-foto kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan, yang kesemuanya memberikan informasi proses penelitian di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
E. Instrumen Penelitian 
Sugiyono (2016 : 305) dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen 
penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian 
kualitatif, peneliti yang menjadi  instrumen. Selain menjadi instrumen utama, 
peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, yakni pedoman wawancara dan 
lembar observasi, daftar pengambilan dokumentasi serta catatan lapangan. 
Pedoman wawancara tersebut berisi tentang garis besar pertanyaan-
pertanyaan dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana yang 
kemudian dikembangkan saat proses wawancara berlangsung, untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih lengkap terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. Lembar observasi merupakan pedoman terkait apa saja yang 
diteliti, kemudian dikembangkan selama pelaksanaan penelitian untuk 
mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci. Dokumentasi dalam hal ini terkait 
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dengan pengambilan gambar kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sebagai bukti telah melakukan 
penelitian dan studi dokumen tentang standar operasional prosedur, struktur 
organisasi dan jumlah sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. 
F. Teknik Analisis Data 
Data penelitian dikumpulkan dianalisis secara deskriptif  kualitatif. Proses 
analisis dilakukan dengan menggunakan model kualitatif dari Miles dan 
Hubberman dalam Sugiyono (2007:246-253) sebagai berikut: 
a. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan 
penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Peneliti memilah data yang relevan, 
penting dan bermakna, serta data mana yang tidak berguna dan tidak digunakan, 
untuk menjelaskan apa yang menjadi sasaran analisis selanjutnya 
menyerdehanakan dengan membuat fokus, klasifikasi, dan abstraksi data. 
Secara sederhana dapat dijelaskan dengan reduksi data kita tidak perlu 
mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 
ditransformasikan kedalam aneka macam cara seperti : melalui seleksi ketat, 
melalui ringkasan atau urian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang 





b. Penyajian Data (Data Display) 
Menyajikan data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan dalam 
analisis. Sajian deskriptif dapat diwujudkan dalam narasi dengan menggunakan alur 
sajian yang sistematik. 
c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion/Verifikasi) 
Kegiatan analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 
Penarikan kesimpulan disini yaitu menyimpulkan atas apa yang disajikan berupa 
intisari dari analisis yang memberikan pernyataan. 
G. Keabsahan Data 
Sugiyono (2013:368-376) mengatakan bahwa uji keabsahan data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan 
ketekunan penelitian, triangulasi, menggunakan bahasa referensi, analisis kasus 
negatif dan mengadakan member check. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan 
data triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. 
Sugiyono (2013:373) mengatakan bahwa triangulasi teknik yaitu menguji 
keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh peneliti 
selama proses penelitian, melalui beberapa teknik pengumpulan data observasi, 
wawancara, studi dokumen dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber 
yang sama. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan ini, dibandingkan hingga 
menemukan pada nilai kebenaran. 
Sugiyono (2013:373) menyatakan bahwa triangulasi sumber yaitu untuk 
menguji keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah 
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diperoleh selama proses penelitian, melalui beberapa informan. Penelitian ini data 
yang diperoleh dari beberapa informan yang telah ada, dibandingkan. Sehingga 









































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
a. Lokasi dan Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berada di Jalan 
Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta dan berada dilokasi yang strategis karena 
dapat dijangkau dengan mudah dan berada di sisi Timur pusat kota. Bangunan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta seluas 3,8 Hektare. 
Sesuai dengan namanya, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta memiliki kapasitas daya tampung sekitar 700-800 orang. Klas I, II, 
III, A, B, C menunjukan kapasitas daya tampung. Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta berdiri di atas tanah milik Keraton Yogyakarta. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki tiga kantor (bangunan) yaitu 
kantor petugas, enam blok sel untuk laki-laki dan satu blok wanita. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dibangun sejak zaman 
Belanda., Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta pertama kali berdiri 
dengan nama Gevangenis En Huis Van Bewaring (Penjara dan Rumah 
Tahanan). Pada tahun 1872, Pemerintah Belanda membuat KUHP (Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana) yang digunakan oleh pemerintah Indonesia 
saat ini sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Dahulunya Lembaga 
Pemasyarakat lebih dikenal sebagai tempat penampungan masyarakat 
Indonesia untuk melakukan kerja paksa, hukuman mati dan denda. 
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Sebelum tahun 1964an, Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan nama 
penjara. Penjara digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang jahat dan 
menghukum warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dahulunya di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta terdapat pabrik kulit 
untuk kepentingan Belanda. Pemerintah Belanda melakukan kerja rodi di 
pabrik kulit tersebut. Pabrik tersebut dikerjakan oleh masyarakat Yogyakarta 
sekitar. 
Setelah tahun 1964an, lewat pidato Bapak Saharjo mengenai penjara, 
Saharjo berpendapat bahwa penjara lebih menekankan pada hukuman 
(Punisment). Dengan begitu masyarakat yang masuk penjara tidak akan ada 
perubahan dalam dirinya. Saharjo memperkenalkan nama Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat perbaikan (Treatment). Sejarah 
berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak diketahui 
secara rinci, demikian pula dengan tahun berdirinya. Berbeda dengan pendapat 
di atas, menurut penuturan petugas lapas yang sudah purna tugas bahwa Lapas 
Kelas II A Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915. 
Sejak awal berdirinya Lembaga Pemasyarakata Klas II A Yogyakarta, 
Lembaga ini sudah mengalami pergantian nama sebanyak enam kali, antara 
lain adalah Gevangenis En Huis Van Bewaring (Zaman Kolonial Belanda), 
Pendjara Djogjakarta, Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta, Kantor 
Direktorat Bina Tuna Warga, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta dan 
yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. 
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Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sebagai lembaga 
pemasyarakatan pusat (induk) memiliki sarana prasarana dan fasilitas bagi para 
narapidana, diantaranya adalah balai pengobatan, masjid, gereja, tempat 
ibadah, aula, lapangan olahraga, lapangan hijau, perpustakaan, ruang besuk, 
balai bimbingan kerja (bimker), blok tahanan, kamar mandi, dapur dan gudang. 
b. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
Setiap institusi maupun lembaga pada umumnya memiliki visi, misi dan 
tujuan yang berbeda antar satu dengan yang lain. Visi, Misi dan Tujuan tersebut 
digunakan untuk mencapai kualitas dan standar yang diharapkan oleh pihak 
lembaga. Adapun Visi, Misi dan Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta adalah : 
Visi 
Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah 
mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, sehat, kondusif, tertib dan 
transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten 
dalam pembinaan WBP. 
Misi 
Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah 
melaksanakan tupoksi pemasyarakatan secara konsisten dengan 
mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi 
publik, membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake 
holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP dan mendayagunakan 
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potensi sumber daya manusia petugas dan kemampuan penguasaan tugas yang 
tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia. 
c. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan 
Tujuan Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab. 
Tujuan pemasyarakatan yang kedua adalah memberikan jaminan 
perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan 
Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, 
tujuan dari pemasyarakatan ialah memberikan jaminan perlindungan hak asasi 
tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda 
yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan 
dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. 
Selain tujuan pemasyarakatan, pemasyarakatan memiliki fungsi 
pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 
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sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab. 
Pemasyarakatan merupakan suatu proses memperbaiki warga binaan 
pemasyarakatan menuju arah yang lebih baik. Sasaran dari pemasyarakatan 
sendiri adalah warga binaan pemasayarakatan. Dalam proses pemasyarakatan 
terdapat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Sasaran pembinaan dan 
pembimbingan sebagai proses pemasyarakatan ini adalah meningkatkan 
kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya dalam kondisi 
kurang kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kurang kualitas 
intelektual, kurang kualitas sikap dan perilaku, kurang kualitas 
profesionalisme/ ketrampilan dan kurang kualitas kesehatan jasmani dan 
rohani 
Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah terwujudnya tujuan 
pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya dalam meningkatkan 
ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator 
yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan, antara lain adalah isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah 
daripada kapasitas, menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka 
pelarian dan gangguan kamtib, meningkatnya secara bertahap jumlah 
narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan 
integrasi, semakin menurunya dari tahun ketahun angka residivis, semakin 
banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai 
jenis/golongan narapidana, secara bertahap perbandingan banyaknya 
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narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30, 
prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan 
prosentase di masyarakat, biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal 
manusia Indonesia pada umumnya, lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi 
bersih dan terpelihara, dan semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang 
menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara 









d. Struktur Organisasi 
 
















Gambar 5. Struktur Organisasi 
KEPALA LAPAS 
Suherman, Bc.IP., S.H., M.H. 
KASI ADM KAMTIB 
Bowo Sulistyo, S.H., M.H. 
KEPALA SUBBAG TU 
Tri Ari Astuti, H.Hum. 




Armunanta D, S.Pd, M.Hum. 
KASI GIATJA 
Ganif Efendi, S.H. 
KASUBSI BIMASWAT 
Andi GM, A.Md.IP., SH., MH 
KASI BINAPI 
Heriyanto, Bc. IP, S.H 
KASUBSI REGISTRASI 
Desy Afneliza, A.Md.IP 
KASUBSI KEAMANAN 
Marsidi, SH 
KASUBSI SARANA KERJA 
S. Dhandy Dhermawan, M.H. 
KASUBSI PELAPORAN & TATIB 
Suyadi, AKS 
KASUBSI BIMKER & HAKER 
Emon Yudho Dwiwarso, SH 
KA. KPLP 




Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa kepala Lembaga 
Pemasyarakatan bertanggung jawab secara keseluruhan, baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung. Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung 
jawab atas petugas pemasyarakatan yang berada dibagian tata usaha, seksi 
binapi, seksi giatja dan seksi administrasi keamanan dan ketertiban. Setiap 
bagian dan seksi memiliki kepala bagian maupun kepala seksi. Hal ini 
dilakukan agar semua kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berjalan 
dengan baik. Setiap bagian dan jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab 
masing-masing. 
Berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta, jabatan dilembaga ini dibagi menjadi dua, yaitu jabatan teknis dan 
jabatan fasilitatif. Jabatan Fasilitatif ialah bagian tata usaha. Bagian tata usaha 
dibagi menjadi bagian yaitu bagian kepegawaian dan keuangan serta bagian 
umum. Tugas dari bagian tata usaha bertugas untuk administrasi Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Selanjutnya adalah jabatan teknis. 
Jabatan teknis dibagi menjadi empat bagian yaitu bagian KPLP (Kesatuan 
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bagian Binapi, bagian Giatja dan 
bagian administrasi keamanan. Masing-masing bagian memiliki tugas pokok 
dan fungsi masing-masing. 
Bagian KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) 
bertugas untuk menjaga keamanan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta, bagain Binapi bertugas untuk melaksanakan kebijakan pembinaan 
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dan pembimbimbingan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
Bagian ini dibagi menjadi dua sub seksi yaitu subsi bimaswat dan subsi 
registrasi. Tugas dari bagian subsi bimaswat adalah melaksanakan pembinaan 
kepribadian, baik pembinaan kepribadian intelektual, jasmani maupun rohani. 
Sedanagkan Subsi registrasi bertugas untuk mengurus proses registrasi warga 
binaan pemasyarakatan, mengurus cuti dan mengurus remisi warga binaan 
pemasyarakatan. 
Bagian seksi giatja (kegiatan kerja), bagian ini bertugas untuk 
melaksanakan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyaraktan. Petugas 
pemasyarakatan dibagian ini sehari-harinya bertugas melatih keterampilan 
kepada para warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah para 
narapidana. Seksi yang terakhir adalah seksi kamtib, bagian ini bertugas untuk 
menciptakan rasa aman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta dan memberikan hukuman kepada para warga binaan yang 











e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pemasyarakatan Narapidana 
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a. TL 1 (1/3-1/2 
masa pidana) 




0 – 1/3 
MP 
1/3  – 2/3 MP Setelah 
2/3 MP 
Landasan Pembinaan 
1. Filosofi : Pancasila 





C. UU Pokok PAS 
D. Peraturan 
Pemerintah 
E. Surat Edaran  
Kepribadian: kejar paket, membaca di 
perpustakaan, kegiatan kegamaan, OR, senam, 
pemeriksaan kesehatan rutin. 
Kemandirian: bengkel, tukang cukur, laundry, 
pertanian, peternakan, membatik, merajut,kerajinan 
tangan,membuat bantal, membuat sandal, 
pembuatan keset, menyortir,  
Kerja di perusahaan Swasta : 
Kerja diperusahaan membatik, meubel 
dan sepatu 
 
Kerja di Departemen, Kerja di 




2/3 masa pidana 




Perangkat Pemerintah  Masyarakat  
Penegah Hukum : BAPAS, Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan 
Non Penegak Hukum :  Kemensos, Kemenag, Kemen 
Naker, Dll 
Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Club-club 
dan Lembaga Masyarakat   
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Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan dirumuskan berlandasakan filosofi pancasila 
negara Indonesia. Landasan konstitusi yang digunkana adalah Undang-undang 
Dasar 1945. Sedangkan landasarn operasional yang digunkana untuk 
merumuskan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah KUHP, 
KUHAP, UU Pokok PAS ataupun UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan 
dan pembimbingan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang 
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan dibagi menjadi 
tiga tahapan. Tahapan awal merupakan tahapan 0-1/3 masa pidana. Tahapan 
ini melakukan kegiatan mapenalling (orientasi). Kegiatan mapenalling 
dilakukan selama satu bulan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 
peneliti pada hari/tanggal Senin, 13 Februari 2017 kegiatan mapenalling berisi 
baris berbaris dan senam olahraga. Kegiatan mapenalling (orientasi) juga berisi 
sosialisasi hak dan kewajiban narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, 
pengenalan dan penyuluhan mengenai HIV, narkoba dan lainnya, penyadaran 
warga negara dan baris berbaris. Selain mapenalling, kegiatan di tahapan awal 
ini adalah penyuluhan mengenai HIV, narkoba dan lainnya serta ada kegiatan 
pendalaman agama dan kerja. Pernyataan di atas didukung dengan adanya hasil 
wawancara dengan Ibu KD, yaitu: 
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“tahapan awal 0-1/3 masa pidana. Tahapan ini ada beberapa tahapan 
lagi antara lain adalah Mapenalling (orientasi) mengenai hak dan 
kewajiban seorang warga binaan, penyuluhan mengenai HIV, narkoba 
dan lainnya, pendalaman agama dan kerja. ...”. (KD/WWC/13 Februari 
2017) 
Selanjutnya tahapan kedua adalah tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan 
dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap lanjut pertama dan tahap lanjut kedua. 
Tahap lanjut pertama 1/3-1/2 masa pidana dan tahap lanjut kedua 1/2-2/3 masa 
pidana. Pada tahapan ini narapidana dapat melakukan program asimilasi. 
Tahapan yang terakhir adalah tahap akhir yaitu setelah 2/3 masa pidana. Pada 
tahapan ini narapidana melakukan program integrasi. 
Dalam melakasanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan, pihak 
lembaga pemasyarakatan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu 
masyarakat maupun perangkat pemerintah. Pihak ketiga dari masyarakat dapat 
berupa individu, keluarga, kelompok, masyarakat, club-club dan lembaga 
masyarakat. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 27 Februari 2017, 
peneliti mendapatkan data bahwa lembaga pemasyarakattan melakukan kerja 
sama dengan pihak individu dalam kegiatan pelatihan pembuatan blangkon. 
Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017, peneliti memperoleh data bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta melakukan kerja sama dengan 
LKBH yang berasal dari kementrian agama. Kerja sama ini dilakukan dalam 
kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan pada hari Selasa. 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan 
kepada narapidana berisi kegiatan kerja dan kegiatan pembinaan rohani, 
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jasmani dan intelektual. Narapidana bekerja di bengkel kerja Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yaitu bekerja bengkel, tukang cukur, 
laundry, pertanian, peternakan, mebel dan lainnya. Pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan ini dapat dijadikan sarana untuk memperoleh 
masa cuti. Cuti yang dimaksudkan disini adalah cuti bersyarat, cuti menjelang 
bebas, cuti menghadiri pernikahan anaknya, cuti hari raya hingga memperoleh 
pembebasan bersyarat. 
f. Tenaga Kelembagaan 
Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berjumlah 162 
orang, terdiri dari 114 pria dan 48 wanita. Pegawai Lapas terdiri dari lulusan 
perguruan tinggi mulai dari SMA, D3, S1 dan S2. Berikut ini  merupakan data 
pegawai lebih merinci dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta: 












A B C D A B C D A B 








4 1 62 3 43 6 114 
Wani
ta  




9 3 1 16 6 23 3 48 
Total 162 
Sumber : Dokumen Lembaga  
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki kapasitas 
penampungan sebanyak 800 orang. Saat ini, jumlah warga binaan pemasyarakatan 
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berjumlah 453 orang. 
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Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari berbagai macam kasus dan lama 
hukuman. Berikut merupakan rincian dari jumlah warga binaan pemasyarakatan 
pada 13 Februari 2017 : 
Tabel 3. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas II A Yogyakarta 
No. 
Status Warga Binaan 
Pemasyarakatan 
L P Jumlah 
1 Tahanan  16 38 54 
2 Narapidana  314 85 399 
Total 330 123 453 
Sumber : Dokumen Lembaga   
Lembaga maupun institusi tentunya tidak lepas dari sarana prasarana dan 
fasilitas yang mendukung terselenggaranya kegiatan di dalam lembaga 
tersebut.Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki fasilitas dan 
sarana prasarana yang baik dan tergolong lengkap. Fasilitas dan sarana prasarana 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh para warga binaan pemasyarakatan dan petugas 
Lapas. Sarana prasarana dan fasilitas yang ada juga digunakan untuk mendukung 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan di dalam lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Adapun sarana prasarana dan 
fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah: 
Tabel 4. Sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kals II A Yogyakarta 
No. No. Macam Jumlah 
1 Balai Pengobatan 1 
2 Bengkel Kerja 2 
3 Blok Tahanan 7 blok untuk laki-laki; 
1 blok untuk wanita 
4 Lapangan olahraga  2 
5 Lapangan upacara 1 
6 Masjid  1 
7 Gereja 1 
8 Aula  1 
9 Kamar mandi Lebih dari 10 
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10 Perpustakaan  1 
11 Ruang besukan 1 
12 Parkiran  1 
13 Kantor administrasi 1 bagian luar; 1 bagian 
dalam  
Sumber : observasi lapangan 
 
2. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
 
Kebijakan adalah peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. 
Dalam suatu kebijakan, tujuan merupakan indikator yang hendak dicapai. Tujuan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana menggambarkan hal 
yang hendak dicapai dalam pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta merupakan salah satu lembaga 
pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan nagi 
narapidana. Berikut pernyataan ibu KD petugas pemasyarakatan. 
“.... Namun pada intinya pemerintah merumuskan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan agar mengembalikan narapidana yang menjadi lebih baik ke 
lingkungan masyarakat dan membekali mereka dengan kepribadian yang 
baik sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan maupun perbuatan yang 
salah lagi sehingga narapidana tidak menggulangi perbuatan yang salah 
serta memiliki keterampilan yang bisa dijadikan bekal hidup di masyarakat 
nantinya. ...” (KD/WWC/13 Februari 2017) 
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah mengembalikan narapidana ke 
lingkungan masyarakat dengan kepribadian yang baik dan memiliki keterampilan 
hidup sehingga dapat  dijadikan bekal hidup di masyarakat. Hal ini di dukung oleh 
pernyataan dari Bapak DD, sebagai berikut: 
“Tujuannya untuk memperbaiki individu itu sendiri. Anak-anak harus 
keluar dari lapas dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma serta 
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aturan hukum. Selain itu mereka juga harus memiliki bekal hidup yang 
berupa keterampilan kerja mbak”. (DD/WWC/9 Februari 2017) 
 
Berdasarkan data dari informan di atas, jelas bahwa Bapak DD sependapat 
dengan Ibu KD bahwa tujuan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah 
adalah memperbaiki individu. Narapidana harus bebas dari lembaga 
pemasyarakatan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma serta aturan 
hukum. Narapidana diberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Pernyataan 
Bapak  KA juga mendukung penyataan informan sebelumnya yaitu: 
“Semua kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang ada tujuannya adalah 
mengentaskan warga binaan. Narapidana yang melakukan pelanggaran 
hukum akan mendapatkan perlakuan hukum berupa sanksi denda maupun 
kurungan badan. Masyarakat yang telah mendapatkan jatuhan hukuman 
masuk lembaga pemasyarakatan tentu di dalam sini akan dibina dan 
dibimbing. Pembinaan yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk 
menjadikan mereka sebagai warga negara yang taat pada aturan dan hukum 
yang berlaku dinegara kita ini. Lembaga pemasyarakat bukan  hanya tempat 
untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan namun, lembaga 
pemasyarakat merupakan tempat untuk membina masyarakat ataupun 
perbaikan atau treatment. Berbeda dengan penjara, pandangan saya penjara 
lebih ke punisment. Kata yang pas menurut saya, dengan membekali mereka 
keterampilan kerja, rohani, jasmani maupun intelektual itu semuanya buat 
saya adalah mengentaskan. Nggak tau kalau untuk orang lain. Jadi tujuan 
pembinaan dan pembimbingan adalah mengentaskan narapidana”. 
(KA/WWC/22 Februari 2017) 
 
Dari pemaparan Bapak KA dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana adalah mengentaskan narapidana. Narapidana yang 
melakukan pelanggaran hukum akan memperoleh sanksi hukuman kurungan badan 
maupun sanksi denda. Lembaga pemasyarakat merupakan tempat untuk membina 
narapidana. Berbeda dengan penjara yang memiliki konotasi sebagai tempat untuk 
menghukum warga negara yang bersalah. Di dalam lembaga pemasyarakatan, 
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narapidana memperoleh pembinaan berupa perbaikan rohani, jasmani, intelektual 
dan keterampilan kerja. Semua bentuk pembinaan bertujuan untuk menjadikan 
narapidana sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada hukum dan 
berkarakter baik. 
3. Sumber Daya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya sebagai pendukung. 
Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana 
maupun sumber anggaran. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
memiliki beberapa sumber daya yang mendukung terlaksananya kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan, diantaranya  adalah : 
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan 
suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya manusia, suatu kebijakan tidak dapat 
dilaksanakan. Sumber daya manusia yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta adalah petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan 
yang menjadi pembina, pembimbing maupun wali pemasyarakatan dan narapidana 
itu sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Bapak DD salah satu petugas pemasyarakatan, 
yaitu: 
“Pembinaan dan pembimbingan perlu melibatkan beberapa tokoh, sumber 
daya manusia sendiri yang terlibat langsung adalah narapidananya sendiri 
karena sasaran dari pembinaan dan pembimbingan ini adalah 





Pendapat di atas di dukung dengan adanya pendapat dari bapak KA selaku 
petugas Pemasyarakatan, yaitu: 
“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pembinaan dan 
pembimbingan sebenarnya ada tiga pilar pelaksananya, yaitu pembina, 
masyarakat dan narapidana. Seperti lembaga pemerintah Diknas maupun 
pengusaha seperti Margaria”. (KA/WWC/22 Februari 2017) 
 
Hal ini benar adanya. Pada saat peneliti melakukan penelitian, sumber daya 
manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah 
petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga seperti pengusaha Margaria 
dan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum). Setiap sumber daya 
manusia yang menjalankan kebijakan pembinaan dan pembimbingan memiliki 
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
bapak KA, didapat hasil bahwa: 
“Pembina adalah petugas pemasyarakatan yang membina warga binaan 
untuk menjadi lebih baik, warga binaan berperan melaksanakan pembinaan 
dan pembimbingan tersebut, masyarakat ataupun pihak ketiga memiliki 
peran sebagai pihak yang diajak guna melakukan kerja sama”. 
(KA/WWC/22 Februari 2017) 
 
Pendapat Ibu KD menjadi penguat hasil penelitian mengenai peran dan 
tugas dari agen pelaksana kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, yaitu: 
“Tentunya setiap pihak yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan 
memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Sasaran dari kebijakan ini 
adalah warga binaan (narapidana) yang melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, mereka bekerja dan melaksanakan tugas mereka sehari-
harinya. Baik itu pekerjaan yang ada dibengkel maupun berkerja seperti 
bersih-bersih sekarang ini. Kegiatan ini (bersih-bersih) merupakan bagian 
dari pembinaan dan pembimbingan. Selain itu mereka juga melakukan 
olahraga dan ibadah. Pelaksana seperti saya yaitu wali pemasyarakatan, 
kami bertugas membina dan membimbing narapidana agar menjadi warga 
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negara yang lebih baik dan memiliki kepribadian serta keterampilan yang 
unggul. Yang selanjutnya adalah pihak ketiga yang diajak untuk bekerja 
sama. Pihak ketiga disini bertugas mendampingi dan membantu kegiatan 
mereka. Seperti LKBH sendiri, setiap minggunya mengisi pengajian rutin 
untuk para narapidana, batik Margaria merupakan tempat memasarkan 
produk-produk batik yang diproduksi oleh narapidana. Disdik juga berkerja 
sama dengan Lapas sini guna melaksanakan program kejar paket”. 
(KD/WWC/14 Februari 2017) 
 
Dari kedua pemaparan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa peran masing-masing dari sumber daya manusia yang melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah: 
1) Petugas pemasyarakatan dan wali pemasyarakatan, berperan sebagai pembina 
dan bertugas membina dan membimbing narapidana menjadi lebih baik 
2)  Warga binaan (narapidana), bertugas melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan. Narapidana bekerja dan melaksanakan kegiatan sehari-hari 
yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. 
3) Pihak ketiga yang diajak untuk melakukan kerja sama. Pihak ketiga adalah 
masyarakat, pengusaha, LSM dan dinas pemerintahan. Pihak ketiga bertugas 
mendampingi dan mendukung pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
Pernyataan di atas dapat dikuatkan dengan adanya hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti yang mewawancarai salah satu narapidana yang bekerja 




“Setiap anggota yang menjadi anggota pembinaan dan pembimbingan 
memiliki peran dan tugas masing-masing. Saya sebagai anggota pembinaan 
dan pembimbingan memiliki peran untuk mengerjakan apa yang saya 
inginkan dan minat di pembimbingan kerja dan kemandirian. Saya suka 
merajut jadi saya mengikuti kelas merajut. Peran saya di pembinaan 
keagamaan adalah sebagai takmir masjid dikelompok saya. Petugas 
Pemasyarakatan yang saya tahu apabila ada pembinaan dan pembimbingan 
mereka memantau pekerjaan yang kami (narapidana) lakukan. Terkadang 
juga ikut melakukan apa yang kami lakukan. Sedangkan untuk Wali 
Pemasyarakatan sering membimbing kami dalam menjalankan setiap 
pembinaan dan pembimbingan serta memantau perkembangan pada diri 
kami (narapidana)”. (RM/WWC/14 Februari 1995) 
 
Narapidana sebagai sasaran dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
juga memiliki peranan yang penting di dalam melaksanakan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan. Narapidana diberikan peran seperti takmir masjid di dalam 
kelompok pembinaan keagamaan. Narapidana juga dapat mengembangkan minat 
dan bakatnya di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.  
b. Sarana Prasarana 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta membutuhkan sarana dan prasaran yang 
menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, narapidana dapat menggunakan masjid, gereja, bengkel bimbingan 
kerja, lapangan olahraga, aula pelatihan dan balai pengobatan. Pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berusaha agar semua narapidana 
memperoleh hak yang sama. Pernyataan ini di dukung dengan adanya hasil 
wawancara dengan Ibu KD, yaitu: 
“Dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbinga, Lapas Klas II A 
Yogyakarta memiliki berbagai fasilitas dan sarana bagi para warga binaan 
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mbak. Sejauh ini pihak Lapas selalu mengusahakan agar semua warga 
binaan memperoleh hak yang sama di sini. Di Lapas ini ada masjid dan 
gereja untuk pembinaan rohani, perpustakaan dapat digunakan untuk 
pembinaan intelektual narapidana mbak, balai pengobatan yang dapat 
digunakan untuk warga binaan ketika sedang sakit. Balai pengobatan sendiri 
ada beberapa dokter, perawat dan apoteker. Balai pengobatan yang ada 
disini bisa dikatakan seperti puskesmas maupun klinik. Balai pengobatan 
ada disamping gedung ini mbak, nanti bisa dilihat bagaimana sarana dan 
prasarana yang ada disini. Selain itu, kami memiliki bengkel kerja sebagai 
tepat melaksanakan bimbingan kerja setiap harinya oleh para warga binaan. 
Dibengkel kerja terdapat peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan 
mereka”. (KD/WWC/13 Februari 2017) 
Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan 
sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan antara lain: 
1) Masjid dan gereja, digunakan untuk melaksanakan pembinaan rohani 
2) Perpustakaan, digunakan untuk melaksanakan pembinaan intelektual 
3) Balai pengobatan, digunakan untuk pengobatan narapidana yang sakit. Hal ini 
merupakan salah satu bentuk pembinaan jasmani 
4) Bengkel kerja, digunakan untuk melaksanakan bimbingan kerja narapidana. 
Dibengkel terdapat beberapa peralatan yang mendukung kegiatan kerja  
narapidana. 
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017 diruang 
bengkel kerja, semua narapidana melaksanakan kerja yang narapidana minati dan 
memanfaatkan semua peralatan yang ada dibengkel kerja dengan efektif dan 
efisien. Narapidana dalam melaksanakan bimbingan kerja bekerja dengan tertib dan 
teratur. Pada tanggal 27 Februari 2017, peneliti melakukan observasi dibengkel 
kerja. Peneliti melihat salah satu petugas pemasyarakatan yang ingin 
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mengembalikan salah satu peralatan yang digunakan untuk pekerjaan mebel kepada 
petugas sarana prasarana di bengkel kerja. Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti, didapat hasil observasi berupa percakapan antara salah satu 
petugas pemasyarakatan kepada Bapak DH selaku petugas pemasyarakatan bagian 
sarana prasarana, yaitu: 
“Pak DH, aku mau balekke iki (peralatan mebel)”. (NA/OBS/27 Februari 
2017) 
 
Pembinaan kemandirian yang berupa kerja, setiap petugas pemasyarakatan 
mendata jumlah peralatan yang digunakan oleh narapidana dalam melaksanakan 
pekerjaan mereka. Tujuan dari pendataan jumlah peralatan yang digunakan 
narapidana adalah mengantisipasi pencurian dan penyalahgunaan benda tajam yang 
dianggap dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Pernyataan ini di dukung 
dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak DH selaku petugas pemasyarakatan, 
yaitu: 
“jadi begini mbak, setiap pekerjaan yang dilakukan dibengkel kerja ini tentu 
membutuhkan peralatan-peralatan yang mendukung. Salah satunya itu tadi, 
benda tajam seperti itu dan benda-benda yang digunakan narapidana dalam 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kemandirian ini harus didata 
dengan tujuan agar tidak ada penyalah gunaan senjata. Kita harus 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Benda yang 
digunakan sebelum pelaksanaan kerja harus berjumlah sama dengan 
sesudah pelaksanaan kerja”. (DH/WWC/27 Februari 2017) 
 
Selain bengkel bimbingan kerja, pada tanggal 27 Februari 2017 peneliti 
melakukan observasi di balai pengobatan. Di Balai pengobatan, banyak dijumpai 
narapidana yang berobat di balai pengobatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. Saat peneliti melakukan observasi terdapat tujuh narapidana yang 
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melakukan pengobatan dibalai pengobatan. Para narapidana duduk di kursi tunggu 
menunggu antrian pemeriksaan dengan dokter jaga hari itu. 
c. Sumber Dana/Anggaran 
Sebuah kebijakan membutuhkan dukungan sumber dana maupun anggaran 
dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilaksanakan tanpa 
adanya anggaran. Pengadaan fasilitas dan peralatan yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan didapat dari anggaran. Pernyataan ini di dukung dengan adanya 
hasil wawancara dengan Bapak YN selaku petugas pemasyarakatan. 
“Pembinaan dan pembimbingan menggunakan APBN dalam 
pelaksanaannya. Semua Lapas pasti menggunakan APBN, dari anggaran 
tersebut juga menyebabkan sarana dan prasarana masih ada yang dirasa 
kurang. Sumber daya manusianya ya narapidana dan pembina maupun 
pembimbing”. (YN/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pernyataan ini di dukung dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak 
KA sebagai salah satu petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan 
dan pembimbingan adalah Petugas Pemasyarakatan,wali pemasyarakatan,  
BAPAS, warga binaan, dan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah pihak 
yang diajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan dan masyarakat. Sedangkan sumber dana, semua lapas 
menggunakan APBN”. (KA/WWC/22 Februari 2017) 
 
Berdasarkan dua hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan yaitu 
Bapak KA dengan Bapak YN, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang ada di semua Lembaga 






Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan membutuhkan proses 
sosialisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, agar 
implementasi kebijakan dapat sesuai dengan tujuan dan aturan yang digunakan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Februari 
2017 dengan informan Ibu KD, diperoleh hasil bahwa: 
“Setiap kegiatan yang dilakukan di Lapas tentunya sudah ada prosedur 
maupun aturan pelaksanaannya tersendiri, di dalam Lapas ini ada struktur 
oragnisasi yang mengaturnya. Pembinaan dan pembimbingan juga sudah 
ada alurnya. Kalapas memberi perintah lalu bagian-bagian dibawahnya 
yang melaksanakan. Seperti pembinaan dan pembimbingan nanti ada 
Kepala seksinya dan akan dilaksanakan sesuai alur perintahnya. Kebijakan 
ini kan dibuat dari pemerintah pusat, pihak lapas hanya tinggal 
melaksanakan saja. Namun, dalam melaksanakan dibutuhkan pelaksana 
kebijakan. Pembinaan dan pembimbingan dimasukkan ke dalam bagian 
binapi. Petugas pemasyarakatan yang berada di bagian tersebut 
mendapatkan tugas pokok dan fungsi. Penjabaran tugas dilakukan oleh 
kepala lapas dan tugas harus dibagi rata di dalam bagian binapi itu. Biasanya 
ada rapat guna membahas tugas-tugas itu”. (KD/WWC/13 Februari 2017) 
 
Pendapat Ibu KD di dukung dengan adanya pendapat dari Bapak IY selaku 
petugas pemasyarakatan bagian bimaswat bagian kemandirian, yaitu: 
“sosialisasi mengenai kebijakan pembinaan dan pembimbingan sendiri 
belum ada, namun adanya sosialisasi tugas pokok dan fungsi dari kami 
petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan 
ini. Nanti kalau ada penambahan atau perubahan tugas juga diadakan 
briefing untuk membahas perubahan tersebut”. (IY/WWC/16 Maret 2017) 
 
Kesimpulan dari pendapat di atas, proses sosialisasi kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan dilaksanakan melalui rapat. Dalam rapat, petugas 
pemasyarakatan yang menjadi agen pelaksana kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan mendapatkan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas 
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pemasyarakatan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dimasukkan ke dalam bagian binapi. 
Dibagian binapi terdapat tugas-tugas dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
Penjabaran tugas diketahui oleh kepala lapas dan tugas harus dibagi rata antar 
petugas pemasyarakatan. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari masyarakat dan 
lembaga perangkat pemerintah. Hal ini benar adanya. Ini dibuktikan dengan adanya 
pengajian rutin yang dilakukan narapidana perempuan di blok perempuan pada hari 
Selasa, 14 Februari 2017. Pengajian ini diadakan dengan melakukan kerja sama 
dengan pihak LKBH. 
Komunikasi yang dilakukan oleh pihak lapas dengan pihak ketiga untuk 
dapat melakukan kerja sama dapat dilakukan dengan tiga cara. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ibu KD selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“jadi seperti ini mbak, kita memang melakukan kerja sama dengan LKBH, 
Diknas, pengusaha Margaria dan lembaga lainnya. Bentuk komunikasi dari 
kerja sama ini adalah dengan membuat MOU yang biasanya tiga tahun 
perjanjian pelaksanaannya, setelah tiga tahun nanti bisa diperpanjang lagi. 
Apabila ada pihak ketiga yang ingin bekerja sama, mereka dapat membuat 
MOU itu syaratnya. Apabila insidental seperti kamu ini mbak, ataupun 
pihak masyarakat yang ingin bekerja sama dengan kami, bisa mengajukan 
surat izin melalui kanwil. Dan yang terakhir adalah ajakan pribadi. Apabila 
ada mahasiswa yang ingin menjadi tutor kejar paket, mahasiswa biasanya 
dapat menjadi tutor untuk kejar paket. Biasanya pak KA itu suka mengajak 
mahasiswa”. (KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Komunikasi dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 
dengan membuat MOU antara lapas denga pihak terkait, melakukan pengajuan 
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surat ke kanwil untuk program kegiatan insidentil dan ajakan pribadi seperti 
pengajuan diri sebagai tutor kejar paket. Dari hasil pengamatan penelitian pada 
tanggal 13, 14 dan 27 Februari 2017, diperoleh data bahwa komunikasi yang 
dilakukan antara sesama agen pelaksana sangat baik. Petugas pemasyarakatan yang 
lewat di depan narapidana, narapidana tersenyum dan menyapa para petugas 
pemasyarakatan begitu pula sebaliknya. Ketika Ibu KD, mengantarkan peneliti 
untuk melakukan observasi di bengkel keja, terdapat sekelompok narapidana yang 
berjalan menuju arah Ibu KD dan memberikan salam, senyum dan berjabat tangan. 
Salah satu contoh adalah salam dan sapaan yang dilakukan oleh Bapak A kepada 
Ibu KD, yaitu: 
“Selamat pagi Ibu KD, mau kemana bu?” 
“Ibu KD hari ini masak bayam merah ya bu? Ini ada bayam merah bu”. 
 
Setiap narapidana yang bertemu dengan petugas pemasyarakatan, 
narapidana selalu melakukan senyum dan sapaan. Petugas pemasyarakatan 
memberikan tanggapan dengan baik pula. Selain tersenyum dan menyapa, para 
narapidana juga banyak yang menawarkan hasil kerja narapidana yang berupa 
sayuran, lukisan, maupun hasil kerja lainnya. 
5. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan 
Kebijakan yang  telah dirumuskan, membutuhkan pengakuan dan 
pengesahan dari pemimpin. Aktivitas pengukuhan merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan yang penting dalam siklus kebijakan. Sebelum disahkan, suatu kebijakan 
tidak dapat diimplementasikan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan juga 
membutuhkan aktivitas pengukuhan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, didapat 
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data bahwa kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang tertera di dalam PP No. 
31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan disahkan oleh Presiden 
Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 7 Mei 1999 di Jakarta. 
Data di atas di dukung dengan pernyataan Bapak IY, yaitu: 
“Jadi begini, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dikukuhkan atau 
disahkan oleh pemerintah pusat. Selama saya bekerja disini, 17 tahun lalu, 
dilapas tidak ada aktifitas pengukuhan mengenai kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Coba nanti lihat di PP No. 31 Tahun 1999 tentang 
pembinaan dan pembimbingan” (IY/WWC/16 Maret 2017) 
Pemaparan di atas dikuatkan dengan adanya hasil wawancara dengan Ibu 
KD mengenai aktivitas pengukuhan, adapun hasil wawancara dengan Ibu KD yaitu: 
“dilapas sini tidak ada aktifitas pengukuhan mengenai kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan. Biasanya ya mbak, pengesahan itu dilaksanakan di Pusat 
jadi pihak lapas hanya melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan”. 
(KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak IY dan Ibu KD, 
dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya tinggal 
melaksanakan apa isi dari kebijakan maupun PP mengenai kebijakan pembinaan 
dan pembimbingantersebut. Sehingga aktivitas pengukuhan terlaksana di 
pemerintah pusat dan disahkan oleh presiden. 
6. Karakteristik Agen Pelaksana 
Agen pelaksana merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan 
suatu kebijakan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta di laksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan membutuhkan pembina dan 
pembimbing. Pembina yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan 
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merupakan petugas pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa semua petugas 
pemasyarakatan merupakan pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. Hal ini selaras dengan pendapat Ibu KD dalam wawancara pada 22 
Februari 2017, yaitu: 
“pembina itu sebenarnya petugas pemasyarakatan mbak, jadi semua 
pemasyarakatan merupakan seorang pembina. Semua petugas 
pemasyarakatan berhak menegur maupun membina narapidana”. 
(KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan semuanya merupakan seorang pembina. Selain menyandang status 
sebagai seorang pembina, petugas pemasyarakat juga ada yang memiliki status 
sebagai wali pemasyarakatan. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibu KD selaku petugas 
pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan, yaitu: 
“wali pemasyarakatan merupakan wali narapidana selama berada di lapas 
mbak. Seperti halnya di sekolah, setiap siswa memiliki wali kelas kan. Wali 
pemasyarakatan merupakan tugas tambahan dari kepala lapas. Disini ada 
sekitar 19 wali pemasyarakatan. ...”. (KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
setiap narapidana memiliki wali pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan merupakan 
tugas tambahan yang diberikan kepala lapas kepada petugas pemasyarakatan yang 
ditunjuk. Jumlah wali pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta adalah 19 orang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 




Petugas pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan dibutuhkan 
beberapa persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak YN didapat 
hasil bahwa: 
“pembina dan pembimbing itu sebenarnya adalah petugas pemasyarakatan. 
Jika ingin menjadi wali pemasyarakatan harus ada SK penunjukan dan 
minimal kerja lima tahun mbak. Kalau hanya ingin menjadi petugas 
pemasyarakatan harus mendaftar seleksi menjadi petugas pemasyarakatan”. 
(YN/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak KA mengenai syarat 
menjadi seorang pembina dan pembimbing, yaitu: 
“persyaratan untuk bisa menjadi pembina dan pembimbing adalah harus 
menjadi petugas pemasyarakatan terlebih dahulu. Selain itu harus golongan 
3B apabila wali pemasyarakatan. Masa kerjanya 5 tahun dan ada SK 
penunjukan”. (KA/22 Februari 2017) 
 
Pernyataan dua informan di atas jelas menyatakan bahwa pembina dan 
pembimbing adalah petugas pemasyarakatan. Untuk dapat menjadi seorang 
pembina dan pembimbing maka harus menjadi petugas pemasyarakatan terlebih 
dahulu. Persyaratan untuk menjadi wali pemasyarakatan adalah memiliki SK 
penunjukan untuk menjadi wali pemasyarakatan, golongan 3B dan masa kerja 
minimal lima tahun dan yang paling utama adalah anggota dari petugas 
pemasyarakatan. 
Seorang pembina dan pembimbing bertugas mengajarkan hal kebaikan, 
mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja. 
Seorang pembina dan pembimbing tidak membutuhkan kualifikasi akademik. Hal 
tersebut di dukung dengan adanya pernyataan dari Ibu KD, yaitu: 
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“Tidak ada syarat kualifikasi akademik mbak. Jadi jangan dibayangkan 
bahwa pembina dan pembimbing itu sama kayak yang ada disekolah. 
Pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan maupun wali pemasyarakatan tidak sama dengan seorang 
guru maupun dosen yang harus memiliki syarat kualifikasi akademik”. 
(KD/WWC/22 Februari 2017) 
 
Pernyataan informan di atas menyatakan bahwa untuk menjadi seorang 
pembina dan pembimbing merupakan hal yang berbeda dengan seorang guru dan 
dosen. Seorang pembina tidak membutuhkan kualifikasi akademik dalam membina 
dan membimbing narapidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di 
Lembaga Pemasyarakatan selama 13 Februari hingga 5 Maret 2017, petugas 
pemasyarakatan melaksanakan kebijakan baik. Hai ini benar adanya, karena pada 
saat peneliti melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa petugas pemasyarakatan 
yang ada di bengkel bimbingan kerja juga mendampingi dan ikut melaksanakan 
kerja. Petugas pemasyarakatan ikut membantu memberikan arahan kepada 
narapidana yang kesulitan mengerjakan tugas mereka. 
Petugas pemasyarakatan respek kepada narapidana. Hal itu dapat 
dibuktikan dengan membeli sebagian hasil pertanian narapidana berupa bayam 
merah. Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 22 Februari 2017, pada 
saat petugas pemasyarakatan lewat di depan narapidana, narapidana menawarkan 
bayam merah untuk dibeli dan petugas pemasyarakatan membeli bayam merah 
tersebut. hal tersebut wujud dari rasa menghargai. 
Selain hal tersebut, petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya untuk kegiatan sehari-harinya. Hal ini selaras dengan 
pernyataan dari Bapak YN selaku petugas pemasyarakatan: 
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“sehari-harinya petugas pemasyarakatan disini bekerja sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab mereka mbak. Yang keamanan ya bekerja sebagai 
petugas keamanan, sesuai dengan tupoksi mereka. Sebagai seorang petugas 
pemasyarakatan bagian giatja juga bekerja sesuai tupoksi mereka”. 
(YN/WWC/27 Februari 2017) 
 
Tak berbeda dengan pendapat Bapak YN, pendapat Ibu KD mendukung 
pendapat dari Bapak YN, yaitu: 
“petugas pemasyarakatan sehari-hari mengerjakan apa yang sudah menjadi 
tugas dan tanggung jawab mereka mbak. Mereka bekerja sesuai dengan 
tupoksi mereka. Namun, dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
tidak dapat hanya dikerjakan oleh satu bagian saja. Antar bagian membantu 
sama lain dan bekerja sama sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat dicapai. 
Sebagai contoh, pada saat tarawih ya mbak, itu kan pembinaan kepribadian 
rohani termasuk ke dalam bagian binapi, petugas pemasyarakatan yang 
berada di binapi bekerja sama dengan bagian keamanan untuk melakukan 
pengamanan. Jadi semua bagian pasti ada kerja sama satu sama lain”. 
(KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 
petugas pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
Setiap harinya, petugas pemasyarakatan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Petugas 
pemasyarakat pada bagian tertentu melakukan kerja sama dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat 
tercapai. 
7. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana 
Pelaksana dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas 
pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memiliki peranan penting di dalam 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Berdasarkan hasil observasi 
pada tanggal 15 Maret 2017, peneliti memperoleh data mengenai jumlah pegawai 
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di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakartaadalah 162 orang. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa jumlah pembina di Lembaga Pemasarakatan Klas 
IIA Yogyakarta sebanyak jumlah petugas pemasyarakatan. 
Narapidana yang melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
membutuhkan seorang pembina, pembimbing dan wali pemasyarakatan. Seorang 
pembina, pembimbing dan wali pemasyarakatan merupakan bagian dari petugas 
pemasyarakatan. Petugas pemasyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab kerja 
yang telah ditentukan oleh atasannya. Petugas pemasyarakatan yang merangkap 
menjadi wali pemasyarakatan memiliki tugas tambahan. Pernyataan ini di dukung 
dengan adanya pendapat dari Bapak DD sebagai salah satu petugas pemasyarakatan 
golongan 3D, yaitu: 
“Seorang petugas pemasyarakatan yang tidak menjadi wali pemasyarakatan 
bertugas sesuai dengan tugasnya. Setiap petugas pemasyarakatan memiliki 
tugas dan fungsi masing-masing. Wali pemasyarakatan sendiri merupakan 
petugas pemasyarakatan yang memperoleh tambahan kerja sebagai pembina 
maupun wali pemasyarakatan”. (DD/WWC/9 Februari 2017) 
 
Petugas pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta merupakan pegawai negeri sipil semua. Pernyataan ini di dukung 
dengan adanya hasil wawancara dengan Ibu KD selaku petugas pemasyarakatan 
golongan IVA dengan pangkat pembina, yaitu: 
“iya mbak, pegawai dikalangan instansi pemerintah itu kan ada dua macam, 
pegawai negeri sipil atau sekarang ASN dan pegawai kontrak. Nah kalau 




Tugas wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh 
kepala lembaga pemasyarakatan kepada petugas pemasyarakatan. Sebagaimana 
yang sudah dijelaskan oleh Ibu KD pada 22 Maret 2017, yaitu: 
“...Wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan dari kepala lapas. 
Disini ada sekitar 19 wali pemasyarakatan. Untuk tunjangan tambahan 
sebagai wali pemasyarakatan tidak ada tambahan mbak. Kan semua petugas 
pemasyarakatan disini semua adalah PNS mbak. Kalau PNS kan ada istilah 
remun, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya. 
Walaupun saya ditambahi tugas sebagai wali pemasyarakatan, namun saya 
tidak mendapat tunjangan tambahan khusus untuk wali pemasyarakatan. 
biasanya pemberian gaji dan tunjangan itu didasarkan golongan berapa si 
petugas pemasyarakatan itu. Jadi semua petugas pemasyarakatan tidak sama 
jumlahnya”. (KD/WWC/22 Maret 2017) 
 
Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
petugas pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan merupakan tugas 
tambahan. Namun tugas tambahan tersebut tidak diiringi dengan adanya tunjangan 
tambahan yang diterima petugas pemasyarakatan tersebut. Sebagai seorang wali 
pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan hanya menerima tunjangan yang biasa 
diterima oleh pegawai negeri sipil. Gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan 
golongan petugas pemasyarakatan.  
8. Proses Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan 
Proses implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang penting. 
Kebijakan yang telah dirumuskan tidak ada gunanya apabila tidak 
diimplementasikan. Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dilakukan melalui tiga tahap 
pemasyarakatan, yaitu tahapan awal 0-1/3 masa pidana, tahapan lanjut 1/3-2/3 masa 
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pidana dan tahapan akhir setelah 2/3 masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ibu KD didapat data bahwa tiga tahapan pemasyarakatan, yaitu: 
“Tahapan awal 0-1/3 masa pidana. Pada tahapan ini ada beberapa tahapan 
lagi antara lain adalah Mapenalling (orientasi) mengenai hak dan kewajiban 
seorang warga binaan, baris berbaris, olahraga, penyuluhan mengenai HIV, 
narkoba dan lainnya, pendalaman agama dan kerja.Tahapan lanjut 1/3-2/3 
masa pidana. Ditahapan ini dibagi lagi menjadi dua yaitu, tahapan lanjut 
pertama 1/3-1/2 masa pidana. Ditahapan ini seorang narapidana tidak 
diperbolehkan keluar dari lingkungan lapas dan yang tahapan lanjut kedua 
adalah ½-2/3 masa pidana. Dalam tahapan lanjut kedua biasanya disebut 
dengan proses asimilasi. Proses asimilasi inilah narapidana melakukan 
kerjasama dengan masyarakat luar. Narapidana bisa bekerja diluar lapas. 
Tahapan akhir atau setelah 2/3 masa pidana ada program intergrasi. Di 
dalam fase ini, narapidana masih dalam proses pengawasan”. (KD/WWC/13 
Februari 2017) 
 
Pernyataan Ibu KD mengenai tahapan pemasyarakat di dukung dengan 
pernyataan yang sama oleh Bapak KA, yaitu: 
“Tahapan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan ada tiga tahapan, 
yaitu tahap awal (0-1/3 masa pidana), tahap lanjut pertama (1/3-1/2 masa 
pidana), tahap lanjut kedua (1/2-2/3 masa pidana) atau biasa disebut dengan 
asimilasi dan tahap akhir (setelah 2/3 masa pidana) atau program integrasi. 
Dimasa awal (0-1/3 masa pidana) para narapidana memperoleh mapenalling 
atau orientasi, ditahapan ini wali pemasyarakatnya melihat apakah kegiatan 
yang ada selaras dengan apa yang narapidana minati atau bakati”. 
(KA/WWCC/22 Februari 2017) 
 
Dari pemaparan dua pendapat di atas memang, benar adanya. Ini dapat 
dibuktikan pada saat peneliti mengadakan penelitian langsung di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2017 terdapat 
empat narapidana yang sedang melakukan mapenaling atau orientasi. Mapenaling 
merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Pada 
saat peneliti mengadakan penelitian, kegiatan mapenalling berupa kegiatan 
olahraga. Selain kegiatan mapenalling, pada saat mengadakan penelitian pada 
91 
 
tanggal 13 Februari 2017, peneliti mendapati petugas parkir Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah seorang narapidana. Narapidana yang 
menjadi petugas parkir merupakan narapidana yang menjalankan proses asimilasi. 
Proses asimilasi berada di dalam tahapan lanjutan kedua atau ½ sampai dengan 2/3 
masa pidana. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan sarana untuk 
memperbaiki kepribadian narapidana. Pendidikan karakter dibutuhkan di dalam hal 
ini. Pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
dituangkan di dalam kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Sebagaimana yang 
dipaparkan oleh Bapak DH selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“.... Semua kegiatan disini wujud dari pembentukan karakter narapidana. 
Dari pembinaan yang mereka dapat, kami pihak lapas selalu berusaha 
menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. Biasa kita melakukan 
pendekatan secara perorangan agar mereka dapat berubah dan berada dijalan 
yang benar”. (DH/WWC/27 Februari 2017) 
Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu KD selaku petugas pemasyarakatan 
sebagai berikut: 
“Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam mendukung terselenggaranya 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk memperbaiki 
kepribadian mereka (narapidana). Karakter merupakan kepribadian pula. 
Sehingga pembinaan dan pembimbingan ini adalah bentuk pembelajaran 
dalam membentuk, membangun karakter dan kepribadian mereka. Kembali 
lagi pada apa tujuan yang hendak dicapai dari adanya pembinaan dan 
pembimbingan ini. Jadi harapan Lapas sendiri, narapidana dapat keluar dari 
tempat ini dengan kepribadian yang baru dan baik, jangan sampai malah 
tambah buruk”. (KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Dari kedua pendapat dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan karakter diberikan kepada narapidana melalui kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Kebijakan 
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pembinaan dan pembimbingan digunakan sebagai sarana memperbaiki kepribadian 
narapidana dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri narapidana. 
Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan dituangkan di 
dalam beberapa program kegiatan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta di bagi menjadi dua, yaitu 
pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan pembinaan dan pembimbingan 
kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian di bagi menjadi tiga, yaitu 
pembinaan dan pembimbingan intelektual, jasmani dan rohani. Pembinaan dan 
pembimbingan kemandirian di bagi menjadi tiga, diantaranya adalah pembinaan 
dan pembimbingan kemandirian, pelatihan dan kegiatan kerja. Dalam 
menyelenggarakan kegiatan tersebut, petugas pemasyarakatan berusaha 
menumbuhkan nilai-nilai karakter yang berguna untuk narapidana. Kegiatan 
tersebut diantaranya adalah: 
a. Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian 
1) Kejar Paket dan Perpustakaan 
Wujud program dari pembinaan dan pembimbingan intelektual di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah pelaksanaan kejar 
paket. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta mengadakan kejar paket 
bagi para narapidana. Hal ini di dukung dengan adanya pernyataan dari Ibu KD 
selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“.... Pembinaan Kepribadian Intelektual. Pembinaan ini berbentuk 
pengajaran kejar paket A, B dan C untuk para Narapidana yang buta 
huruf dan yang masih belum tamat sekolah. Kegiatan pengajaran 
dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Saat 
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ini anak yang mengikuti kejar paket sekitar 6 narapidana. Lapas Klas II 
A Yogyakarta tahun lalu meluluskan satu narapidana tingkat SMA. Ya 
memang benar dahulunya Lapas Klas II A Yogyakarta pernah 
menyelenggarakan kuliah bagi para Narapidana. Perkuliahan yang 
diadakan di Lapas ini adalah jurusan ekonomi. Lapas Klas II A 
Yogyakarta sempat meluluskan 3 Sarjana. Namun demikian, 
perkuliahan tidak dapat berjalan sesuai rencana karena dari pihak Dikti 
merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini”. (KD/WWC/13 
Februari 2017) 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menyelenggarakan 
kejar paket A,B dan C untuk narapidana yang buta huruf dan yang belum tamat 
sekolah. Kejar paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta diikuti oleh enam narapidana. Pada tahun 2016, lembaga 
pemasyarakatan ini meluluskan satu narapidana pada tingakat Sekolah 
Menengah Atas.  Pelaksanaan kejar paket bekerja sama dengan dinas 
pendidikan daerah setempat. Dahulu, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta mengadakan perkuliahan untuk para narapidana dan pernah 
meluluskan tiga sarjana ekonomi. Namun, kegiatan perkuliahan di dalam 
lembaga pemasyarakatan harus terhenti karena kebijakan tersebut tidak sesuai 
dengan Dikti. Pernyataan Ibu KD di dukung dengan adanya pernyataan dari 
Bapak KA, selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Dulu di sini ada perkuliahan mbak. Kalau tidak salah jurusan ekonomi. 
Kita sempat meluluskan tiga narapidana yang bergelar sarjana 
ekonomi. Tapi perkuliahan tersebut harus terhenti karena adanya 
ketidakcocokan  antara kebijakan dikti dengan pemasyarakatan”. 
(KA/WWC/8 Februari 2017) 
 
Wujud kegiatan pembinaan dan pembimbingan intelektual selain kejar 
paket adalah adanya sarana prasarana perpustakaan di lingkungan Lembaga 
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Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Berdasarkan observasi yang dilakukan 
peneliti pada 13 Februari 2017, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku bacaan 
didalamnya. Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
dimanfaatkan narapidana untuk mengisi waktu sehari-hari  narapidana dengan 
membaca maupun meminjam buku di perpustakaan. Selain di perpustakaan, 
narapidana juga meminjam buku di perpustakaan lalu dibaca di blok tahanan. 
Hal ini benar adanya. Pada saat peneliti melakukan penelitian pada 13 dan 14 
Februari 2017, peneliti melihat bahwa banyak narapidana perempuan yang 
membaca di blok tahanan wanita. Di halaman depan kamar blok tahanan wanta 
terdapat ruang kecil dan beberapa buku bacaan dan Al-Quran yang digunakan  
untuk kegiatan membaca buku. Selain di ruang tersebut, narapidana perempuan 
juga ada yang membaca buku di dalam kamarnya. 
Dari adanya kegiatan pembinaan intelektual ini, pihak petugas 
pemasyarakatan berusaha menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik untuk 
narapidana. Berdasarkan wawancara dengan Ibu KD selaku petugas 
pemasyarakatan, yaitu: 
“.... Nah untuk pembinaan dan pembimbingan intelektual dapat 
meningkatkan kecerdasan mereka dan meningkatkan wawasan mereka. 
...”. (KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pelaksanaan kejar paket dan adanya fasilitas perpustakaan untuk 
narapidana dapat meningkatkan kecerdasan dan wawasan narapidana. Selain 
itu, hal tersebut menandakan bahwa narapidana cinta akan ilmu. Hal ini 
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didukung dengan banyaknya narapidana yang membaca buku di perpustakaan 
maupun blok tahanan. 
2) Shalat 
Kegiatan rohani seperti shalat merupakan bagian dari kegiatan 
pembinaan rohani yang wajib dilaksanakan oleh narapidana muslim setiap 
harinya. Hal ini di dukung dengan pernyataan Bapak SG selaku narapidana 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, yaitu: 
“Sedangkan untuk pembinaan, di Lapas ada pembinaan keagamaan 
yang berupa kegiatan ibadah yang saya lakukan setiap hari dan bersifat 
wajib, biasanya ada shalat, pengajian dan mengaji. ...”. (SG/WWC/14 
Februari 2017) 
 
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, pelaksanaan shalat 
dilakukan dengan cara berjamaah. Pernyataan ini di dukung dengan adanya 
hasil wawancara dengan Ibu KD salah satu petugas pemasyarakatan, berikut 
hasil wawancara tersebut: 
“.... Mereka kalau ibadah shalat jamaah kan harus dimasjid dan diabsen. 
Hal tersebut dapat menguji mereka itu benar melaksanakan dimasjid 
atau hanya titip absen, karena dari absen tersebut nanti kita para wali 
bisa melakukan pemantauan dalam kemajuan mereka selama disini. ...”. 
(KD/WWC/27 Februari 2017) 
Pelaksanaan shalat jamaah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta harus dilakukan absen. Hal ini bertujuan untuk menguji kejujuran 
narapidana dalam melaksanakan ibadah atau narapidana hanya titip absen. 
Absen digunakan untuk melakukan pemantauan kemajuan narapidana selama 




3) Mengaji  dan Pengajian 
Selain shalat, kegiatan pembinaan rohani yang lain adalah mengaji 
dan pengajian. Hal ini dipaparkan oleh Ibu NH salah satu narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, yaitu: 
“... Sedangkan pembinaan ada pembinaan rohani, ada mengaji dan 
pengajian”. (NH/WWC/14 Februari 2017) 
 
Pernyataan Ibu NH didukung dengan pendapat dari Ibu KD selaku 
petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Di Lapas Klas IIA Yogyakarta ada banyak program pembinaan dan 
pembimbingan yang dilaksanakan, antara lain adalah upacara setiap 
dua minggu sekali maupun hari tertentu, senam, olahraga, pengajian, 
tadarus, membaca iqro dan Al-Quran, shalat berjamaah, ...”. 
(KD/WWC/13 Februari 2017) 
 
Dari kedua informan di atas, jelas bahwa kegiatan pembinaan rohani 
selain shalat adalah kegiatan mengaji dan pengajian. Pelaksanaan pengajian 
untuk narapidana perempuan dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu. 
Pelaksanaan pengajian dilakukan dengan bekerja sama dengan LKBH dan 
dilaksanakan di dalam blok tahanan wanita. Hal ini benar adanya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 14 Februari 2017, peneliti 
mengikuti kegiatan pengajian rutin narapidana wanita yang dilakukan di 
blok tahanan wanita. Pengajian diisi oleh pihak LKBH dengan memberikan 
motivasi dan masukan-masukan nasihat kepada narapidana. Hal ini 




“Sebagai contoh dari pihak ketiga, kami melakukan kerjasama 
dengan LKBH untuk melaksanakan pengajian rutin setiap hari 
Selasa untuk warga binaan perempuan, ...”. (KD/WWC/13 Februari 
2017) 
 
 Pernyataan Ibu KD di dukung dengan adanya pendapat dari Ibu RM 
selaku narapidana, yaitu: 
“Setiap hari selasa dan sabtu ada pengajian rutin. Kegiatan itu juga 
dapat saya lakukan di blok, jadi saya lebih banyak menghabiskan 
kegiatan di blok kamar saya. Disana saya dapat membaca Al-Quran, 
membaca buku-buku dan merajut. Sehingga sehari-hari dapat saya 
isi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri”. 
(RM/WWC/14 Februari 2017) 
 
Dari pemaparan hasil wawancara di atas, dapat di ambil kesimpulan 
bahwa pelaksanaan pembinaan rohani seperti pengajian rutin dilaksanakan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Selain itu, pelaksanaan 
mengaji dapat dilaksanakan di kamar blok tahanan maupun tempat lainnya. 
Hal ini benar adanya, ini dibuktikan dengan adanya hasil observasi yang 
dilakukan peneliti pada 13 Februari 2017. Peneliti melihat bahwa ada salah 
satu narapidana yang sedang mengaji di ruang kantor Bimaswat dan di 
bimbing oleh wali pemasyarakatnya. 
Dalam melaksanakan pembinaan rohani, petugas pemasyarakatan 
berusaha menanamkan nilai-nilai karakter yang bermanfaat bagi 
narapidana. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak YN selaku petugas 
pemasyarakatan, yaitu: 
“... Selain itu ada pembinaan shalat, ngaji itu biar mereka taat pada 




Pernyataan Bapak YN di dukung dengan pernyataan Ibu KD selaku 
petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“... Pembinaan kerohanian berusaha menanamkan nilai keagamaan, 
kejujuran, disiplin waktu, ..” (KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang dilakukan 
peneliti pada saat penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak 
lembaga pemasyarakatan menanamkan nilai-nilai karakter berupa nilai 
religius, nilai disiplin waktu, nilai cinta ilmu dan nilai kejujuran. 
4) Olahraga, Senam dan Pemeriksaan Rutin di Balai Pengobatan 
Pembinaan dan pembimbingan jasmani merupakan pembinaan 
kepribadian yang melibatkan gerak olah tubuh (fisik). Kegiatan pembinaan 
dan pembimbingan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta berbentuk olahraga, pemeriksaan kesehatan di balai 
pengobatan, makan dan aktivitas lainnya. Hal ini di dukung dengan adanya 
pernyataan dari Ibu KD selaku wali pemasyarakatan, yaitu:  
“Pembinaan kepribadian jasmani berbentuk kegiatan yang 
melibatkan fisik. Pembinaan ini berbentuk olahraga, pemeriksaan 
kesehatan di Balai Pengobatan, Makan dan aktivitas fisik lainnya. 
Balai pengobatan merupakan balai kesehatan yang setingakat 
dengan Puskesmas maupun klinik kesehatan. Di dalamnya terdapat 
dokter umum, dokter gigi, perawat dan ahli obat (farmasi)”. 
(KD/WWC/13 Februari 2017) 
 
Pembinaan dan pembimbingan jasmani tidak hanya berbentuk 
olahraga, namun juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di balai 
pengobatan. Balai pengobatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta setingakat dengan Puskesmas maupun klinik kesehatan. Balai 
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pengobatan di lembaga pemasyarakatan ini terdapat dokter umum, dokter 
gigi, perawat dan ahli obat (farmasi). Hal ini benar adanya, ini dibuktikan 
dengan adanya hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu, 1 
Maret 2017. Peneliti melihat bahwa banyak narapidana yang melakukan 
pemeriksaan rutin di balai pengobatan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 
Selasa, 14 Februari 2017 dengan informan Bapak MSQ selaku narapidana, 
diperoleh hasil bahwa: 
“Pembinaan senam itu setiap hari Jumat pagi dan diikuti oleh semua 
warga binaan. Untuk pembimbingan saya mengikutinya setiap hari”. 
(MSQ/WWC/14 Februari 2017) 
 
Pendapat Bapak MSQ di dukung oleh pendapat bapak SG mengenai 
pembinaan dan pembimbingan kepribadian jasmani yaitu:  
“Pembinaan dan pembimbingan dilakukan selama Senin sampai 
dengan Minggu dari pagi hingga sore untuk pembimbingan, 
sedangkan malamnya kami melakukan pembinaan rohani. 
Pembinaan jasmani senam kami lakukan pada hari jumat pagi”. 
(SG/WWC/14 Februari 2017) 
Pembinaan dan pembimbingan jasmani yang berbentuk senam 
dilakukan pada hari Jumat pagi dan di ikuti oleh seluruh warga binaan 
lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Selain itu, kegiatan olahraga 
juga dilakukan selain hari Jumat di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil observasi 
yang dilakukan oleh peneliti pada Selasa, 14 Februari 2017. Peneliti melihat 
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banyak narapidana perempuan yang sedang berolahraga kasti di lapangan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
Setiap kegiatan dari pembinaan dan pembimbingan jasmani 
menanamkan nilai-nilai karakter. Hal ini di dukung dengan adanya hasil 
wawancara dengan Ibu KD selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Pembinaan jasmani bisa menanamkan nilai disiplin diri, para 
narapidana dapat berolahraga dan mengembangkan hobi mereka, 
memiliki gaya hidup yang sehat. (KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang dilakukan 
peneliti pada saat melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 
nilai-nilai karakter yang petugas pemasyarakatan coba tanamkan dalam diri 
narapidana adalah nilai disiplin diri dan gaya hidup sehat. 
b. Pembinaan dan Pembimbingan Kemandirian 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan kemandirian di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki banyak bentuk kegiatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SG selaku narapidana, yaitu: 
“Sepengetahuan saya untuk program pembinaan ada pembimbingan 
kemandirian ini. Contohnya adalah menjahit dan menyablon seperti yang 
saya lakukan saat ini. Pemilihan kegiatan tidak dipaksakan oleh pihak 
Lapas, kami diperbolehkan memilih apa yang saya rasa saya mampu. 
Kegiatan yang lain ada melukis, ada laundry, membuat kerajinan hiasan 
kapal, membuat keset, membuat kursi, meja, lemari dan kegiatan yang ada 
dibengkel bimbingan kerja disebalah barat. ...”. (SG/WWC/14 Februari 
2017) 
 
Pernyataan Bapak SG dikuatkan dengan adanya pernyataan Ibu KD selaku 
petugas pemasyarakatan, yaitu: 
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“.... Jadi dibengkel kerja itu ada beberapa bagian kerja mbak, diantaranya 
ada menjahit, menyablon, melukis, membuat kerajianan tangan seperti 
kapal hias, jam dinding dan lainnya, laundry, mebel, membuat tas keranjang 
plastik, menyortir, peternakan, pertanian, membuat keset, membuat tas dari 
monte, merajut, membatik, membuat sandal batik, membuat tas belanja dari 
kertas batik, membuat bantal dan guling dari dakron dan yang paling baru 
adalah membuat blangkon”. (KD/WWC/13 Februari 2017) 
Pendapat Bapak SG dan Ibu KD benar adanya. Pada saat peneliti melakukan 
penelitian pada 13 dan 14 Februari 2017, dibengkel kerja banyak terdapat 
narapidana yang melakukan pembinaan kemandirian. Narapidana bekerja di blok 
bagian kerja sablon, jahit, melukis, kerajinan tangan yang berupa pembuatan 
miniatur kapal, laundry, mebel, pembuatan keranjang belanja dan pembuatan keset. 
Sedangkan pada saat peneliti melakukan observasi pada 22 Februari 2017, peneliti 
melihat ada narapidana yang menawarkan hasil pertanian berupa sayur bayam ke 
salah satu petugas pemasyarakatan. 
Bengkel bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
terdapat dua bagian. Bagian timur dan bagian barat. Bengkel bimbingan kerja 
bagian timur terdapat bimbingan kerja menjahit, menyablon, melukis, membuat 
kerajinan tangan miniatur kapal dan laundry. Bengkel kerja bagian barat terdapat 
bimbingan kerja laundry, mebel, pembuatan keranjang belanja, pembuatan keset, 
menyortir barang dan pembuatan rak lemari. Dalam melaksanakan pembinaan 
kemandirian di bengkel bimbingan kerja, narapidana didampingi oleh petugas 
pemasyarakatan. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta dilaksanakan ditempat berbeda antara narapidana laki-laki dan 
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narapidana perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti pada 
Senin, 13 Februari 2017, pembinaan dan pembimbingan narapidana perempuan 
dilakukan di blok perempuan. Blok tahanan perempuan berada di bagian selatan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Pembinaan kemandirian yang 
berada di blok perempuan adalah merajut, menjahit, membuat bantal dari dakron, 
membuat sandal batik dan pembuatan boneka. Selain kegiatan kerja, pembinaan 
dan pembimbingan kemandirian juga di dukung dengan adanya kegiatan pelatihan. 
Hal ini di dukung dengan adanya pendapat dari Bapak YN selaku petugas 
pemasyarakatan, yaitu: 
“kegiatan disini banyak banget mbak. Pembinaan kemandirian yang 
terlaksana di bengkel kerja itu ada sablon, jahit, kerajinan tangan, laundry, 
meubel, pembuatan tas plastik, batik, ini aja di aula ada pelatihan pembuatan 
blangkon dan masih banyak lainnya, nanti bisa dilihat di bengkel kerja dan 
blok wanita juga ada kegiatan pembinaan kemandirian”. (YN/WWC/27 
Februari 2017) 
  
 Pendapat Ibu NH  mendukung hasil wawancara dengan Bapak YN, yaitu: 
“Banyak mbak, disini ada banyak bimbingan kerjanya, yang ada di dalam 
blok ini saja ada merajut, membatik, menjahit, membuat sandal batik, 
membuat tas, membuat boneka, membuat bantal dan lainnya. ...”. 
(NH/WWC/14 Februari 2017) 
 
Dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pihak lapas 
berusaha memasukkan nilai-nilai karakter. Pemaparan mengenai nilai-nilai karakter 
yang dimunculkan di dalam kebijakan pembinaan dan pembimbingan kemandirian 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dipaparkan oleh Ibu KD selaku 
petugas pemasyarakatan, sebagai berikut: 
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“.... Selanjutnya untuk pembinaan kemandirian tentu semua kegiatan akan 
menimbulkan sikap mandiri, jiwa berwirausaha, pantang menyerah, berpikir 
kreatif dan inovatif”. (KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pernyataan di atas di dukung dengan adanya pendapat dari Bapak YN selaku 
petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“...Pembinaan kemandirian ini diberikan kepada narapidana agar narapidana 
memiliki jiwa kreatif dan dapat berjiwa wirausaha biar nanti mereka bisa 
wirausaha dan mengembangkan keterampilan yang mereka lakukan disini”. 
(YN/WWC/27 Februari 2017) 
 
Kesimpulan dari kedua informan di atas adalah pembinaan dan 
pembimbingan kemandirian dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter dalam diri 
narapidana. Adapun nilai-nilai karakter yang petugas pemasyarakatan masukkan 
adalah nilai kreatif, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai giat bekerja  
dan nilai mandiri. Nilai-nilai karakter tersebut benar adanya, hal ini dapat dilihat 
pada saat peneliti melakukan penelitian pada 13 Februari dan 22 Maret 2017 
terdapat narapidana yang membuat jam dari sandal jepit. Sandal jepit diukir 
sehingga memunculkan nilai seni dan nilai jual tinggi. Selain itu, di bengkel kerja 
juga terdapat narapidana yang membuat hiasan kapal dari sisa-sisa kayu yang ada 
di sekitar bengkel kerja lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut menandakan bahwa 
narapidana menjadi jiwa yang kreatif dan berjiwa wirausaha. 
Nilai jiwa wirausaha juga terlihat saat peneliti melakukan penelitian pada 
22 Februari 2017. Narapidana menjual hasil panen pertanian bayam merah kepada 
petugas pemasyarakatan yang ditanam di ladang lembaga pemasyarakatan. Nilai 
giat bekerja terlihat dari kegiatan narapidana melakukan pembinaan dan 
pembimbingan kemandirian sebagai kegiatan kerja. Narapidana bekerja dibengkel 
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kerja dan blok tahanan setiap harinya, dari pagi hingga sore hari. Hal ini benar 
adanya, berdasarkan hasil pengamatan pada 13 – 27 Februari 2017, narapidana 
bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Narapidana akan bekerja lebih 
apabila memperoleh pesanan, dan akan tetap bekerja apabila tidak ada pesanan. Hal 
ini benar adanya. Pada saat peneliti melakukan pengamatan pada 14 Februari 2017, 
narapidana memperoleh pemesanan tas belanja dan mebel. Narapidana aktif dan 
bersemangat dalam membuat tas belanja dan mebel. 
Kegiatan kerja yang dilakukan narapidana menumbuhkan jiwa pantang 
menyerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya narapidana yang berusaha 
sampai bisa membuat blangkon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti 
pada 27 Februari 2017, sebagian narapidana laki-laki mengikuti acara pelatihan 
pembuatan blangkon. Dari hasil pengamatan didapat data bahwa narapidana 
berusaha sampai bisa membuat blangkon, apabila melakukan kesalahan, narapidana 
mengulang kembali hingga menghasilkan blangkon yang benar. 
c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 
Dari beberapa pendapat informan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-
nilai pendidikan karakter yang diberikan kepada narapidana melalui pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan kemandirian adalah sebagai berikut: 
Tabel 5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan 
dan Pembimbingan 
No. Nilai Karakter 
Kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan 
sebagai Pendidikan Karakter 
1 Religius Pembinaan rohani: shalat, mengaji, pengajian 
2 Kejujuran Pembinaan rohani: shalat 




Pembinaan jasmani: olahraga, senam dan 
pemeriksaan rutin di balai pengobatan 
4 Hidup Sehat Pembinaan jasmani: olahraga, senam dan 
pemeriksaan rutin di balai pengobatan 
5 Mandiri Pembinaan kemandirian: sablon, menjahit, 
melukis, handicraft, laundry, mebel, 
pembuatan keranjang belanja, pembuatan 
keset, menyortir barang, merajut, membatik, 
membuat bantal dari dakron, membuat sandal 
batik, pembuatan boneka, membuat tas, 
peternakan dan pertanian 
6 Jiwa Wirausaha 
7 Pantang Menyerah 
8 Berpikir Kreatif Dan 
Inovatif 
9 Giat Bekerja 
10 Cinta Ilmu Pembinaan rohani: mengaji dan pengajian 
Pembinaan intelektual: kejar paket dan 
kegiatan membaca di perpustakaan 
 
d. Metode Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan 
Setiap kebijakan membutuhkan cara dalam pelaksanaannya. Kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan metode persuasif, 
pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan. Proses pembiasaan dilakukan dengan 
membiasakan narapidana bangun pada pagi hari dan dilanjutkan dengan kegiatan 
keagamaan serta kegiatan kemandirian. Dengan demikian narapidana akan 
melakukan kegiatan yang positif. Hal ini didukung dengan adanya hasil wawancara 
dengan Ibu KD selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Kita disini melaksanakan pembinaan dan pembimbingan menggunakan 
metode persuasif, terus pelatihan dan praktik langsung mbak. Selain itu, 
menggunakan cara pembiasaan mbak. Contohnya, dengan membiasakan 
narapidana bangun pagi dan melaksanakan kegiatan agama terus dilanjutin 
kegiatan kemandirian dan lainnya tentu hal tersebut akan membuat 
narapidana terbiasa melakukan kegiatan yang positif”. (KD/WWC/27 
Februari 2017) 
Pernyataan Ibu KD didukung dengan adanya hasil wawancara dengan 
Bapak YN selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
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“Pembinaan dan pembimbingan dilakukan dengan metode persuasif mbak. 
Selain itu kita juga meminta mereka untuk praktik secara langsung, agar 
mereka lebih paham. Terkadang juga ada pelatihan disini. Seperti saat ini 
ada pelatihan pembuatan blangkon”. (YN/WWC/27 Februari 2017) 
Pendapat Bapak DD menjadi penguat hasil penelitian mengenai metode 
yang digunakan dalam pelaksanan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, yaitu: 
“Sebenernya kan warga binaan yang berada disini adalah anggota 
masyarakat yang melakukan kesalahan. Mereka disini harus dibina agar 
kembali baik. Warga binaan disini ada yang masih memiliki hati nurani, ada 
juga yang tidak. Kita sebagai petugas pemasyarakatan selalu melakukan 
pendekatan personal ke warga binaan untuk memberikan nasihat dan 
motivasi. Itu semua bertujuan untuk perbaikan diri mereka sendiri. Selain 
itu mereka bekerja di dalam lapas tuh, mereka praktik langsung dalam 
melaksanakan itu”. (DD/WWC/9 Februari 2017) 
Narapidana merupakan warga negara yang melakukan kesalahan dan 
memerlukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam melaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan, petugas pemasyarakatan menggunakan pendekatan 
individu kepada narapidana guna memberikan nasihat dan motivasi. Narapidana 
melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana 
bekerja dengan cara praktik langsung.Hal tersebut benar adanya, hal ini dibuktikan 
dengan adanya hasil pengamatan peneliti pada Senin, 13 Februari 2017. Peneliti 
melihat narapidana melaksanakan kegiatan kerja secara praktik langsung di bengkel 
kerja maupun luar bengkel kerja. Narapidana bekerja sesuai denga minat dan 
bakatnya. Selain narapidana, terdapat petugas pemasyarakatan yang ikut bekerja 
membatik di blok tahanan dan membuat almari di bengkel bimbingan kerja. Selain 
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mendampingi, petugas pemasyarakatan juga memberikan keteladanan bagi 
narapidana dengan cara mengikuti kegiatan bekerja. 
e. Dampak Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan 
Setiap kebijakan memiliki dampak tersendiri bagi pelaksana dan sasaran 
kebijakan. Dampak yang muncul dapat berupa dampak negatif maupun dampak 
negatif. Seperti halnya kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, memiliki dampak positif bagi 
narapidananya yaitu dengan mengikuti pembinaan dan pembimbingan narapidana 
merasa memiliki banyak ilmu dan merasakan perubahan dalam diri narapidana. 
Sesuai dengan pernyataan dari narapidana Bapak IB, yaitu: 
“...Dampak positif yang saya rasakan adalah perubahan pada diri saya, yang 
dulunya suka melamun sekarang sudah bisa menerima dan lapang dada 
menerima, memiliki ilmu, dari yang sebelumnya tidak mengetahui ini itu, 
sekarang bisa saya ketahui dan dapatkan disini” (IB/WWC/14 Februari 
2017) 
 
Perubahan diri narapidana berbentuk perubahan sikap dan kebiasaan 
narapidana. Pembinaan dan pembimbingan dapat menjadi sarana untuk narapidana 
dalam mengisi waktu luang, memperdalam agama yang dianut narapidana, mandiri 
dan mendapatkan modal hidup berupa keterampilan kerja.Hal ini di dukung dengan 
adanya hasil wawancara dengan Ibu NH selaku narapidana, yaitu: 
“... Efek positifnya ada banyak. Saya lebih fokus, lebih ceria saat ini, lebih 
bisa mengenal agama saya dan saya dapat merasakan arti sebuah hidup saat 
ini. Saya mendapatkan pembelajaran yang banyak saat disini. Dahulu saat 
diluar saya hanya mengandalkan seorang suami dalam rumah tangga saya, 
namun disini saya mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa dan yang 
bisa saya terapkan serta jadikan modal hidup saya kelak serta saya bisa lebih 
mandiri”. (NH/WWC/14 Februari 2017) 
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Selaras dengan pendapat Ibu NH, pendapat Ibu KD selaku petugas 
pemasyarakatan menyatakan bahwa: 
“...Justru kebijakan ini memberikan dampak positif dan menguntungkan 
untuk para narapidana. Dampak positif dari kebijakan ini adalah narapidana 
memperoleh keterampilan baru dari kegiatan kerja yang ada di sini, mereka 
menjadi lebih tenang dan dapat mengisi waktu mereka sehari-hari dengan 
kegiatan yang bermanfaat, selain itu mereka juga jauh lebih bisa mandiri”. 
(KD/WWC/27 Februari 2017) 
 
Selain dampak positif yang diterima oleh narapidana, kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana juga bermanfaat bagi narapidana. Hal ini di 
dukung dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak DH selaku petugas 
pemasyarakatan, yaitu: 
“warga binaan yang melakukan pembinaan mendapatkan keterampilan 
baru, mereka dapat menyalurkan minat dan bakat mereka, mendapatkan gaji 
yang erupa voucher, mendapatkan pengalaman dan dapat mengisi waktu 
mereka sehari-hari dengan cara yang bermanfaat dan baik. Selain itu, 
kegiatan pembinaan ini bisa digunakan syarat mereka bebas dan 
memperoleh remisi”. (DH/WWC/27 Februari 2017) 
 
Dengan melihat tujuan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan, 
dampak negatif dari kebijakan ini tidak ada. Dibuktikan dengan adanya hasil 
wawancara dengan seluruh informan yang menyatakan bahwa kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana tidak menimbulkan dampak negatif 
bagi narapidana maupun bagi narapidana. 
9. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Pembinaan dan Pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta 
 
Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan suatu kebijakan sesuai 
dengan yang dirumuskan. Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor 
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pendukung dan penghambat. Faktor penghambat dan pendukung sudah wajar di 
dalam proses pelaksanaan kebijkana. Faktor-faktor inilah yang menentukan 
tercapai tidaknya suatu kebijakan. Selain itu, faktor ini juga menentukan bagaimana 
perumusan kebijakan setelahnya. Sama halnya dengan pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
Faktor pendukung kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat mendorong 
keberhasilan kebijakan tersebut. begitu juuga sebaliknya, faktor penghambat 
menyebabkan terganggunya pelaksanaan kebijakan. 
a. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana. Hal tersebut sesuai dengan 
yang dipaparkan oleh Bapak DH selaku petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“... Faktor pendukungnya adalah kebijakan yang bersifat wajib bagi 
narapidana sehingga seharusnya narapidana melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan ini secara baik”. (DH/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pendapat Bapak DH di dukung dengan pendapat Bapak SG  selaku 
narapidana, yaitu: 
“Faktor pendukungnya ya niat dari dalam diri saya saja dan pembinaan ini 
kan wajib mbak jadi harus dilaksanakan”. (SG/WWC/14 Februari 2017) 
Pendapat Bapak YN selaku petugas pemasyarakatan menjadi penguat hasil 
penelitian ini mengenai faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan, yaitu: 
“Faktor pendukung dari pembinaan dan pembimbingan adalah sifat wajib 
bagi para warga binaan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan ini. 
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Selain itu, dengan adanya kewajiban ini maka mereka taat dan tertib 
melaksanakan semua ini. Narapidana yang taat dan tertib, mereka dapat 
diusulkan memperoleh cuti dan remisi. ...”. (YN/WWC/27 Februari 2017) 
Kewajiban narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan membuat narapidana taat dan tertib. Narapidana yang taat dan tertib 
akan diusulkan memperoleh cuti dan remisi. Implementasi kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta memberikan keuntungan tersendiri bagi sasaran dari kebijakan ini. 
Bagi narapidana, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat dijadikan sarana 
untuk memperoleh voucher yang dapat ditukarkan dengan sembako di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Voucher ini sangat berharga bagi narapidana 
yang tidak pernah dibesuk oleh pihak keluarga. Hal ini selaras dengan pernyataan 
Bapak SG selaku narapidana, yaitu: 
“... Selain itu, sejujurnya dengan adanya pembimbingan  ini saya salah 
satunya merasa diuntungkan, bagi saya kegiatan ini sangat berarti. Melalui 
kegiatan ini, saya memperoleh voucher yang dapat saya tukarkan dengan 
barang-barang maupun makanan yang ada di koperasi. Saya tidak 
mendapatkan makanan maupun peralatan kebutuhan sehari-hari dari luar 
(keluarga) sehingga saya hanya mengandalkan ini”. (SG/WWC/14 Februari 
2017) 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta melakukan kerja sama 
dengan pihak ketiga guna mendukung pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan setidaknya melakukan kerjasama 
dengan pengusaha Margaria dan LKBH. Pengusaha Margaria bekerja sama dalam 




“...Sebagai contoh dari pihak ketiga, kami melakukan kerjasama dengan 
LKBH untuk melaksanakan pengajian rutin setiap hari Selasa untuk warga 
binaan perempuan, batik Margaria itu kami bekerja sama dalam hal 
membatik. Narapidana ada yang membuat sandal batik dan tas kertas batik 
yang biasanya digunakan toko Margaria. ...” (KD/WWC/14 Februari 2017) 
Dari hasil kerja sama dengan pengusaha Margaria, para narapidana dapat 
memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diterima ditukar dalam bentuk 
voucher. Voucher yang diterima narapidana dapat digunakan untuk membeli 
sembako, perlengkapan mandi maupun barang lainnya yang tersedia di koperasi 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
adanya pendapat Ibu NH, yaitu: 
“Yang pertama adalah disini kan ada bimbingan kemandirian kan mbak,  
sebagai contoh saya membatik ini karena ada pesanan dari luar seperti 
Margaria, dulu juga ada dosen dan anggota DPR yang memesan batik kita. 
Dari situ kita mendapatkan penghasilan yang dapat ditukar dengan voucher. 
Voucher ini bisa ditukar dengan barang-barang seperti sembako, 
perlengkapan mandi dan lainnya yang ada di koperasi sini”. (NH/WWC/14 
Februari 2017) 
 
b. Faktor Penghambat 
Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan juga ditemukan faktor yang 
menghambat kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH, yaitu: 
“faktor penghambat dari pembinaan dan pembimbingan adalah kurangnya 
anggaran yang APBN tersebut. Anggaran yang ada untuk melaksanakan 
pembinaan adalah 20-30 juta sedangkan dengan anggaran segitu harus bisa 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan padahal peralatan yang 
digunakan banyak dan bermacam-macam. Selain itu penghambatnya adalah 
peralatan yang digunakan terbatas serta pemasaran yang masih kecil. 
Hambatan yang dari narapidana adalah kurangnya motivasi dari narapidana 
itu sendiri”. (DH/WWC/27 Februari 2017) 
 
Pendapat tersebut di dukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Bapak MSQ selaku narapidana, yaitu: 
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“Saya terkadang merasa kurang niat dalam melaksanakan pembinaan, 
motivasi seperti kurang gitu mbak”. (MSQ/WWC/14 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH dan Bapak MSQ, dapat 
diambil kesimpulan bahwa faktor pengahambat dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah masalah anggaran yang kurang. Anggaran yang tersedia 
dirasa kurang karena dengan anggaran 20 sampai 30 juta, pihak lapas harus dapat 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Padahal, kegiatan yang 
diselenggarakan pihak lapas bervariasi dan banyak. Dengan adanya banyak 
kegiatan tentu membutuhkan peralatan yang banyak pula. Namun pada 
kenyataannya, di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat kendala berupa 
kurangnya peralatan untuk melakukan kerja. Selain itu, hambatan juga terdapat 
pada sektor pemasaran yang sempit. Para narapidana bekerja apabila mereka 
mendapatkan permintaan dari pihak luar, sehingga apabila narapidana tidak ada 
permintaan dari luar maka narapidana tidak bekerja. 
Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak YN selaku petugas 
pemasyarakatan mengenai faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, yaitu:  
“Faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan dan pembingan adalah 
keinginan ataupun motivasi yang kurang dari para napi. Banyak napi yang 
mengikuti kegiatan ini hanya alakadarnya. Selanjutnya masalah peralatan 
atau sarana dan prasarana yang minim mbak, sehingga kegiatan yang 
dilakukan juga masih belum menampung semuanya”. (YN/WWC/27 
Februari 2017) 
 
Hambatan juga muncul dari dalam diri narapidana, narapidana masih ada 
yang kurang termotivasi dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta masih ditemui 
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narapidana yang kurang berniat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Hal 
ini benar adanya. Ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 
pada hari Selasa, 14 Februari 2017, peneliti melihat ada beberapa narapidana yang 
memililih merokok dan duduk-duduk di dekat bengkel kerja. Sedangkan narapidana 
yang lain mengerjakan kerja di bengkel kerja maupun lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.   
10. Solusi dari Faktor Penghambat 
Dengan adanya faktor penghambat, solusi dibutuhkan untuk mengatasi 
hambatan yang ada. Sebelumnya terdapat beberapa pemaparan mengenai hambatan 
yang ada, selanjutnya ada beberapa solusi yang dipaparkan oleh ibu KD, yaitu: 
“Agar berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, 
petugas lapas akan memberikan Reward kepada para narapidana yang 
menaati segala bentuk aturan yang berlaku. Adapun bentuk dari Reward itu 
sendiri adalah cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjung 
keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Sedangkan untuk narapidana yang 
melanggar aturan akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Adapun sanksi 
tersebut adalah tidak diusulkan memperoleh remisi, cuti dan bebas. Selain 
sanksi tersebut, narapidana juga memperoleh hukuman selama enam hari 
kerja yaitu dimasukkan ke dalam Selker. Melakukan pengajuan proposal 
untuk menambah saran prasarana yang kurang”. (KD/WWC/13 Februari 
2017) 
 
Pernyataan yang sama juga ditemukan dari hasil wawancara dengan Bapak 
DH, yaitu: 
“cara mengatasi hambatan yang ada adalah melakukan pengajuan proposal 
ke Kanwil Hukum dan HAM DIY guna menambah peralatan yang kurang 
guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Memberikan 
motivasi melalui pendekatan individu kepada para narapidana”. 




Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu KD dan Bapak DH, 
dapat diambil kesimpulan bahwa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan 
yang terjadi adalah pemberian hadiah berupa reward yang berwujud cuti bersyarat, 
remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjung keluarga. Seperti yang telah dipaparkan 
di bagian sebelumnya, kebijakan pembinaan dan pembimbingan dapat dijadikan 
jembatan untuk bisa mendapatkan remisi maupun pembebasan. Dengan 
mensosialisasikan keuntungan narapidana melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan maka narapidana akan tergugah melaksanakan kebijakan tersebut. 
Selain itu, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat proposal pengajuan 
penambahan barang ataupun sarana prasarana yang masih kurang ke Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM DIY. Hal ini dukung dengan adanya hasil wawancara 
dengan Bapak DD selaku salah satu petugas pemasyarakatan, yaitu: 
“Cara mengatasi hambatan tersebut, kami memberikan motivasi-motivasi 
yang dapat membangun hati nurani mereka dan memberikan pandangan 
yang baik kepada mereka, menjelaskan apa saja keuntungan yang akan di 
dapat dari menjalankan pembinaan ini”. (DD/WWC/9 Februari 2017) 
 
Narapidana yang masih kurang berniat dan kurang motivasi melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan, petugas pemasyarakatan yang terdiri 
wali pemasyarakatan dan pembina melakukan pendekatan personal kepada 
narapidana untuk memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada narapidana. 
B. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagiamana implementasi 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, bagaimana faktor pendukung dan 
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penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dan bagaimana solusi 
yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi faktor 
penghambat kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Data yang 
dipaparkan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya akan dianalisis peneliti 
pada bab ini, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan 
rekomendasi yang sesuai dengan pihak terkait. 
1. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan sebagai 
Pendidikan Karakter bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta merupakan lembaga 
pemasyarakatan induk di Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki 
kapasitas 800 orang. Lembaga Pemasyarakatan berguna untuk memberikan 
perbaikan kepribadian dan moral narapidana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan berupa peraturan pemerintah yang memuat tentang 
pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan. Kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi warga binaan tertera di dalam peraturan pemerintah No 31 
Tahun 1999. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta termasuk salah satu 
lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan ini. 
a. Implementasi Kebijakan 
Berhasil tidaknya dalam pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh 
banyak faktor. Van Metter dan Van Horn dalam Hasbullah (2015:97) mengatakan 
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bahwa terdapat enam variabel dalam pelaksanaan kebijakan. Keenam variabel 
tersebut adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, 
interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana dan kondisi 
sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksana. Teori dari Van Metter dan Van 
Horn ini juga sekaligus memperkuat teori sebelumnya yang telah dikaji. Kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, 
telah memenuhi keenam variabel di atas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 
penelitian sebagai berikut: 
1) Tujuan Kebijakan 
Suatu kebijakan dirumuskan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. 
Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada narapidana 
adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan 
memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
juga bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari 
sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik. Setiap 
kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
didalamnya diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para narapidana. 
Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga 





2) Sumber Daya 
Melaksanakan kebijakan dibutuhkan sumber daya yang mendukung. 
Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber dana maupun 
sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia yang dibutuhkan 
dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah petugas pemasyarakatan, narapidana, 
BAPAS dan pihak ketiga. Setiap agen memiliki peran dan fungsi masing-masing, 
keempatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Sumber daya yang kedua adalah sarana prasarana. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki sarana prasarana diantaranya 
adalah masjid, gereja, aula, lapangan, balai pengobatan, perpustakaan dan 
peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian. 
Yang terakhir adalah sumber dana. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menggunakan dana APBN 
(Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaannya. 
3) Komunikasi 
Komunikasi merupakan kegiatan yang penting dalam melaksanakan suatu 
kebijakan. Komunikasi dibutuhkan untuk mengarahkan agen pelaksana 
melaksanakan kebijakan. Seluruh kegiatan dan penjabaran tugas dan fungsi pokok 
dari petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana dilakukan melalui rapat. 
Semua tugas dibagi rata antar petugas pemasyarakatan. Kepala lembaga 
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bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan melibatkan pihak ketiga, 
adapun pihak ketiga tersebut adalah masyarakat, pengusaha maupun lembaga 
pemerintah. Pihak ketiga dapat membantu memasarkan produk-produk narapidana 
dan narapidana dapat memperoleh keuntungan tersendiri. Komunikasi yang 
dilakukan dengan pihak ketiga dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan membuat 
MOU, mengajukan surat ke Kanwil dan ajakan pribadi. 
4) Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan 
Kebijakan yang telah dirumuskan tentu membutuhkan pengakuan dan 
pengesahan dari pemimpin. Pengukuhan merupakan kegiatan yang penting dalam 
siklus kebijakan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak ada aktivitas pengukuhan, karena 
aktivitas pengukuhan dilakukan di pemerintah pusat.  
5) Karakteristik Agen Pelaksana 
Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan dan pembimbing bagi warga 
binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah 
petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan seorang pembina 
bagi narapidana. Selain berstatus pembina, seorang petugas pemasyarakatan juga 
dapat memiliki status wali pemasyarakatan. Kehidupan narapidana selama di 
lembaga pemasyarakatan dipantau dan dibimbing oleh wali pemasyarakatan. Hal 
ini dirasa penting karena dengan adanya wali pemasyarakatan maka setiap 
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narapidana dapat diubah kepribadiannya secara lebih mudah, dengan dilakukannya 
pendekatan individu. 
Seorang pembina dan pembimbing tidak membutuhkan kualifikasi 
akademik seperti halnya dosen dan guru. Petugas pemasyarakatan ikut membantu 
memberikan arahan kepada narapidana yang kesulitan mengerjakan tugas mereka. 
Selain itu, petugas pemasyarakatan juga bekerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.  
6) Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana 
Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
berjumlah 162 orang, semuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Seperti 
yang telah dijelaskan di atas, wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan. 
Namun demikian, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya tambahan tunjangan. 
Gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai negeri 
sipil tersebut. Tidak bertambahnya tunjangan maupun gaji seorang petugas 
pemasyarakatan tidak mengurangi semangat para petugas pemasyarakatan dalam 
bekerja. Petugas pemasyarakatan tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
b. Tujuan Pendidikan Karakter 
Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II, bahwa tujuan dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah memperbaiki moral narapidana. Pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana adalah bentuk dari pendidikan 
karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Tujuan pendidikan 
120 
 
karakter menurut Kesuma Dharma Dkk (2011:9-10) menyatakan bahwa tujuan dari 
pendidikan karakter ada tiga, diantaranya adalah : memfasilitasi penguatan dan 
pengembangan nilai-nilai, mengkoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan 
dan membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 
memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Pendidikan 
karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dilaksanakan melalui 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Tujuan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, memiliki 
kesamaan dengan tiga tujuan pendidikan karakter menurut Kesuma Dharma. Hal 
ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian sebagai berikut: 
1) Memfasilitasi Penguatan dan Pengembangan Nilai-nilai 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana menjadi sarana 
untuk memberikan pendidikan karakter bagi narapidana. Pendidikan karakter bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dilakukan dengan 
menekankan pada proses pembiasaan. Narapidana melaksanakan pembinaan rohani 
seperti shalat dan sembayang di gereja setiap harinya. Ibadah shalat dilaksanakan 
berjamaah di masjid. Selain pembinaan rohani, narapidana melaksanakan 
pembinaan kemandirian setiap hari. Proses pembiasaan tersebut dilakukan guna 
menumbuhkan nilai-nilai yang positif bagi narapidana. Narapidana menjadi lebih 
mandiri, disiplin, giat, kreatif dan religius melalui proses pembiasaan tersebut. 
Dengan adanya proses pembiasaan yang dilakukan oleh narapidana maka 
secara tidak langsung akan merubah pola hidup dan kepribadian setiap hari. Dengan 
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melakukan kebiasaan yang baik maka narapidana akan bertindak yang baik pula. 
Hal ini dapat dimaklumi karena aturan dan tata tertib yang mengikat. Sehingga 
narapidana akan berperilaku yang baik.   
2) Mengkoreksi Perilaku yang Tidak Sesuai dengan Aturan 
Narapidana yang tidak menaati aturan dan tata tertib Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta akan diberi hukuman oleh pihak lapas. 
Sanksi tersebut berupa tidak diusulkan memperoleh remisi dan cuti. Sanksi yang 
lain adalah narapidana dimasukan ke dalam selker selama enam hari kerja. Hal 
tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana yang menyimpang 
menjadi narapidana yang baik. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan memberikan 
sanksi maka narapidana akan bertindak sesuai dengan aturan dan mengubah 
perilaku narapidana. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada narapidana 
maka tujuan dari pemasyarakatan sendiri dapat tercapai. 
Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
menggunakan pendekatan individu untuk melakukan proses pedagogis. Petugas 
pemasyarakatan memberikan motivasi dan nasihat kepada narapidana. Hal ini 
dirasa penting dilakukan karena masyarakat yang telah berstatus narapidana tentu 
akan kehilangan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat. Suntikan semangat 
dan motivasi akan menumbuhkan rasa percaya diri narapidana dan rasa dihargai 
kembali ke dalam diri narapidana.   
Selain itu, petugas pemasyarakatan juga menegur narapidana yang 
melakukan kesalahan, seperti saat ada narapidana yang memanjat di atas kamar 
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mandi, petugas pemasyarakatan menegur narapidana untuk segera turun. Petugas 
pemasyarakatan memberikan contoh membatik dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana. 
3) Membangun Koneksi yang Harmoni dengan Keluarga dan Masyarakat dalam 
Memerankan Tanggung Jawab Pendidikan Karakter secara Bersama. 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta bekerja sama dengan 
LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dari Kementrian Agama, 
Pengusaha batik Margaria dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan kemandirian kerja bekerja sama dengan 
batik Margaria dalam hal pemasaran tas belanja batik, sandal batik dan kain batik. 
LKBH bekerja sama dalam melaksanakan pembinaan rohani seperti pengajian rutin 
untuk warga binaan perempuan. Sedangkan dinas pendidikan bekerja sama dalam 
melaksanakan pembinaan intelektual yaitu kejar paket. 
Narapidana melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
melalui tiga tahapan pemasyarakatan. Dalam tahapan tersebut ada program 
integrasi pada tahapan akhir. Program integrasi merupakan program dimana 
narapidana menyatu dengan masyarakat. Narapidana masih dipantau di dalam 
lingkungan masyarakat. 
c. Metode Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter penting diberikan kepada narapidana. Pendidikan 
karakter dapat dilakukan melalui beberapa metode. Mulyasa (2013:9-10) 
berpendapat bahwa pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan 
lingkungan dan pembiasaan melalui kegiatan yang kondusif. Penciptaan 
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lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain 
adalah penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahan dan 
keteladanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil penelitian bahwa 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sering mengadakan pelatihan 
kerajinan tangan, sebagai contoh adalah pelatihan pembuatan blangkon. Pelatihan 
ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan narapidana dalam 
membuat blangkon. Selain pelatihan, petugas pemasyarakatan juga mengarahkan 
dan menasehati narapidana agar dapat bersikap dan berkepribadian baik. 
Petugas pemasyarakatan memberikan keteladanan kepada narapidana 
berupa keikut sertaan petugas pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan 
kemandirian membatik dan mebel. Dengan adanya petugas pemasyarakatan yang 
ikut bekerja, akan memunculkan semangat kerja bagi warga binaan. Pembinaan dan 
pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana tentu akan dilaksanakan oleh 
narapidana setiap hari. Hal ini merupakan proses pembiasaan yang positif untuk 
narapidana. 
d. Subjek Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja. Agus 
Wibowo (2012:23) menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya dilakukan 
di pendidikan formal saja namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. 
pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan sekolah. Pendidikan karakter di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak hanya di lakukan oleh petugas 
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pemasyarakatan dan narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang diajak 
bekerja sama dapat berupa lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat 
dan pengusaha. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta melakukan kerja sama 
dengan LKBH, diknas, pengusaha Margaria dan masyarakat. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta melakukan pengajian rutin untuk narapidana 
perempuan setiap hari Selasa dan Sabtu. Acara pengajian bekerja sama dengan 
LKBH. Pembinaan kemandirian kerja pada kegiatan membatik bekerja sama 
dengan pengusaha Batik Margaria untuk memasarkan hasil kerja narapidana. Kejar 
paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta bekerja 
sama dengan dinas pendidikan setempat. Sedangkan untuk pelatihan blangkon 
bekerja sama dengan masyarakat yang berkeinginan untuk memberikan pelatihan 
membuat blangkon. 
Kerja sama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan 
pihak ketiga tentu akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama 
narapidana. Narapidana akan memperoleh pengalaman bekerja yang dapat 
dijadikan bekal hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, 
dengan adanya kegiatan yang dilakukan dengan pihak ketiga maka narapidana 
dapat mengisi waktu keseharian narapidana selama di lembaga pemasyaakatan 
dengan kegiatan yang bermanfaat. 
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Hal ini selaras dengan pendapat dari Rukiyati dalam Jurnal Pendidikan 
Karakter (2013:201) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter hendaknya 
terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat dan di dukung oleh segenap komponen 
masyarakat. Untuk dapat mencapai dari tujuan pendidikan karakter itu sendiri, 
dibutuhkan partisipasi dari pihak lapas dan pihak ketiga yang diajak untuk bekerja 
sama. 
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dapat di katakan 
berhasil apabila dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. 
Dampak yang di peroleh narapidana dari melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak lepas dari 
adanya faktor pendukung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada tiga faktor 
pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai 
pendidikan karakter bagi narapidana. Faktor pertama adalah kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana.Warga binaan yang telah 
ditetapkan sebagai narapidana maka berkewajiban menjalankan pembinaan dan 
pembimbingan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Dengan 
adanya kebijakan yang bersifat wajib maka narapidana terbiasa menjalankan 
kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, narapidana setiap hari 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan di lingkungan lapas. Hal ini sesuai 
dengan pendapat dari Mulyasa (2013:9-10) yang menyatakan bahwa salah satu 
metode dari pelaksanaan pendidikan karakter adalah melalui proses pembiasaan. 
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Faktor yang kedua adalah narapidana yang tertib dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan akan diusulkan memperoleh cuti, baik 
cuti menjelang bebas, cuti hari raya, cuti bersyarat hingga perolehan remisi. 
Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap mapenaling (orientasi) pihak petugas 
pemasyarakatan memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana 
selama di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang disosialisasikan adalah 
keuntungan yang di dapat narapidana apabila melaksanakan segala tata tertib dan 
ketentuan selama di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang rutin menjalankan 
pembinaan dan pembimbingan serta menaati tata tertib yang ada, akan diusulkan 
untuk memperoleh cuti dan remisi. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan juga bertujuan untuk 
memberdayakan narapidana. Dengan melaksanakan kebijakan tersebut, narapidana 
memiliki berbagai keuntungan seperti memiliki keterampilan baru, memperoleh 
pengalaman bekerja, mengisi waktu luang narapidana, meningkatkan kemandirian 
narapidana, menyalurkan bakat dan minat narapidana dan tentu keuntungan 
memperoleh remisi dan cuti. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan dari 
Mulyasa (2013:18) yang menyatakan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara 
matang kepada berbagai pihak agar pendidikan karakter yang ditawarkan dapat 
dipahami dan diterapkan secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah 
penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan karakter. 
Faktor yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
127 
 
bekerja sama dengan pengusaha Batik Margaria, LKBH dan dinas pendidikan. 
Hasil penelitian ini selaras dengan pendapat Agus Wibowo (2012:45) yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 
proses sosialisasi/penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh 
komponen bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik 
dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, 
masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia kerja dan dunia industri. 
Faktor pendukung yang keempat adalah narapidana yang melaksanakan 
pembinaan kemandirian kerja akan memperoleh vocher belanja dan dapat 
digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari narapidana selama di koperasi 
lembaga pemasyarakatan. Perolehan voucher belanja ini sangat bermanfaat bagi 
narapidana yang tidak pernah di jenguk oleh pihak keluarga serta adanya pihak 
ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil produksi 
narapidana dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajian rutin narapidana 
perempuan. 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan tidak lepas  dari 
adanya permasalahan maupun hambatan-hambatan. Faktor penghambat dari 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan menyebabkan terhambatnya tujuan dari 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Faktor penghambat dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah kurangnya motivasi narapidana dalam 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan adalah masih ada narapidana yang kurang motivasi dalam 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Narapidana yang tidak memiliki 
motivasi untuk melaksanakannya maka tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak dapat 
diperoleh narapidana. Selain minimnya motivasi, faktor sarana prasarana yang 
terbatas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
Sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam 
menyelenggarakan suatu kegiatan. Mulyasa (2013:24) berpendapat bahwa 
pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, 
selain melengkapi, memelihara dan memperkaya khazanah belajar, sumber-sumber 
belajar juga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas belajar. Dengan demikian 
sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting. Namun berdasarkan 
kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta masih memiliki kekurangan sarana dan 
prasarana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak seimbangnya antara warga binaan 
yang mengikuti pembinaan kemandirian kerja dengan peralatan maupun prasarana 
yang ada. 
Berdasarkan salah satu petugas pemasyarakatan Ibu KD, di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta masih banyak warga binaan yang ingin 
mengikuti dan menyalurkan bakat serta minat narapidana di bengkel bimbingan 
kerja, namun tidak bengkel bimbingan kerja tidak dapat menampung semuanya 
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dengan alasann peralatan dan ruang yang dirasa kurang mampu menampung semua 
warga binaan. Sehingga narapidana harus bergantian atau memilih pekerjaan lain 
diluar bengkel bimbingan kerja. 
Kurangnya sarana dan prasarana ini diakibatkan oleh anggaran yang 
terbatas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Bapak DH selaku 
petugas pemasyarakatan bagian sarana prasarana menyatakan bahwa pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan menggunakan dana APBN (anggaran 
pendapatan belanja negara) sebesar 20-30 juta. Dengan anggaran 20-30 juta, 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta harus dapat menyelenggarakan 
pembinaan dan pembimbingan, mengingat  pelaksanaan kebijakan tersebut 
memerlukan peralatan yang kurang sehingga di rasa kurang. Komponen anggaran 
atau biaya merupakan komponen yang sangat penting dan pokok dalam 
melaksanakan suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Novan Ardy 
Wiyani (2012:49-50) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan faktor yang 
penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi atau lembaga. Komponen 
pembiayaan mendukung terselenggaranya proses pendididkan karakter. 
Faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yang selanjutnya adalah pemasaran 
produk hasil karya narapidana yang masih sempit. Pasalnya pemasaran hasil karya 
narapidana masih sekitar lingkungan lembaga pemasyarakatan dan Batik Margaria 
untuk produk batik. Namun disamping hal itu, narapidana juga sudah memperoleh 
pesanan dari anggota DPR dan dosen yang melakukan penelitian di lembaga 
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pemasyarakatan. Selain itu, daya saing dengan produksi luar yang semakin tinggi 
juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
3. Solusi dari Hambatan Implementasi Kebijakan 
Setelah adanya faktor penghambat, tentu dibutuhkan solusi dari setiap 
faktor penghambat. Dalam hal ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta telah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang telah 
dipaparkan di atas. Solusi yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah 
memberikan penghargaan kepada narapidana yang menaati segala tata tertib dan 
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Penghargaan yang diberikan kepada 
narapidana berupa pengajuan cuti bersyarat, pengajuan remisi, pengajuan bebas 
bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Pemberian 
penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi narapidana dalam 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan. 
Dengan memberikan penghargaan, narapidana akan bertindak sesuai 
dengan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dijadikan 
narapidana sebagai penyemangat dalam bekerja di lembaga pemasyarakatan. 
Namun tentunya penghargaan tersebut harus benar-benar dikaji dan 
dipertimbangkan ketika akan diberikan kepada narapidana. Penghargaan harus 




Selain pemberian penghargaan, petugas pemasyarakatan juga memberikan 
sanksi hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang 
diberikan narapidana adalah sanksi hukuman sunyi yaitu, kurungan badan selama 
enam hari kerja di dalam Selker. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga 
melakukan pendekatan individu untuk meningkatkan motivasi narapidana. 
Pasalnya, masyarakat yang pernah berstatus narapidana tentu akan kehilangan 
kepercayaan diri narapidana ketika masuk ke dalam lingkungan masyarakat 
kembali. Sehingga suntikan semangat tersebut dirasa penting untuk narapidana. 
Dengan memberikan suntikan semangat, maka narapidana akan merasa masih ada 
yang peduli dengan kondisi dan keadaannya ketika berada di dalam lembaga 
pemasyarakatan.  
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2013:64-65) yang 
menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi 
peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip peserta didik akan 
bekerja keras apabila ia memiliki minat dan perhatian terhadap suatu pekerjaan, 
memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan 
terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, menggunakan hadiah dan hukuman 
secara efektif dan tepat guna. 
Solusi yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan adalah 
mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang. Sarana prasarana 
merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
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pembimbingan karena tanpa sarana dan prasarana, kegiatan yang ada tidak dapat 
berjalan dan tujuan dari pemasyarakatan sendiri tidak dapat tercapai. Dengan 
adanya kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta saat ini, maka sangat penting untuk melakukan penambahan sarana 
dan prasarana yang mendukung. Mengingat jumlah narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yang banyak. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Peneliti hanya dapat memasuki blok tahanan perempuan. Peneliti tidak dapat 
melihat lingkungan, kondisi dan kegiatan yang ada di dalam blok tahanan laki-
laki. 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa: 
1. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan sebagai Pendidikan 
Karakter bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan 
dari kebijakan ini adalah mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat 
dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan penanaman 
kepribadian maupun karakter yang baik. Kebijakan ini bersifat wajib bagi 
narapidana. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan 
pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 
kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang 
dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. 
Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai 
disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang 
menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang 
digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan 
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individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan 
pembiasaan. 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yaitu: a) narapidana yang taat dan tertib; b) 
adanya pihak ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil 
produksi narapidana dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajian rutin 
narapidana perempuan; c) narapidana memperoleh voucher belanja yang dapat 
ditukarkan di koperasi lembaga pemasyarakatan; d) sifat kebijakan yang wajib 
diikuti ole narapidana. 
Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yaitu: a) motivasi narapidana dalam 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana 
prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil. 
3. Solusi dari Hambatan Implementasi Kebijakan 
Solusi dari hambatan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta adalah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah: a) memberikan 
reward kepada para narapidana berupa pengusulan cuti bersyarat, remisi, bebas 
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bersyarat, cuti mengunjung keluarga serta segala bentuk cuti lainnya. Selain 
pemberian reward, narapidana yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi 
berupa perolehan hukuman selama enam hari kerja yaitu dimasukkan ke dalam 
Selker; b) memberikan motivasi kepada narapidana, dan c) mengajukan proposal 
untuk penambahan sarana prasarana yang kurang ke Kantor Wilayah Hukum dan 
HAM DIY. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
saran yang diberikan peneliti adalah: 
1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 
Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di 
dalam bab 4, sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dapat 
menjalin kerja sama dengan pihak ketiga lebih banyak lagi guna mendukung 
terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan yang efektif dan efisien. Selain itu, 
lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta perlu melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan secara rutin setiap minggu atau bulan, 
guna mengukur ketercapaian tujuan pemasyarakatan.  
2. Bagi Petugas Pemasyarakatan 
Melihat masih ada narapidana yang kurang termotivasi melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan, maka pihak petugas pemasyarakatan sebagai 
pembina, pembimbing dan wali pemasyarakatan dapat lebih melakukan pendekatan 
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Lampiran 1. Tabel Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No. Aspek yang Dikaji Indikator yang dicari 
1 Keadaan Lembaga 
Pemasyarakatan 
 Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan 
 Profil dan struktur organisasi 
 Visi dan Misi Lembaga 
Pemasyarakatan 
 Sarana dan prasarana 
 Keadaan gedung 
 Peraturan dan tata tertib 
 Tenaga pegawai 
 
2 Penerapan pembinaan dan 
pembimbingan 
 Bentuk perhatian pihak LAPAS dalam 
proses pelaksanaan 
 Reaksi narapidana 
 Tahapan pembinaan 
 Kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan 
 
3 Perilaku Narapidana 
selama kegiatan 
 Perilaku pada saat kegiatan diluar 
maupun didalam ruangan 
 Perilaku narapidana terhadap 
narapidana lainnya 
 Perilaku narapidana terhadap pegawai 
LAPAS 
 
4 Interaksi warga Lembaga 
Pemasyarakatan dengan 
Narapidana 
 Interasi antara pegawai LAPAS 
dengan narapidana 
 Interaksi antar narapidana 
 
5 Alat pendidikan karakter  Alat pendidikan preventif 
 Alat pendidikan kuratif 








Lampiran 2. Tabel Kisi-kisi Pedoman Pencermatan Dokumen 
No. Aspek yang Dikaji 
Indikator yang Dicari 
Sumber Data 
1 Profil Lembaga a. Visi dan Misi 
Lembaga 









3 Sumber daya a. Pegawai Lembaga 
b. Sarana dan 
Prasarana 
c. Sumber daya apa 





d. Fasilitas penunjang 
 
4 Dokumen foto a. Foto-foto kegiatan 














Lampiran 3. Pedoman Wawancara Petugas Pemasyarakatan 
1. Sejak kapan ada kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta ? 
2. Apa tujuan dari adanya kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
3. Apa saja sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
4. Siapa saja agen pelaksana yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan di LP Klas IIA Yogyakarta ? 
5. Bagaimana peran masing-masing dari agen pelaksana dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lapas Klas IIA Yogyakarta ? 
7. Siapa yang melaksanakan proses komunikasi untuk mensosialisasikan PP No. 
31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan ? 
8. Apakah ada penolakan dari pihak lapas Klas IIA Yogyakarta mengenai 
kebijakan ini ? 
9. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga ? 
10. Jika tidak, sejak kapan aktivitas pengukuhan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan di Lapas Klas IIA Yogyakarta ? 
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11. Apa saja syarat menjadi seorang pembina dan pembimbing untuk 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lapas Klas IIA 
Yogyakarta ? 
12. Apakah ada syarat kualifikasi akademik untuk menjadi seorang pembina dan 
pembimbing ? 
13. Apa saja program yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Yogyakarta sebagai 
wujud kebijakan pembinaan dan pembimbingan ?  
14. Bagaimana implemantasi dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
a. Tahap interpretasi 
b. Tahap pengorganisasian 
c. Tahap aplikasi 
15. Apa ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan ? 
16. Apakah kegiatan yang diadakan merupakan wujud dari pembentukan karakter 
bagi narapidana ? 
17. Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan di dalam kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan ? 
18. Apa saja materi yang ditekankan dalam melaksanakan program dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan ? 
19. Siapa yang menjadi pembina, pembimbing, pendidik dan wali 
pemasyarakatan? apakah pembina, pembimbing, pendidik dan wali 
pemasyarakatan merupakan tugas tambahan ? 
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20. Apakah semua narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan ? jika 
tidak, mengapa demikian ? apa persyarakatannya ? 
21. Kapan waktu pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan ? 
22. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaannya ?Apa hasil yang 
diharapkan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana ? 
23. Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan ? 
24. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan ? 















Lampiran 4. Pedoman Wawancara Narapidana 
1. Apa saja sarana prasarana dan fasilitas yang di dapat/digunakan oleh 
narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
2. Bagaimana kondisi narapidana sebelum dilaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lapas Klas IIA Yogyakarta ? 
3. Apa saja program dari pembinaan dan pembimbingan ? Bagaimana 
implementasi dari masing-masing program ? 
4. Apa saja materi yang ditekankan dalam pelaksanaan program pembinaan dan 
pembimbingan ? 
5. Kapan waktu  pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta ? 
6. Bagaimana dampak positif dan negatif dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana ? 
7. Apakah anda mengikuti kegiatan pembinaan dan pembimbingan secara rutin ? 
8. Apa saja kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang diikuti ? apakah semua 
kegiatan dapat diikuti ? 
9. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan ? 






Lampiran 5. Analisis Data 
Informan 1 : Petugas Pemasyarakatan (Ibu KD, Bapak DD, Bapak KA, Bapak DH, Bapak YN, Bapak IY) 
 




Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta dan Lembaga 
Pemasyarakatan lainnya jika ditanya 
sejak kapan ada pembinaan dan 
pembimbingan pasti jawabannya akan 
sama, yaitu semenjak berlakunya UU 
No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasayarakatan dan adanya PP No. 31 
Tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan bagi WBP mbak. Jadi 
bisa dikatakan bahwa setelah berlakunya 
UU dan PP tersebut, semua Lapas akan 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, termasuk Lapas Klas II 
A Yogyakarata ini. 
 
Ibu KD : 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta dan Lembaga 
Pemasyarakatan yang lain akan 
menjawabhal yang sama apabila diajukan 
pertanyaan mengenai sejak kapan ada 
pembinaan dan pembimbingan, dengan 
jawaban yaitu semenjak berlakunya UU 
No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasayarakatan dan PP No. 31 Tahun 
1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan bagi WBP. Sehingga 
setelah berlakunya UU dan PP tersebut, 
semua Lapas akan melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan, 
termasuk Lembaga pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarata. 
Lembaga pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan sejak berlakunya 
UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dan PP No. 31 




2 Bapak KA : 
Sebenarnya kebijakan ini kan ada karena 
adanya undang-undang pemasyarakatan. 
Suatu undang-undang akan berjalan 
apabila memiliki peraturan pemerintah, 
perda maupun kebijakan lainnya. Benar 
tidak mbak? Jika begitu, kebijakan 
pembinaan ini ada semenjak adanya PP 
31 tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan bagi WBP. PP ini ada 
karena di atasnya ada payung undang-
undangnya yaitu UU No. 12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dirumuskan karena ada undang-undang 
tentang pemasyarakatan. Kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan  ada sejak 
berlakunya PP No. 31 Tahun 1999 tentang 
pembinaan dan pembimbingan. Peraturan 
pemerintah No. 31 Tahun 1999 dibuat 
karena ada Undang-undang No. 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. 
 
 
Apa tujuan dari adanya kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Tujuan pembinaan dan pembimbingan 
ada pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan dan PP No. 31 tahun 
1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan bagi WBP, nanti bisa 
dilihat dan dipelajari lebih jauh 
mengenai itu. Namun pada intinya 
mengembalikan narapidana yang 
Tujuan pembinaan dan pembimbingan 
adalah mengembalikan narapidana 
menjadi lebih baik ke lingkungan 
masyarakat dan membekali narapidana  
dengan karakter yang baik serta memiliki 
keterampilan yang bisa dijadikan bekal 
hidup dimasyarakat. 
Pembinaan ada dua yaitu, pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. 
Pembinaan dan pembimbingan 
bertujuan untuk mengembalikan 
narapidana ke lingkungan 
masyarakat dengan memberikan 
bekal hidup berupa keterampilan 
kerja. Pembinaan dan 
pembimbingan juga bertujuan 
untuk menjadikan narapidana 
sebagai warga negara yang lebih 
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menjadi lebih baik ke lingkungan 
masyarakat dan membekali mereka 
dengan kepribadian yang baik sehingga 
narapidana tidak menggulangi perbuatan 
yang salah serta memiliki keterampilan 
yang bisa dijadikan bekal hidup 
dimasyarakat nantinya. 
Pada intinya pembinaan dan 
pembimbingan itu ada dua yaitu, 
kepribadian dan kemandirian. 
Pembinaan dan pembimbingan 
kepribadian ada tiga macam yaitu 
intelektual, jasmani dan rohani. 
ketiganya memiliki tujuan masing-
masing. Secara lebih rinci adalah : 
a. Pembinaan kepribadian 
Pembinaan kepribadian merupakan 
pembinaan yang bertujuan untuk 
membenahi kepribadian Narapidana 
menjadi lebih baik dari sebelumnya 
dan tentunya menjadikan 
Narapidana kuat mental. Pembinaan 
kepribadian ada tiga, yaitu 
intelektual, jasmani dan rohani.  
1) Pembinaan Kepribadian 
Intelektual 
Pembinaan ini berbentuk 
pengajaran kejar paket A, B dan 
Pembinaan kepribadian ada tiga macam 
yaitu intelektual, jasmani dan rohani. 
Ketiganya memiliki tujuan masing-
masing. Secara lebih rinci adalah : 
a. Pembinaan kepribadian  
Pembinaan kepribadian merupakan 
pembinaan yang bertujuan untuk 
membenahi kepribadian Narapidana 
menjadi lebih baik dari sebelumnya 
dan menjadikan Narapidana memiliki 
mental yang kuat. Pembinaan 
kepribadian ada tiga, yaitu intelektual, 
jasmani dan rohani.  
1) Pembinaan Kepribadian 
Intelektual 
Pembinaan ini berbentuk 
pengajaran kejar paket A, B dan C 
untuk para Narapidana yang masih 
buta huruf dan belum tamat 
sekolah. Pembinaan ini melakukan 
kerja sama dengan dinas 
pendidikan setempat. Lapas Klas 
IIA Yogyakarta tahun lalu 
meluluskan satu narapidana tingkat 
SMA. 
Dulu Lapas Klas IIA Yogyakarta 
pernah menyelenggarakan kuliah 
bagi para Narapidana, yaitu 
baik dari sebelumnya dengan 
penanaman kepribadian maupun 




C untuk para Narapidana yang 
buta huruf dan yang masih belum 
tamat sekolah. Kegiatan 
pengajaran dilakukan dengan 
bekerja sama dengan dinas 
pendidikan setempat. Lapas Klas 
IIA Yogyakarta tahun lalu 
meluluskan satu narapidana 
tingkat SMA. 
Ya memang benar dahulunya 
Lapas Klas IIA Yogyakarta 
pernah menyelenggarakan kuliah 
bagi para Narapidana. 
Perkuliahan yang diadakan di 
Lapas ini adalah jurusan 
ekonomi. Lapas Klas IIA 
Yogyakarta sempat meluluskan 3 
Sarjana. Namun demikian, 
perkuliahan tidak dapat berjalan 
sesuai rencana karena dari pihak 
Dikti merasa keberatan dengan 
adanya kebijakan ini.   
2) Pembinaan Kepribadian Jasmani 
Pembinaan kepribadian jasmani 
berbentuk kegiatan yang 
melibatkan fisik. Pembinaan ini 
berbentuk olahraga, pemeriksaan 
kesehatan di Balai Pengobatan, 
perkuliahan dengan jurusan 
ekonomi. Lapas Klas IIA 
Yogyakarta meluluskan 3 
Sarjanawan. Perkuliahan tidak 
dapat berjalan sesuai rencana 
karena dari pihak Dikti merasa 
keberatan dengan adanya 
kebijakan ini. 
2) Pembinaan Kepribadian Jasmani 
Pembinaan kepribadian jasmani 
merupakan  kegiatan yang 
melibatkan fisik. Kegiatan dari 
pembinaan ini adalah  olahraga, 
pemeriksaan kesehatan di balai 
pengobatan, makan dan aktivitas 
fisik lainnya. Balai pengobatan 
setingakat dengan Puskesmas 
maupun klinik kesehatan, dibalai 
pengobatan terdapat dokter umum, 
dokter gigi, perawat dan ahli obat 
(farmasi).  
3) Pembinaan Kepribadian Rohani 
Pembinaan kepribadian rohani 
melibuti kegiatan keagamaan bagi 
para Narapidana. Lapas ini 
memiliki masjid, pondok 
pesantren, gereja dan tempat 
ibadah untuk agama hindu serta 
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Makan dan aktivitas fisik 
lainnya. Balai pengobatan 
merupakan balai kesehatan yang 
setingakat dengan Puskesmas 
maupun klinik kesehatan. Di 
dalamnya terdapat dokter umum, 
dokter gigi, perawat dan ahli obat 
(farmasi).  
3) Pembinaan Kepribadian Rohani 
Pembinaan kepribadian rohani 
melibuti kegiatan keagamaan 
bagi para Narapidana. Di dalam 
Lapas terdapat masjid untuk 
tempat beribadah umat islam, 
gereja untuk tempat beribadah 
kristen dan katolik, agama budha 
dan agama hindu menggunakan 
tempat yang ada di lingkungan 
Lapas yang bersih dan nyaman. 
Selain itu, bagi umat islam 
terdapat juga pondok pesantren 
untuk kegiatan keagamaan. 
 
b. Pembinaan kemandirian 
Pembinaan kemandirian yang ada di 
Lapas Klas IIA Yogyakarta adalah : 
1) Pembinaan kemandirian 
keterampilan 
budha yang ada di lingkungan 
Lapas. 
 
b. Pembinaan kemandirian 
Pembinaan kemandirian yang ada di 
Lapas Klas IIA Yogyakarta adalah : 
1) Pembinaan kemandirian 
keterampilan 
Wujud dari pembinaan ini adalah 
membatik, merajut, tangan dari 
monte, membuat tas dan memainkan 
alat musik. Keterampilan ini 
dilakukan setiap hari oleh para 
narapidana untuk mengisi waktu 
sehari-hari mereka. Kegiatan ini 
dilakukan di lingkungan Lapas 
khusus wanita.   
2) Pembinaan kemandirian 
pelatihan/diklat 
Kegiatan diklat/ pelatihan 
dilaksanakan jika Lapas Klas IIA 
Yogyakarta memiliki anggaran untuk 
melaksanakan kegiatan. Namun 
apabila pihak Lapas tidak memiliki 
anggaran maka pelatihan/ diklat tidak 
dilaksanakan. 






keterampilan membatik, merajut, 
tangan dari monte, membuat tas 
dan memainkan alat musik. 
Keterampilan ini dilakukan 
setiap hari oleh para narapidana 
untuk mengisi waktu sehari-hari 
mereka. Kegiatan ini dilakukan 
di lingkungan Lapas khusus 
wanita.   
2) Pembinaan kemandirian 
pelatihan/diklat 
Kegiatan ini dilaksanakan 
apabila Lapas Klas IIA 
Yogyakarta memiliki anggaran 
untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut. Apabila pihak Lapas 
tidak memiliki anggaran tersebut 
maka pelatihan maupun diklat 
tidak dilaksanakan. 
3) Pembinaan kemandirian kegiatan 
kerja 
Kegiatan pembinaan 
kemandirian kegiatan kerja di 
Lapas Klas IIA Yogyakarta 
sangat bervariasi mbak. Antara 
lain kegiatan kerja adalah 
Kegiatan pembinaan kemandirian 
kegiatan kerja di Lapas Klas IIA 
Yogyakarta sangat bervariasi. Antara 
lain adalah kegiatan membatik, 
membuat kerajinan dari monte, 
membuat tas belanja, melukis, 
bengkel, membuat bantal dari 
dacron, salon potong rambut, 
laundry, membuat sandal dari kain 
batik, membuat tas belanja, membuat 
tas rajut, membuat keset, membuat 
kerajinan kayu yang dibentuk kapal, 
membuat kursi (meubel) dan 
pertanian. 
Kegiatan bersifat produksi. 
Narapidana bekerja apabila mendapat 
orderan dari luar Lapas. Pihak lapas 
membuat kerjasama dengan batik 
Margaria untuk memasarkan hasil 
kerajinan membatik. Apabila ada 
pameran maka pihak lapas akan 
memamerkan hasil narapidana di 
ruang pameran dan apabila ada event 
maka pihak Lapas akan memamerkan 
hasil karya narapidana.  
Hasil penjualan produk yang 
dikerjakan oleh narapidana akan 
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kegiatan membatik, membuat 
kerajinan dari monte, membuat 
tas belanja, melukis, bengkel, 
mmembuat bantal dari dacron, 
salon potong rambut, laundry, 
membuat sandal dari kain batik, 
membuat tas belanja, membuat 
tas rajut, membbuat keset, 
membuat kerajinan kayu yang 
dibentuk kapal, membuat kursi 
(meubel) dan pertanian. 
Kegiatan di atas bersifat 
produksi, para narapidana 
bekerja apabila mendapat 
orderan dari luar Lapas. Dalam 
hal ini pihak lapas juga membuat 
kerjasama dengan batik Margaria 
mbak untuk memasarkan hasil 
kerajinan membatik. Selain itu, 
hasil-hasil karya para narapidana 
akan dipamerkan di ruang 
pameran dan apabila ada event 
maka pihak Lapas akan 
memamerkan hasil karya 
narapidana itu. 
Hasil dari penjualan produk yang 
dikerjakan oleh narapidana tentu akan 







dibagi rata antara pihak Lapas dan 
narapidana itu sendiri” 
2 Bapak DD : 
Tujuannya untuk memeperbaiki individu 
itu sendiri. Anak-anak harus keluar dari 
lapas dengan sikap dan perilaku yang 
sesuai dengan norma serta aturan 
hukum. Selain itu mereka juga harus 
memiliki bekal hidup yang berupa 
keterampilan kerja mbak. 
 
Tujuan dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah memperbaiki 
individu. Narapidana harus bebas dari 
lapas dengan sikap dan perilaku yang 
sesuai dengan norma serta aturan hukum. 
Narapidana diberikan bekal hidup berupa 
keterampilan kerja. 
 
3 Bapak KA : 
Semua kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan yang ada tujuannya 
adalah mengentaskan warga binaan. 
Narapidana yang melakukan 
pelanggaran hukum akan mendapatkan 
perlakuan hukum berupa sanksi denda 
maupun kurungan badan. Masyarakat 
yang telah mendapatkan jatuhan 
hukuman masuk lembaga 
pemasyarakatan tentu di dalam sini akan 
dibina dan dibimbing. Pembinaan yang 
diberikan kepada mereka bertujuan 
untuk menjadikan mereka sebagai warga 
negara yang taat pada aturan dan hukum 
yang berlaku dinegara kita ini. Lembaga 
pemasyarakat bukan  hanya tempat 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bertujuan untuk mengentaskan warga 
binaan. Narapidana memperoleh 
perlakuan hukum berupa sanksi denda 
maupun kurungan badan. Narapidana 
yang ada di lapas harus dibina dan 
dibimbing. Pembinaan diberikan untuk 
menjadikan narapidana sebagai warga 
negara yang taat hukum. lembaga 
pemasyarakat bukan hanya tempat untuk 
menghukum melainkan tempat untuk 
membina dan perbaikan diri. Dengan 
membekali narapidana keterampilan 
kerja, rohani, jasmani maupun intelektual 
merupakan wujud mengentaskan 
narapidan. Jadi tujuan dari kebijakan 
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untuk menghukum mereka yang 
melakukan kejahatan namun, lembaga 
pemasyarakat merupakan tempat untuk 
membina masyarakat ataupun perbaikan 
atau treatment. Berbeda dengan penjara, 
pandangan saya penjara lebih ke 
punisment. Kata yang pas menurut saya, 
dengan membekali mereka keterampilan 
kerja, rohani, jasmani maupun 
intelektual itu semuanya buat saya 
adalah mengentaskan. Nggak tau kalau 
untuk orang lain. Jadi tujuan pembinaan 
dan pembimbingan adalah 
mengentaskan narapidana 
 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
mengentaskan narapidana. 
 
4 Bapak DH : 
Tujuannya baik mbak, yaitu menjadikan 
narapidana yang jauh lebih baik dari 
sebelumnya. Pembinaan ini bertujuan 
untuk mengubah sikap dan pribadi 
narapidana menjadi baik sehingga 
mereka tidak akan mengulangi 






Tujuan dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah menjadikan 
narapidana menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Sehingga, narapidana tidak 






Apa saja sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
“Dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, Lapas Klas IIA 
Yogyakarta memiliki berbagai fasilitas 
dan sarana bagi para warga binaan mbak. 
Sejauh ini pihak Lapas selalu 
mengusahakan agar semua warga binaan 
memperoleh hak yang sama di sini. Di 
Lapas ini ada masjid, gereja, 
perpustakaan, balai pengobatan yang 
dapat digunakan untuk warga binaan 
ketika sedang sakit. Balai pengobatan 
sendiri ada beberapa dokter, perawat dan 
apoteker. Balai pengobatan yang ada 
disini bisa dikatakan seperti puskesmas 
maupun klinik. Balai pengobatan ada 
disamping gedung ini mbak, nanti bisa 
dilihat bagaimana sarana dan prasarana 
yang ada disini. Selain itu, kami 
memiliki bengkel kerja sebagai tepat 
Dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, Lapas Klas IIA 
Yogyakarta memiliki fasilitas dan sarana 
bagi para warga binaan. Pihak Lapas 
berusaha agar semua warga binaan 
memperoleh hak yang sama. Lapas Klas 
IIA Yogyakarta memiliki masjid, gereja, 
perpustakaan, balai pengobatan, lapangan 
olahraga, pekarangan, tempat daur ulang 
dan blok tahanan. Balai pengobatan 
terdapat beberapa dokter, perawat dan 
apoteker. Selain itu, lapas Klas IIA 
Yogyakarta memiliki bengkel kerja 
sebagai tempat melaksanakan bimbingan 
kerja. Dibengkel kerja terdapat peralatan-
peralatan yang mendukung kegiatan 
narapidana.  
Sumber daya yang dimiliki oleh 
Lembaga pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta adalah : 
1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang 
ada di dalam pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah 
petugas pemasyarakatan 
yang berupa wali 
pemasyarakatan, pembina 
dan pembimbing serta 
narapidana. 
2. Sarana dan Prasarana 
Saran dan prasarana yang 
ada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta adalah masjid, 




melaksanakan bimbingan kerja setiap 
harinya oleh para warga binaan. 
Dibengkel kerja terdapat peralatan-




tempat daur ulang, bengkel 
bimbingan kerja dan blok 
tahanan. 






2 Bapak DD : 
Pembinaan dan pembimbingan perlu 
melibatkan beberapa tokoh, sumber daya 
manusia sendiri yang terlibat langsung 
adalah narapidananya sendiri karena 
sasaran dari pembinaan dan 
pembimbingan ini adalah 
narapidananya, yang selanjutnya adalah 
pembina. Pembinaan dan pembimbingan 
juga membutuhkan sarana, antara lain 
ada masjid, gereja, ada tempat kerja 
untuk bimbingan kerja, lapangan 
olahraga, aula pelatihan, ada balai 
pengobatan semacam puskemas, dan 
lainnya. 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
menggunakan sumber daya manusia dan 
sarana prasarana. Sumber daya manusia 
yang ada dalam pelaksanaan pembinaan 
dan pembimbingan adalah narapidana dan 
pembina. Sarana prasarana yang 
digunakan adalah masjid, gereja, bengkel 
kerja untuk bimbingan kerja, lapangan 
olahraga, aula pelatihan, balai pengobatan 
dan lainnya. 
3 Bapak KA : 
Sumber daya manusia yang digunakan 
untuk melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah Petugas 
Pemasyarakatan,wali pemasyarakatan,  
BAPAS, warga binaan, dan pihak ketiga. 
Sumber daya manusia dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah petugas 
pemasyarakatan, wali pemasyarakatan, 
BAPAS, warga binaan dan pihak ketiga. 
Pihak ketiga adalah pihak yang diminta 
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Pihak ketiga disini adalah pihak yang 
diajak untuk bekerja sama dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan dan masyarakat. 
Sedangkan sumber dana, semua lapas 
menggunakan APBN. 
 
melakukan kerja sama dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan. Sumber dana 
menggunakan dana APBN.  
4 Bapak YN : 
Pembinaan dan pembimbingan 
menggunakan APBN dalam 
pelaksanaannya. Semua Lapas pasti 
menggunakan APBN, dari anggaran 
tersebut juga menyebabkan sarana dan 
prasarana masih ada yang dirasa kurang. 
Sumber daya manusianya ya narapidana 
dan pembina maupun pembimbing. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
menggunakan APBN dalam 
pelaksanaannya. APBN digunakan untuk 
pengadaan sarana prasarana, namun 
demikian sarana prasarana di Lapas Klas 
IIA Yogyakarta masih kurang. Sumber 
daya manusia dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah narapidana, pembina dan 
pembimbing. 
 
5 Bapak DH : 
Pembinaan dan pembimbingan 
merupakan kegiatan dalam membina 
narapidana dan yang membina adalah 
petugas pemasayarakatan atau wali 
pemasayarakatnya. Dalam membina 
tentu ada kegiatan, kegiatan tersebut 
adalah kegiatan yang ada dibengkel kerja 
dan lingkungan lapas ini. Ada 
pembinaan rohani dan jasmani. Fasilitas 
Pembinaan dan pembimbingan adalah 
kegiatan membina narapidana dan yang 
membina adalah petugas pemasyarakatan 
atau wali pemasyarakatan. Pelaksanaan 
pembinaan tentu ada kegiatan. Kegiatan 
tersebut adalah kegiatan yang ada di 
bengkel kerja dan lingkungan lapas. Ada 
pembinaan rohani dan jasmani. Fasilitas 
dan sarana prasaran dibutuhkan dalam 
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dan sarana prasarana dibutuhkan dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 




Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Agen pelaksana dari pembinaan dan 
pembimbingan adalah wali 
pemasyarakatan, petugas 
pemasyarakatan, BAPAS, warga binaan 
atau narapidana dan pihak ketiga yang 
diajak kerjasama dalam melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan. Sebagai 
contoh dari pihak ketiga, kami 
melakukan kerjasama dengan LKBH 
untuk melaksanakan pengajian rutin 
setiap hari Selasa untuk warga binaan 
perempuan, batik Margaria itu kami 
bekerja sama dalam hal membatik. 
Narapidana ada yang membuat sandal 
batik dan tas kertas batik yang biasanya 
digunakan toko Margaria. Selain itu 
adalah LSM dan Disdik. Jadi di lembaga 
Pelaksana dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah wali 
pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, 
BAPAS.  
 
Agen pelaksana dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbigan 
adalah : wali pemasyarakatan, 
petugas pemasyarakatan, BAPAS. 
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pemasyarakatan itu setiap narapidana 
memiliki wali pemasyarakatan. Seperti 
kayak disekolahkan setiap anak 
memiliki wali kelas, disinipun begitu 
pula. Narapidana harus selalu 
didampingi dan dipantau selama berada 
disini”. 
 
2 Bapak DD: 
Pelaksana maupun agen pelaksana dari 
pembinaan dan pembimbingan disini  
adalah pembina yang bisa disebut wali 
pemasyarakatan maupun petugas 
pemasyarakatan sendiri, narapidana dan 
pihak luar yang berkaitan dengan 
pembinaan dan pembimbingan. 
 
Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan di lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
adalah petugas pemasyarakatan. Petugas 
pemasyarakatan  yang menjadi agen 
pelaksana dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah wali 
pemasayrakatan dan pembina. 
3 Bapak KA : 
seperti yang telah saya jelaskan 
sebelumnya, pembinaan dan 
pembimbingan sebenarnya ada tiga pilar 
pelaksananya, yaitu pembina, 
masyarakat dan narapidana. Seperti 
lembaga pemerintah Diknas maupun 
pengusaha seperti Margaria. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
memiliki tiga pilar pelaksana, yaitu 
pembina, masyarakat dan narapidana.  
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4 Bapak YN : 
Pembina, pembimbing, warga binaan 
dan masyarakat maupun lembaga yang 
bekerja sama dengan pihak Lapas mbak.  
 
Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan adalah pembimbing, 
pembina. 
5 Bapak DH : 
petugas pemasyarakatan, wali 
pemasyarakatan yang menyandang 
sebagai pembina, narapidana dan pihak 
ketiga yang bekerja sama dengan kami. 
Biasanya pihak ketiga diajak bekerja 
sama dalam melaksanakan pelatihan 
handicraft maupun pemasarannya. 
 
Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan adalah petugas 
pemasyarakatan, wali pemasyarakatan, 
pembina. 
 
Bagaimana peran masing-masing dari agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Tentunya setiap pihak yang 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan memiliki tugas dan 
kewajiban masing-masing. Pelaksana 
inti adalah warga binaan (narapidana) 
yang melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan, mereka bekerja dan 
Setiap pihak yang melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan memiliki 
tugas masing-masing. Pelaksana inti yaitu 
petugas pemasyarakatan. Petugas 
pemasyarakat ada yang menjadi seorang 
wali pemasyarakatan. Wali 
pemasyarakatan bertugas membina dan 
membimbing narapidana agar menjadi 
Peran dari masing-masing agen 
pelaksana adalah : 
 
Petugas Pemasyarakatan : 
membina dan membimbing warga 
binaan dalam melaksanakan 




melaksanakan tugas mereka sehari-
harinya. Baik itu pekerjaan yang ada 
dibengkel maupun berkerja seperti 
bersih-bersih sekarang ini. Kegiatan ini 
(bersih-bersih) merupakan bagian dari 
pembinaan dan pembimbingan. Selain 
itu mereka juga melakukan olahraga dan 
ibadah. Pelaksana seperti saya yaitu wali 
pemasyarakatan, kami bertugas 
membina dan membimbing narapidana 
agar menjadi warga negara yang lebih 
baik dan memiliki kepribadian serta 
keterampilan yang unggul. Yang 
selanjutnya adalah pihak ketiga yang 
diajak untuk bekerja sama. Pihak ketiga 
disini bertugas mendampingi dan 
membantu kegiatan mereka. Seperti 
LKBH sendiri, setiap minggunya 
mengisi pengajian rutin untuk para 
narapidana, batik Margaria merupakan 
tempat memasarkan produk-produk 
batik yang diproduksi oleh narapidana. 
Disdik juga berkerja sama dengan Lapas 
sini guna melaksanakan program kejar 
paket”. 
 
warga negara yang lebih baik dan 
memiliki kepribadian serta keterampilan 
yang unggul. BAPAS bertugas untuk 
membimbing dan memberi penilaian 
narapidana. 
 
Wali pemasyarakatan :  membina 
dan membimbing narapidana 
 
BAPAS : membimbing dan 
memberikan penilaian narapidana.  
 
2 Bapak DD : Peran pembina dan pembimbing adalah 
membina dan membimbing narapidana 
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Peran dari pembina dan pembimbing 
adalah membina dan  membimbing 
narapidana menjadi lebih baik dan bisa 
kekehidupan masyarakat dengan baik. 
Narapidana berperan melaksanakan 
kegiatan yang mereka minati dan suka. 
Pihak ketiga seperti dinas pendidikan, 
mereka melaksanakan pendidikan di 
Lapas, ada yang mengikuti kejar paket. 
Dulu disini ada perkuliahan lho mbak. 
Pernah meluluskan sarjana juga, sarjana 
ekonomi kalau tidak salah. Namun 
sekarang sudah ndak ada lagi karena ada 
beberapa permasalahan. 
 
menjadi lebih baik dan dapat masuk ke 
lingkungan masyarakat. 
 
3 Bapak KA : 
pembina adalah Petugas Pemasyarakatan 
yang membina warga binaan untuk 
menjadi lebih baik, warga binaan 
berperan melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan tersebut, masyarakat 
ataupun pihak ketiga memiliki peran 
sebagai pihak yang diajak guna 
melakukan kerja sama 
 
Pembina merupakan petugas 
pemasyarakatan yang bertugas untuk 
membina warga binaan agar menjadi lebih 
baik. 
4 Bapak YN : 
sebagai seorang pembina 
pemasyarakatan maka saya mengawasi 
Tugas dari seorang pembina 
pemasyarakatan adalah mengawasi 
kegiatan yang dilakukan oleh narapidana. 
164 
 
bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh 
narapidana. Selain itu juga harus 
mengarahkan narapidana kearah yang 
baik. Sedangkan  Narapidana melakukan 
pekerjaan yang mereka minati. Di dalam 
melakukan kerja ini, pihak lapas 
melakukan kerja sama dengan pihak 
luar. Pihak luar tersebut diantaranya 
LSM dan Depag. 
 
Pembina juga bertugas mengarahkan 
narapidana menuju kearah yang baik. 
5 Bapak DH : 
Kami (petugas pemasyarakatan) yang 
bertugas membina dan memantau 
perkembangan mereka, dan yang 
mendukung serta yang melatih mereka 
adalah pihak ketiga maupun lembaga 
masyarakat. Mereka bekerja seperti itu 
karena ada permintaan dari masyarakat 
sehingga peran dari masyarakatpun 
besar disini. 
 
Petugas pemasyarakatan bertugas 
membina dan memantau perkembangan 
narapidana. 
 




Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
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1 Ibu KD : 
Setiap kegiatan yang dilakukan di Lapas 
tentunya sudah ada prosedur maupun 
aturan pelaksanaannya tersendiri, di 
dalam Lapas ini ada struktur oragnisasi 
yang mengaturnya. Pembinaan dan 
pembimbingan juga sudah ada alurnya. 
Kalapas memberi perintah lalu bagian-
bagian dibawahnya yang melaksanakan. 
Seperti pembinaan dan pembimbingan 
nanti ada Kepala seksinya dan akan 
dilaksanakan sesuai alur perintahnya. 
Kebijakan ini kan dibuat dari pemerintah 
pusat, pihak lapas hanya tinggal 
melaksanakan saja. Namun, dalam 
melaksanakan dibutuhkan pelaksana 
kebijakan. Pembinaan dan 
pembimbingan dimasukkan kedalam 
binapi. Petugas pemasyarakatan yang 
berada dibagian tersebut mendapatkan 
tugas pokok dan fungsi. Penjabaran 
tugas dilakukan oleh kepala lapas dan 
tugas harus dibagi rata di dalam bagian 
binapi itu. Biasanya ada rapat guna 
membahas tugas-tugas itu. 
 
 
Setiap kegiatan memiliki  prosedur 
maupun aturan pelaksanaannya. Di 
dalamLapas Klas IIA Yogyakarta terdapat 
struktur organisasi yang mengatur. 
Pembinaan dan pembimbingan memiliki 
alur tersendiri. Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai penanggung 
jawab Lapas, memberi perintah dan 
bagian-bagian dibawahnya yang 
melaksanakan. Seperti pembinaan dan 
pembimbingan dimasukan dalam seksi 
Binapi, seksi Binapi memiliki Kepala 
seksinya dan akan dilaksanakan sesuai 
alur perintahnya. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dirumuskan oleh pemerintah pusat, pihak 
lembaga pemasyarakat adalah pihak yang 
melaksanakan. Petugas pemasyarakatan 
memiliki tugas pokok dan fungsi. 
Penjabaran tugas dilakukan oleh kepala 
lapas dan tugas dibagi rata di setiap seksi, 
termasuk seksi binapi. Penjabaran tugas 
dilakukan di dalam rapat. 
Komunikasi yang dilakukan dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan didasarkan pada 
struktur organisasi. Kalapas 
sebagai penanggung jawab 
kegiatan memberikan perintah lalu 
bagian dibawahnya yang 
melaksanakan. Pembinaan dan 
pembimbingan sudah dimasukan 
kedalam seksi Binapi. 
Kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dirumuskan oleh 
pemerintah pusat, pihak lembaga 
pemasyarakat adalah pihak yang 
melaksanakan. Petugas 
pemasyarakatan memiliki tugas 
pokok dan fungsi. Penjabaran 
tugas dilakukan oleh kepala lapas 
dan tugas dibagi rata di setiap 
seksi, termasuk seksi binapi. 




2 Bapak DD : 
Dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan tentu ada arahan dari 
Kepala Lapas, selanjutnya setiap 
kegiatan ada bagian/seksi yang 
menaungi. Namun pembinaan seperti ini 
kan tugas dari petugas pemasyarakatan 
sehingga pembinaan dilaksanakan sesuai 
dengan aturan yang ada. 
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan diarahkan oleh kepala 
lembaga pemasyarakatan. setiap kegiatan 
memiliki bagian/seksi yang mewadahi. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 
berlaku dan merupakan tugas dari petugas 
pemasyarakatan. 
3 Bapak KA : 
komunikasi atau arahan semua sudah 
diatur di struktur organisasi, struktur 
organisasi menjelaskan bagaimana tugas 
dan kewenangan dari kami. Pembinaan 
dan pembimbingan sudah ada yang 
membawahi yaitu bidang Binapi. Semua 
kegiatan tentu ada perintah dan arahan 
dari kepala lapas 
 
Dalam struktur organisasi terdapat alur 
komunikasi dan arahan. Struktur 
organisasi menggambarkan penjabaran 
tugas dan kewenangan dari masing-
masing petugas pemasyarakatan. binapi 
merupakan bagian yang menaungi 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Kepala lembaga 
pemasyarakatan mengarahkan kegiatan 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
4 Bapak DH : 
arahan melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan sudah ada alurnya. Nanti 
lihat saja struktur organisasi. Pembinaan 
warga binaan dibawahi bagian Binapi. 
Binapi bertanggung jawab akan 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan memiliki alur 
pelaksanaannya. Hal tersebut terdapat di 
struktur organisasi. Kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan dibawahi oleh bagian 
binapi. Binapi bertanggung jawab akan 
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pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. Petugas pemasyarakat 
dan narapidana akan melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan sesuai 
dengan tat tertib yang ada. 
 
pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. Petugas pemasyarakatan 
dan narapidana melaksanakan pembinaan 
dan pembimbingan sesuai dengan tata 
tertib yang berlaku. 
5 Bapak IY : 
Sosialisasi mengenai kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sendiri 
belum ada, namun adanya sosialisasi 
tugas pokok dan fungsi dari kami 
petugas pemasyarakatan yang 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan ini. Nanti kalau ada 
penambahan atau perubahan tugas juga 
diadakan briefing untuk membahas 
perubahan tersebut. 
 
Sosialisasi tentang kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan tidak ada. Sosialisasi 
yang dilakukan oleh pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
adalah sosialsasi penjabaran tugas pokok 
dan fungsi petugas pemasyarakatan. 
perubahan tugas pokok dan fungsi petugas 
pemasyarakatan dilakukan dengan metode 
rapat. 
 
Siapa yang melaksanakan proses komunikasi untuk mensosialisasikan PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan ?  
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Proses sosialisasi PP No. 31 tahun 1999 
tentang pembinaan dan pembimbingan 
WBP dilakukan oleh pemerintah sendiri 
Proses sosialisasi PP No. 31 tahun 1999 
tentang pembinaan dan pembimbingan 
WBP dilakukan oleh pemerintah dan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan 
sesuai arahan dan sosialisasi dari 
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dan pihak Lapas hanya tinggal 
melaksanakan kebijakan dan peraturan 
tersebut. 
 
pihak Lapas melaksanakan kebijakan dan 
peraturan tersebut. 
pemerintah. Sehingga pihak Lapas 
Klas IIA Yogyakarta menjalankan 
kebijakan tersebut sesuai pedoman 
yang ada.  
2 Bapak IY : 
Pemerintah pusatlah yang melaksanakan 
itu semua mbak. 
 
Sosialisasi kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat. 
 
Apakah ada penolakan dari pihak lapas Klas IIA Yogyakarta mengenai kebijakan ini ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, pihak Lembaga 
Pemasyarakatan tidak dapat menolak 
dan justru melaksanakan kebijakan 
tersebut. termasuk kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan. 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta tidak melakukan penolakan 
terhadap kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah. 
Tidak ada penolakan terhadap 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta. 
2 Bapak KA : 
Dari pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta tidak pernah 
melakukan penolakan terhadap 
kebijakan ini. 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta tidak melakukan penolakan 
terhadap kebijakan pembinaan dan 








Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam melakukan 
kerja sama dengan pihak ketiga ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
jadi seperti ini mbak, kita memang 
melakukan kerja sama dengan LKBH, 
diknas, pengusaha Margaria dan 
lembaga lainnya. Bentuk komunikasi 
dari kerja sama ini adalah dengan 
membuat MOU yang biasanya tiga tahun 
perjanjian pelaksanaannya, setelah tiga 
tahun nanti bisa diperpanjang lagi. 
Apabila ada pihak ketiga yang ingin 
bekerja sama, mereka dapat membuat 
MOU itu syaratnya. Apabila insidental 
seperti kamu ini mbak, ataupun pihak 
masyarakat yang ingin bekerja sama 
dengan kami, bisa mengajukan surat izin 
melalui kanwil. Dan yang terakhir 
adalah ajakan pribadi. Apabila ada 
mahasiswa yang ingin menjadi tutor 
kejar paket, mahasiswa biasanya dapat 
menjadi tutor untuk kejar paket. 
Lembaga pemasyarakatan melakukan 
kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak 
ketiga adalah masyarakat, pengusaha, 
LSM dan lembaga pemerintah. Bentuk 
kerja sama dilakukan dengan syarat 
membuat MOU selama tiga tahun 
perjanjian pelaksanaannya. Perjanjian 
dapat diperpanjang apabila masih 
mengehendaki untuk bekerja sama. Kerja 
sama insidental dapat dilakukan dengan 
persyaratan surat dan kantor wilayah. 
Bentuk komunikasi untuk melakukan 
kerja sama yang terakhir adalah ajakan 
pribadi. Bentuk ini dapat dilakukan dalam 
kerja sama menjadi tutor kejar paket bagi 
mahasiswa yang ingin menjadi tutor kejar 
paket. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta melakukan kerja 
sama dengan masyarakat, 
pengusaha, LSM dan lembaga 
pemerintah. Pesyaratan yang 
dibutuhkan untuk melakukan kerja 
sama adalah membuat MOU 
selama tiga tahun, surat dari kantor 
wilayah dan adanya ajakan pribadi 
dari pihak lapas. Ajakan pribadi 
biasanya dilakukan untuk menjadi 
tutor kegiatan kejar paket di 




Biasanya pak KA itu suka mengajak 
mahasiswa. 
 




Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Dilapas sini tidak ada aktivitas 
pengukuhan mengenai kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Biasanya ya mbak, pengesahan itu 
dilaksanakan di pusat jadi pihak lapas 
hanya melaksanakan kebijakan yang 
dikeluarkan. 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta tidak melakukan aktivitas 
pengukuhan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Aktivitas pengukuhan 
kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta tidak melakukan 
aktivitas pengukuhan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Aktivitas pengukuhan kebijakan 
dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat. Aktivitas pengukuhan 
dilakukan oleh presiden Republik 
Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf 
Habibie pada 7 Mei 1999 di 
Jakarta. 
2 Bapak IY : 
Jadi begini, kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dikukuhkan atau 
disahkan oleh pemerintah pusat. Selama 
saya bekerja disini, 17 tahun lalu, dilapas 
tidak ada aktivitas pengukuhan 
mengenai kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Coba nanti lihat di PP 
No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan 
dan pembimbingan. 
 
Aktivitas pengukuhan kebijakan 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta tidak melaksanakan aktivitas 
pengukuhan. Aktivitas pengukuhan 
dilakukan oleh presiden Republik 
Indonesia yaitu Bacharuddin Jusuf 






Apa saja syarat menjadi seorang pembina dan pembimbing untuk melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan di Lapas Klas IIA Yogyakarta ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Syarat menjadi seorang pembina dan 
pembimbing yang paling utama adalah 
petugas pemasyarakatan. Namun untuk 
menjadi wali pemasyarakatan harus 
masa kerja minimal lima tahun, 
golongan 3B dan ada SK penunjukan”. 
 
Syarat menjadi seorang pembina dan 
pembimbing yang utama adalah petugas 
pemasyarakatan. Namun untuk menjadi 
wali pemasyarakatan harus masa kerja 
minimal lima tahun, golongan 3B dan SK 
penunjukan. 
Syarat menjadi pembina, 
pembimbing dan pendidik adalah : 
a. Merupakan petugas 
pemasyarakatan 
Wali pemasyarakatan : 
a. Merupakan petugas 
pemasyarakatan 
b. Golongan III B 
c. Memiliki SK penunjukan 2 Bapak DD : 
Sebenarnya yang dimaksudkan pembina 
dan pembimbing disini adalah kami ini 
para petugas pemasyarakatan. Setiap 
petugas pemasyarakatan memiliki tugas 
untuk mendidik dan membina para 
warga binaan. Jadi syarat menjadi 
pembina dan pembimbing ya harus 
menjadi petugas pemasyarakatan 
dahulu. 
 
Pembina dan pembimbing merupakan 
petugas pemasyarakatan. setiap petugas 
pemasyarakatan bertugas untuk mendidik 
dan membina warga binaan. Sehingga, 
untuk dapat menjadi seorang pembina dan 
pembimbing maka harus menjadi anggota 
petugas pemasyarakatan terlebih dahulu. 
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3 Bapak KA : 
persyaratan untuk bisa menjadi pembina 
dan pembimbing adalah harus menjadi 
petugas pemasyarakatan terlebih dahulu. 
Selain itu harus golongan 3B apabila 
wali pemasyarakatan. Masa kerjanya 5 
tahun dan ada SK penunjukan. 
 
Persyaratan untuk dapat menjadi pembina 
dan pembimbing adalah menjadi petugas 
pemasyarakatan. persyaratan untuk dapat 
menjadi wali pemasyarakatan adalah 
minimal golongan 3B, masa kerja minimal 
adalah lima tahun dan memiliki SK 
Penunjukan. 
4 Bapak YN : 
pembina dan pembimbing itu 
sebenarnya adalah petugas 
pemasyarakatan. Jika ingin menjadi wali 
pemasyarakatan harus ada SK 
penunjukan dan minimal kerja lima 
tahun mbak. Kalau hanya ingin menjadi 
petugas pemasyarakatan harus 
mendaftar seleksi menjadi petugas 
pemasyarakatan. 
 
Pembina dan pembimbing adalah petugas 
pemasyarakatan. persyaratan untuk dapat 
menjadi wali pemasyarakatan maka harus 
memiliki SK Penunjukan dan masa kerja 
minimal lima tahun. Persyaratan untuk 
dapat menjadi petugas pemasyarakatan 
adalah mendaftar seleksi petugas 
pemasyarakatan. 
5 Bapak DH : 
syarat menjadi pembina dan 
pembimbing adalah anggota dari petugas 
pemasyarakatan yang ditunjuk untuk 
membina dan membimbing narapidana. 
Biasanya ada itu mbak, wali 
pemasyarakatan seperti Ibu KD. Atau 
kalau nggak yang ada dibengkel kerja itu 
pasti membimbing narapidana. 
Syarat menjadi pembina dan pembimbing 








Apakah ada syarat kualifikasi akademik untuk menjadi seorang pembina dan pembimbing ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
“Tidak ada syarat kualifikasi akademik 
mbak. Jadi jangan dibayangkan bahwa 
pembina dan pembimbing itu sama 
kayak yang ada disekolah. Pembinaan 
dan pembimbingan yang dilaksanakan 
oleh petugas pemasyarakatan maupun 
wali pemasyarakatan tidak sama dengan 
seorang guru maupun dosen yang harus 
memiliki syarat kualifikasi akademik”. 
 
Tidak ada syarat kualifikasi akademik. 
Pembina dan pembimbing tidak sama 
dengan seorang guru maupun dosen yang 
harus memiliki syarat kualifikasi 
akademik. 








Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
“Di Lapas Klas IIA Yogyakarta ada 
banyak program pembinaan dan 
Di Lapas Klas IIA Yogyakarta terdapat 
program pembinaan dan pembimbingan 
yang dilaksanakan, antara lain adalah 
Program yang dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta adalah : 
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pembimbingan yang dilaksanakan, 
antara lain adalah upacara setiap dua 
minggu sekali maupun hari tertentu, 
senam, olahraga, pengajian, tadarus, 
membaca iqro dan Al-Quran, shalat 
berjamaah, kegiatan lainnya yang ada 
dibengkel bimbingan kerja seperti yang 
saya sebutkan diawal tadi. Jadi 
dibengkel kerja itu ada beberapa bagian 
kerja mbak, diantaranya ada menjahit, 
menyablon, melukis, membuat 
kerajianan tangan seperti kapal hias, jam 
dinding dan lainnya, laundry, meubel, 
membuat tas keranjang plastik, 
menyortir, peternakan, pertanian, 
membuat keset, membuat tas dari monte, 
merajut, membatik, membuat sandal 
batik, membuat tas belanja dari kertas 
batik, membuat bantal dan guling dari 
dakron dan yang paling baru adalah 
membuat blangkon”. 
 
upacara setiap dua minggu sekali maupun 
hari tertentu, senam, olahraga, pengajian, 
tadarus, membaca iqro dan Al-Quran, 
shalat berjamaah dan kegiatan yang 
berada dibengkel bimbingan kerja, seperti 
menjahit, menyablon, melukis, membuat 
kerajianan tangan seperti kapal hias, jam 
dinding dan lainnya, laundry, meubel, 
membuat tas keranjang plastik, menyortir, 
peternakan, pertanian, membuat keset, 
membuat tas dari monte, merajut, 
membatik, membuat sandal batik, 
membuat tas belanja dari kertas batik, 
membuat bantal dan guling dari dakron 
dan yang paling baru adalah membuat 
blangkon. 
a. Upacara setiap dua minggu 
sekali maupun hari tertentu 
b. Senam dan olahraga 
c. Pengajian rutin 
d. Tadarus 
e. Membuatkapal hias 









m. Membuat blangkon 
n. Membuat keset 
o. Membuat tas dari monte 
p. Merajut 
q. Membatik 
r. Membuat sandal batik 
s. Membuat bantal dan guling 
dari drakon. 
t. Pelatihan pembuatan 
blangkon 
2 Bapak DD : 
di Lapas Wirogunan (Lapas Klas II A 
Yogyakarta) banyak kegiatan maupun 
program yang dilaksanakan sebagai 
wujud dari pembinaan dan 
pembimbingan. Disini rutin melakukan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta memiliki banyak kegiatan 
yang dilaksanakan sebagai wujud dari 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan. 
Di Lembaga Pemasyarakatan las IIA 
Yogyakarta rutin melakukan kegiatan 
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kegiatan keagamaan. Selain itu ada kerja 
kemandirian. Nanti kalau kamu sudah 
masuk kedalam bakal menemukan 
tempat kerja mereka. Di dalam anak-
anak ada yang merajut, menjahit, 
membatik, membuat kursi, membuat 
lukisan dan masih banyak lagi. 
 
keagamaan, kerja kemandirian. Di dalam 
Lembaga pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta terdapat kegiatan merajut, 
menjahit, membatik, membuat kursi, 
membuat lukisan dan lainnya. 
3 Bapak KA : 
Ada banyak kegiatan disini. Ada meubel, 
membuat tas belanja, tas kertas batik, 
membuat keset, membuat bantal, ada 
menjahit, menyablon dan kegiatan 
lainnya. Nanti bisa dilihat sendiri di 
bengkel bimbingan kerja. Dulu di sini 
ada perkuliahan mbak. Kalau tidak salah 
jurusan ekonomi. Kita sempat 
meluluskan tiga narapidana yang 
bergelar sarjana ekonomi. Tapi 
perkuliahan tersebut harus terhenti 
karena adanya ketidakcocokan  antara 
kebijakan dikti dengan pemasyarakatan 
 
Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta ada meubel, 
membuat tas belanja, tas kertas batik, 
membuat keset, membuat bantal, ada 
menjahit, menyablon dan kegiatan 
lainnya. Dahulu, Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
melaksanakan kelas perkuliahan untuk 
para narapidana dan pernah meluluskan 
tiga sarjana ekonomi. Akan tetapi, 
perkuliahan harus dihentikan karena 
adanya ketidak sesuaian antara kebijakan 
Dikti dengan pemasyarakatan. 
4 Bapak YN : 
kegiatan disini banyak banget mbak. 
Pembinaan kemandirian yang terlaksana 
di bengkel kerja itu ada sablon, jahit, 
kerajinan tangan, laundry, meubel, 
Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta ada banyak. 
Pembinaan kemandirian yang ada di 
bengkel kerja adalah sablon, jahit, 
kerajinan tangan, laundry, meubel, 
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pembuatan tas plastik, batik, ini aja di 
aula ada pelatihan pembuatan blangkon 
dan masih banyak lainnya, nanti bisa 
dilihat di bengkel kerja dan blok wanita 
juga ada kegiatan pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kemandirian 
ini diberikan kepada narapidana agar 
narapidana memiliki jiwa kreatif dan 
dapat berjiwa wirausaha biar nanti 
mereka bisa wirausaha dan 
mengembangkan keterampilan yang 
mereka lakukan disini. Selain itu ada 
pembinaan shalat, ngaji itu biar mereka 
taat pada Tuhan dan lebih mencintai 
ilmu agama mereka. 
 
pembuatan tas plastik, batik. Di aula ada 
pembuatan blangkon.  
Di Blok wanita juga terdapat kegiatan 
pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kemandirian diberikan kepada narapidana 
agar narapidana memiliki jiwa kreatif dan 
berjiwa wirausaha. Selain kegiatan 
tersebut, di lembaga pemasyarakatan klas 
IIA Yogyakarta juga terdapat pembinaan 
rohani berupa shalat dan mengaji yang 
bertujuan untuk menjadikan narapidana 
taat kepada Tuhan dan lebih mencintai 
ilmu agama mereka.  
5 Bapak DH : 
kegiatan di lapas ini ada jahit, itu ada 
yang laundry, ada yang bertani dan 
berkebun, ada batik mbak di blok wanita, 
ada senam, ada olahraga seperti yang 
diluar itu, ada bersih-bersih dan kegiatan 
kerja yang ada di dalam bengkel kerja 
ini. 
 
Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta ada jahit, laundry, 
bertani, berkebun, membatik, senam, 
olahraga, bersih-bersih dan kegiatan yang 
ada dibengkel bimbingan kerja.  
 
Bagaimana implemantasi dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
d. Tahap interpretasi 
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e. Tahap pengorganisasian 
f. Tahap aplikasi 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
a. “Tahap interpretasi :  kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan (PP 
No 31 Tahun 1999) sebenarnya 
turunan dari UU No 12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan. Dari 
undang-undang tersebut di dalamnya 
tertera pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan dan dari situ 
diturunkanlah PP tersebut dan PP no 
32 tahun 1999 tentang syarat 
pembinaan dan pembimbingan warga 
binaan pemasyarakatan. Undang-
undang dan peraturan pemerintah 
dirumuskan oleh pemerintah, 
pemerintah pulalah yang 
mengesahkan dan proses sosialisasi 
dilaksanakan disana. PP no 31 tahun 
1999 sudah tetera siapa sasaran dan 
pelaku pembinaan, tentu sasaran 
utamanya adalah warga binaan itu 
sendiri. Tujuan pembinaan juga sudah 
tertera di dalam PP tersebut. Sehingga 
a. Tahap interpretasi :  kebijakan PP No 
31 Tahun 1999merupakan turunan dari 
UU No 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan. Dari undang-undang 
tersebut di dalamnya tertera 
pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan dan dari undang-
undang tersebut dijabarkan lagi 
kedalam PP 31 tahun 1999 dan PP no 
32 tahun 1999 tentang syarat 
pembinaan dan pembimbingan warga 
binaan pemasyarakatan. Undang-
undang dan peraturan pemerintah 
dirumuskan oleh pemerintah, 
pemerintah pula yang mengesahkan 
dan proses sosialisasi dilaksanakan 
disana.Di dalam PP no 31 tahun 1999 
tetera siapa sasaran dan pelaku 
pembinaan. Tujuan pembinaan juga 
sudah tertera di dalam PP tersebut. 
Sehingga semua Lembaga 
Pemasyarakatan tinggal melaksanakan 
apa yang sudah ditetapkan. 
Tahapan implementasi : 
a. Tahap interpretasi  
Menjabarkan UU No. 12 
Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan ke PP No. 31 
Tahun 1999 tentang pembinaan 
dan pembimbingan WBP serta 
PP No. 3 Tahun 1999 tentang 
syarat pembinaan dan 
pembimbingan WBP. 
b. Tahap pengorganisasian 
- Ada SOP 
- Ada struktur organisasi 
- Jadwal tidak tetap (fleksibel) 
- Anggaran dari APBN 
c. Tahap aplikasi 
Tahapan-tahapan 
pemasyarakatan ada tiga 
tahapan, diantarana adalah : 






semua Lembaga Pemasyarakatan 
tinggal melaksanakan apa yang sudah 
ditetapkan. 
b. Tahap pengorganisasian 
Untuk pengorganisasian nanti dapat 
dilihat di struktur organisasi mbak di 
kepegawaian biasanya ada kok. 
Alurnya tentu ada perintah dari 
Kalapas yang dilanjutkan dengan 
kepala seksi tertentu dan dilanjutkan 
lagi oleh petugas pemasyarakatan 
yang ditujuk. Semua kegiatan 
memiliki prosedur masing-masing. 
Seperti pembinaan dan 
pembimbingan juga memiliki SOP 
tersendiri. Nanti saya berikan SOP 
nya. 
Berbicara mengenai anggaran, semua 
kegiatan yang ada di Lapas yang 
digunakan untuk pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan 
menggunakan anggaran APBN. 
Pembinaan dan pembimbingan tidak 
bisa dijadwalkan secara sama 
serentak karena setiap masing-masng 
individu melakukan pembinaan 
kemandirian dan kepribadian secara 
berbeda. Paling hanya masalah waktu 
b. Tahap pengorganisasian 
Pengorganisasian tertera di dalam 
struktur organisasi di kantor kantor 
kepegawaian. Semua kegiatan 
memiliki prosedur masing-masing. 
Anggaran yang digunakan untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan menggunakan 
anggaran APBN. Pembinaan dan 
pembimbingan tidak bisa dijadwalkan 
secara sama serentak karena setiap 
masing-masng individu melakukan 
pembinaan kemandirian dan 
kepribadian secara berbeda.  
c. Tahap aplikasi 
Tahapan-tahapan pemasyarakatan ada 
tiga tahapan, diantarana adalah : 
1. Tahapan awal 0-1/3 masa pidana 
Pada tahapan ini ada beberapa 
tahapan lagi antara lain adalah 
Mapenalling (orientasi) mengenai 
hak dan kewajiban seorang warga 
binaan, penyuluhan mengenai HIV, 
narkoba dan lainnya, pendalaman 
agama dan kerja. 
2. Tahapan lanjut 1/3-2/3 masa 
pidana. Ditahapan ini dibagi lagi 
menjadi dua yaitu, tahapan lanjut 
c) Pendalaman agama 
d) Kerja  
2) Tahapan lanjut 1/3-2/3 masa 
pidana. 
Ada dua tahapan yaitu 
tahapan lanjut pertama dan 
tahapan lanjut kedua. 
a) Tahapan lanjut pertama 
1/3-1/2 masa pidana. 
Ditahapan ini seorang 
narapidana tidak 
diperbolehkan keluar dari 
lingkungan lapas 
b) Tahapan lanjut kedua 
adalah ½-2/3 masa pidana. 
Dalam tahapan lanjut 
kedua biasanya disebut 
dengan proses asimilasi. 




Narapidana bisa bekerja 
diluar lapas.  
3) Tahapan akhir atau setelah 
2/3 masa pidana ada program 
intergrasi. Di dalam fase ini, 
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saja yang kadang bersamaan, seperti 
pembinaan kerohanian shlat 
berjamaah, namun jika kerohaniahan 
membaca Al-Quran seperti saudara 
“A” tersebut maka tidak bisa 
dijadwalkan karena tergantung pada 
narapidananya dan walinya. 
c. Tahap aplikasi 
Tahapan-tahapan pemasyarakatan 
ada tiga tahapan, diantarana adalah : 
1. Tahapan awal 0-1/3 masa pidana 
Pada tahapan ini ada beberapa 
tahapan lagi antara lain adalah 
Mapenalling (orientasi) mengenai 
hak dan kewajiban seorang warga 
binaan, penyuluhan mengenai 
HIV, narkoba dan lainnya, 
pendalaman agama dan kerja. 
2. Tahapan lanjut 1/3-2/3 masa 
pidana. Ditahapan ini dibagi lagi 
menjadi dua yaitu, tahapan lanjut 
pertama 1/3-1/2 masa pidana. 
Ditahapan ini seorang narapidana 
tidak diperbolehkan keluar dari 
lingkungan lapas dan yang 
tahapan lanjut kedua adalah ½-2/3 
masa pidana. Dalam tahapan 
lanjut kedua biasanya disebut 
pertama 1/3-1/2 masa pidana. 
Ditahapan ini seorang narapidana 
tidak diperbolehkan keluar dari 
lingkungan lapas dan yang tahapan 
lanjut kedua adalah ½-2/3 masa 
pidana. Dalam tahapan lanjut 
kedua biasanya disebut dengan 
proses asimilasi. Proses asimilasi 
inilah narapidana melakukan 
kerjasama dengan masyarakat 
luar. Narapidana bisa bekerja 
diluar lapas.  
3. Tahapan akhir atau setelah 2/3 
masa pidana ada program 
intergrasi. Di dalam fase ini, 
narapidana masih dalam proses 
pengawasan.  




dengan proses asimilasi. Proses 
asimilasi inilah narapidana 
melakukan kerjasama dengan 
masyarakat luar. Narapidana bisa 
bekerja diluar lapas.  
3. Tahapan akhir atau setelah 2/3 
masa pidana ada program 
intergrasi. Di dalam fase ini, 
narapidana masih dalam proses 
pengawasan”. 
 
2 Bapak KA :  
Tahapan melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan ada tiga tahapan, yaitu 
tahap awal (0-1/3 masa pidana), tahap 
lanjut pertama (1/3-1/2 masa pidana), 
tahap lanjut kedua (1/2-2/3 masa pidana) 
atau biasa disebut dengan asimilasi dan 
tahap akhir (setelah 2/3 masa pidana) 
atau program integrasi. Dimasa awal (0-
1/3 masa pidana) para narapidana 
memperoleh mapenalling atau orientasi, 
ditahapan ini wali pemasyarakatnya 
melihat apakah kegiatan yang ada selaras 
dengan apa yang narapidana minati atau 
bakati. 
 
Tahapan dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan melalui 
tiga tahapan, yaitu tahapan awal (0-1/3 
masa pidana) merupakan tahapan 
pengenalan atau mapenalling. Pada 
tahapan ini, wali pemasyarakatan melihat 
minat dan bakat dari narapidana. Tahapan 
yang kedua adalah tahapan lanjut pertama 
(1/3-1/2 masa pidana) dan tahap lanjut 
kedua (1/2-2/3 masa pidana) atau disebut 
dengan asimilasi dan yang terakhir adalah 
tahapan akhir (setelah 2/3 masa pidana) 




Apa ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Adapun ukuran keberhasilan dari adanya 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dapat dilihat dari sisi 
sebagai berikut : 
1. Tidak akan mengulangi lagi 
perbuatan yang salah (residivis) 
2. Tingkat keamanan (narapidana 
yang melarikan diri). Semakin 
sedikit narapidana yang 
melakukan pelarian maka dapat 
dikatakan Lapas Klas IIA 
Yogyakarta berhasil dalam hal 
keamanan. 
Pada hakikatnya lembaga pemasyarakat 
bertujuan untuk menjadikan masyarakat 
yang melakukan kesalahan maupun 
melanggar hukum dapat menjadi warga 
negara yang beragama, bermoral, 
berilmu dan memiliki kepribadian yang 
baik”. 
 
Ukuran keberhasilan dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah : 
1. Narapidana tidak mengulangi lagi 
perbuatan yang salah (residivis) 
2. Tingkat keamanan (narapidana 
yang melarikan diri). Dengan 
berkurangnya narapidana yang 
melakukan pelarian maka dapat 
dikatakan Lapas Klas IIA 
Yogyakarta berhasil dalam hal 
keamanan. 
 
Ukuran keberhasilan dari 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dapat dilihat dari 
sisi sebagai berikut : 
1. Narapidana tidak 
mengulangi perbuatan 
yang salah (residivis) 
2. Tingkat keamanan 
(narapidana yang 
melarikan diri). Dengan 
berkurangnya narapidana 
yang melakukan pelarian 
maka dapat dikatakan 
Lapas Klas IIA Yogyakarta 





2 Bapak KA : 
Kebijakan ini bisa dikatakan berhasil 
ataupun tercapai, apabila sasaran dari 
kebijakan ini dalam hal ini adalah warga 
binaan itu sendiri tidak mengulangi 
kesalahan. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dapat dikatakan berhasil apabila warga 
binaan tidak mengulang kesalahan. 
3 Bapak DH : 
Oya jelas ada mabak untuk standar 
ukuran keberhasilan dari pembinaan dan 
pembimbingan ini. Yang pasti 
narapidana itu tidak mengulangi 
pelanggaran hukum lagi. Biasanya 
disebut residivis. 
 
Standar ukuran keberhasilan dari 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah narapidana tidak mengulangi 
pelanggaran hukum kembali (residivis). 
 
Apakah kegiatan yang diadakan merupakan wujud dari pembentukan karakter bagi narapidana ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Semua kegiatan yang diselenggarakan 
dalam mendukung terselenggaranya 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bertujuan untuk 
memperbaiki kepribadian mereka. 
Karakter merupakan kepribadian pula ya 
mbak. Sehingga pembinaan dan 
Semua kegiatan yang dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta dalam mendukung 
terselenggaranya kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bertujuan untuk 
memperbaiki kepribadian narapidana. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
ini adalah bentuk pembelajaran dalam 
Kegiatan yang dilaksanakan dalam 
mendukung  terselenggaranya 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan merupakan wujud 
dari pembentukan karakter 
narapidana. Kegiatan yang ada di 
lingkungan lembaga 
pemasyarakatan klas IIA 
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pembimbingan ini adalah bentuk 
pembelajaran dalam membentuk, 
membangun karakter dan kepribadian 
mereka. Kembali lagi pada apa tujuan 
yang hendak dicapai dari adanya 
pembinaan dan pembimbingan ini. Jadi 
harapan lapas sendiri, narapidana dapat 
keluar dari tenpat ini dengan kepribadian 
yang baru dan baik, jangan sampai malah 
tambah buruk. 
 
membentuk, membangun karakter dan 
kepribadian narapidana. 
Yogyakarta merupakan kegiatan 
yang positif. 
2 Bapak DD : 
Jelas. Semua kegiatan yang dilakukan di 
dalam lapas merupakan bentuk dari 
pembentukan karakter mereka. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
merupakan wujud dari pembentukan 
karakter narapidana. 
3 Bapak KA : 
Bisa dibilang iya, karena kegiatan-
kegiatan di dalam semuanya merupakan 
kegiatan positif dan berguna untuk 
pembentukan karakter warga binaan. 
Pembinaan kerohanian yang setiap hari 
dilakukan memiliki peran penting dalam 
membentuk karakter. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
merupakan wujud dari pembentukan 
karakter narapidana. Kegiatan yang 
berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta merupakan kegiatan yang 
positif dan berguna untuk pembentukan 
karakter warga binaan. Pembinaan 
kerohanian yang dilaksanakan setiap hari 





4 Bapak DH : 
jelas mbak. semua kegiatan disini wujud 
dari pembentukan karakter narapidana. 
dari pembinaan yang mereka dapat, kami 
pihak lapas selalu berusaha 
menanamkan nilai-nilai karakter pada 
mereka. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
merupakan wujud dari pembentukan 
karakter narapidana. Pihak Lapas selalu 
berusaha menanamkan nilai-nilai karakter 
pada narapidana.  
 
Nilai-nilai karakter apa saja yang ditanamkan di dalam kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Data Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Dalam pembinaan dan pembimbingan 
kan ada beberapa aspek yang 
dikembangkan, diantaranya adalah 
aspek intelektual, kerohanian dan 
jasmani mbak. Dari ketiga aspek tersebut 
dapat ditanamkan banyak nilai karakter. 
Pembinaan kerohanian berusaha 
menanamkan nilai keagamaan, 
kejujuran, disiplin waktu. Nilai 
kejujuran dan disiplin waktu dapat 
dicontohkan dalam hal pelaksanaan 
ibadah. Mereka kalau ibadah shalat 
jamaah kan harus dimasjid dan diabsen. 
Hal tersebut dapat menguji mereka itu 
 Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
terdapat beberapa aspek yang dapat 
dikembangkan. Di antaranya adalah aspek 
intelektual, rohani dan jasmani. Dari 
ketiga aspek tersebut dapat ditanamkan 
nilai-nilai karakter. 
Pembinaan rohani dapat ditanamkan nilai 
religius, kejujuran, disiplin waktu. Contoh 
dari penanaman nilai kejujuran, disiplin 
waktu adalah dalam pelaksanaan ibadah. 
Ibadah shalat berjamaah yang 
dilaksanakan di Masjid lapas, narapidana 
harus mengisi absen. Hal tersebut 
dilakukan untuk menguji kejujuran 
narapidana dalam melaksanakan ibadah 
Nilai-nilai yang ditanamkan di 
dalam kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan : 
a. Nilai religius 
b. Nilai kejujuran 
c. Nilai disiplin  
d. Nilai hidup sehat 
e. Nilai mandiri 
f. Nilai jiwa wirausaha 
g. Nilai pantang menyerah 
h. Nilai berpikir kreatif dan 
inovatif 
i. Nilai giat bekerja 
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benar melaksanakan dimasjid atau hanya 
titip absen, karena dari absen tersebut 
nanti kita para wali bisa melakukan 
pemantauan dalam kemajuan mereka 
selama disini. Pembinaan jasmani bisa 
menanamkan nilai disiplin diri, para 
narapidana dapat berolahraga dan 
mengembangkan hobi mereka, memiliki 
gaya hidup yang sehat. Pembinaan dan 
pembimbingan intelektual dapat 
meningkatkan kecerdasan mereka dan 
meningkatkan wawasan mereka. 
Selanjutnya untuk pembinaan 
kemandirian tentu semua kegiatan akan 
menimbulkan sikap mandiri, jiwa 
berwirausaha, pantang menyerah, 
berpikir kreatif dan inovatif. 
 
atau narapidana hanya titip absen. Absen 
digunakan untuk melakukan pemantauan 
kemajuan narapidana selama berada di 
lapas. 
Pembinaan jasmani menanamkan nilai 
disiplin diri, mengembangkan hobi dan 
memiliki gaya hidup sehat. Pembinaan 
intelektual dapat meningkatkan 
kecerdasan dan wawasan narapidana. 
Pembinaan kemandirian dapat 
menumbuhkan nilai mandiri, jiwa 
berwirausaha, pantang menyerah, berpikir 
kreatif dan inovatif.  
2 Bapak DH : 
nilai religius itu yang paling penting. 
selain itu dengan mereka bekerja disini, 
pihak lapas menanamkan nilai jiwa 
usaha dan mereka kreatif serta giat 
bekerja. 
 
Nilai religius merupakan nilai yang paling 
penting ditanamkan di dalam diri 
narapidana. Pembinaan kemandirian kerja 
menanamkan nilai jiwa usaha, kreatif dan 
giat bekerja. 
 





Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Tidak ada materi yang ditekankan di 
dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan, kecuali pada saat ada 
acara pelatihan dan penyuluhan. Pada 
dasarnya pembinaan dan pembimbingan 
ini menekankan pada penanaman 
karakter dan moral narapidana, sehingga 
mereka dapat kembali kelingkungan 
masyarakat kembali. 
 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan, kecuali pada saat 
pelatihan dan penyuluhan. Kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan lebih 
menekankan pada penanaman karakter 
dan moral narapidana. 
Tidak ada materi yang ditekankan 
dalam melaksanakan pembinaan 
dan pembimbigan. Penekankan 
materi dilakukan pada saat 
pelatihan maupun penyuluhan.  
2 Bapak YN : 
tidak ada materi khusus yang ditekankan 
mbak kalau pembinaan dan 
pembimbingan, namun sebagai contoh 
apabila mereka sekarang ini sedang 
melaksanakan pembuatan blangkon 
maka mereka harus mengerti dengan 
benar cara pembuatan blangkon, agar 
tidak salah dalam kedepannya. 
 
Tidak ada materi khusus yang ditekankan 
dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan. Pelatihan blangkon di 
menekankan pada pembuatan blangkon 
yang benar. 
 
Siapa yang menjadi pembina, pembimbing, pendidik dan wali pemasyarakatan? apakah pembina, pembimbing, pendidik 





Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Pembina itu sebenarnya petugas 
pemasyarakatan mbak, jadi semua 
petugas pemasyarakatan merupakan 
seorang pembina. Semua petugas 
pemasyarakatan berhak menegur 
maupun membina narapidana. Sehingga 
sebelum ada kebijakan ini ya kami 
melaksanakan tugas pokok kami. 
Petugas pemasyarakatan sehari-hari 
mengerjakan apa yang sudah menjadi 
tugas dan tanggung jawab mereka mbak. 
Mereka bekerja sesuai dengan tupoksi 
mereka. Namun, dalam kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan tidak 
dapat hanya dikerjakan oleh satu bagian 
saja. Antar bagian membantu sama lain 
dan bekerja sama sehingga tujuan dari 
kebijakan ini dapat dicapai. Sebagai 
contoh, pada saat tarawih ya mbak, itu 
kan pembinaan kepribadian rohani 
termasuk kedalam bagian binapi, 
petugas pemasyarakatan yang berada di 
binapi bekerja sama dengan bagian 
keamanan untuk melakukan 
Semua petugas pemasyarakatan 
merupakan pembina. Semua petugas 
pemasyarakatan berhak menegur dan 
membina narapidana. 
Petugas pemasyarakatan bekerja sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Pembinaan dan pembimbingan tidak dapat 
dikerjakan oleh satu bagian/seksi, di 
butuhkan bantuan dari seksi lain sehingga 
tujuan dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dapat dicapai. Pelaksanaan 
pembinaan rohani shalat tarawih termasuk 
kedalam seksi binapi, petugas 
pemasyarakatan yang berada di dalam 
binapi bekerja sama dengan bagian 
keamanan untuk melakukan pengamanan. 
Setiap narapidana memiliki wali 
pemasyarakatan yang bertugas untuk 
memantau dan membimbing narapidana. 
Wali pemasyarakatan merupakan wali 
narapidana selama berada di lembaga 
pemasyarakatan. wali pemasyarakatan 
adalah tugas tambahan yang diberikan 
kepada petugas pemasyarakatan oleh 
kepala lembaga pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Petugas pemasyarakatan 
merupakan pembina, pendidik, 
pembimbing dan wali 
pemasyarakatan dari narapidana. 
Setiap narapidana memiliki wali 
pemasyarakatan yang bertugas 
untuk memantau dan membimbing 
narapidana. Wali pemasyarakatan 
yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta berjumlah 19 orang. 
Wali pemasyarakatan merupakan 
tugas tambahan dari kepala lapas. 
Tidak ada tunjangan tambahan 
yang di terima wali 
pemasyarakatan. Tunjangan yang 
dapat adalah tunjangan dari gaji 
petugas pemasyarakatan sebagai 
pegawai negeri sipil. Petugas 
pemasyarakatan yang berada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 




pengamanan. Jadi semua bagian pasti 
ada kerja sama satu sama lain. 
Setiap narapidana akan memiliki wali 
pemasyarakatan yang memantau dan 
membimbing mereka. Wali 
pemasyarakatan merupakan wali 
narapidana selama berada di lapas mbak. 
Seperti halnya di sekolah, setiap siswa 
memiliki wali kelas kan. Wali 
pemasyarakatan merupakan tugas 
tambahan dari kepala lapas. Disini ada 
sekitar 19 wali pemasyarakatan. Untuk 
tunjangan tambahan sebagai wali 
pemasyarakatan tidak ada tambahan 
mbak. Kan semua petugas 
pemasyarakatan disini semua adalah 
PNS mbak. Kalau PNS kan ada istilah 
remun, tunjangan anak, tunjangan 
kesehatan, dan tunjangan lainnya. 
Walaupun saya ditambahi tugas sebagai 
wali pemasyarakatan, namun saya tidak 
mendapat tunjangan tambahan khusus 
untuk wali pemasyarakatan. biasanya 
pemberian gaji dan tunjangan itu 
didasarkan golongan berapa si petugas 
pemasyarakatan itu. Jadi semua petugas 
pemasyarakatan tidak sama jumlahnya.  
Yogyakarta terdapat 19 orang wali 
pemasyarakatan. tidak ada tunjangan 
tambahan untuk wali pemasyarakatan. 
semua petugas pemasyarakatan yang 
berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta merupakan pegawai 
negeri sipil. Tunjangan diberikan seperti 
apa yang telah ditetapkan untuk pegawai 
negeri sipil.  
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Iya mbak, pegawai dikalangan instansi 
pemerintah itu kan ada dua macam, 
pegawai negeri sipil atau sekarang ASN 
dan pegawai kontrak. Nah kalau disini 
semuanya adalah pegawai negeri sipil. 
 
2 Bapak DD : 
Pembing, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan merupakan petugas 
pemasyarakatan.Seorang petugas 
pemasyarakatan yang tidak menjadi wali 
pemasyarakatan bertugas sesuai dengan 
tugasnya. Setiap petugas 
pemasyarakatan memiliki tugas dan 
fungsi masing-masing. Wali 
pemasyarakatan sendiri merupakan 
petugas pemasyarakatan yang 
memperoleh tambahan kerja sebagai 
pembina maupun wali pemasyarakatan. 
 
Pembing, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan merupakan petugas 
pemasyarakatan. petugas pemasyarakatan 
yang tidak menjadi wali pemasyarakatan 
bertugas sesuai dengan tugasnya. Petugas 
pemasyarakatan memiliki tugas dan 
fungsi masing-masing. Wali 
pemasyarakatan merupakan petugas 
pemasyarakatan yang memperoleh 
tambahan kerja sebagai pembina maupun 
wali pemasyarakatan. 
3 Bapak KA : 
Pembina, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan.  
 
Pembina, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan. 
4 Bapak YN : Pembina, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan 
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Semua pembina, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan. 
Sehari-harinya petugas pemasyarakatan 
disini bekerja sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab mereka mbak. Yang 
keamanan ya bekerja sebagai petugas 
keamanan, sesuai dengan tupoksi 
mereka. Sebagai seorang petugas 
pemasyarakatan bagian giatja juga 
bekerja sesuai tupoksi mereka. 
 
bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya. 
5 Bapak DH : 
Pembina dan pembimbing serta wali 
pemasyarakatan seperti Ibu KD adalah 
petugas pemasyarakatan. 
 
Pembina, pembimbing dan wali 
pemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan. 
 




Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Tentu semua narapidana mendapatkan 
pembinaan dan pembimbingan, 
semuanya tidak dibeda-bedakan. 
Pembinaan dan pembimbingan yang 
Semua narapidana memperoleh 
pembinaan dan pembimbingan. 
Pembinaan dan pembimbingan 
kemandirian didasarkan pada minat dan 
bakat narapidana. Wali pemasyarakatan 
Semua narapidana memperoleh 
pembinaan dan pembimbingan. 
Pelaksanaan dari pembinaan 
kemandirian didasarkan pada 
minat dan bakat narapidana. 
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kemandirian (kerja) didasarkan pada 
minat dan bakat mereka, nantinya wali 
pemasyarakat yang membimbing dan 
mengarahkan mereka kepada minat 
mereka. Namun bimbingan kerja juga 
memiliki keterbatasan peralatan untuk 
kerja sehingga tidak semua napi ada di 
bengkel kerja. Pembinaan dan 
pembimbingan tidak hanya berupa 
kegiatan yang ada di bengkel kerja ini 
saja namun mereka juga ada yang 
berolahraga, kegiatan keagamaan, 
bercocok anam, beternak dan kegiatan 
yang diluar itu juga merupakan 
pembinaan dan pembimbingan. Selama 
mereka itu narapidana, mereka akan 
memperoleh pembinaan dan 
pembimbingan. Jika mereka masih 
tahanan mereka belum mendapatkan 
pembinaan dan pembimbingan karena 
masih berstatus titipan pengadilan, 
kejaksaan maupun kepolisian. 
 
bertugas mengarahkan narapidana kepada 
bakat dan minatnya. Tidak semua 
narapidana melakukan bimbingan kerja di 
dalam bengkel kerja karena minimnya 
peralatan yang ada. 
Pembinaan dan pembimbingan tidak 
hanya berupa kegiatan yang ada dibengkel 
kerja, namun kegiatan seperti berolahraga, 
kegiatan keagamaan, bercocok tanam, 
beternak juga merupakan kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Pembinaan dan pembimbingan dilakukan 
oleh warga binaan yang berstatus 
narapidana. Sedangkan untuk warga 
binaan yang berstatus tahanan belum 
mendapatkan pembinaan dan 
pembimbingan karena masih titipan 
pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian. 
Warga binaan yang belum 
memperoleh pembinaan dan 
pembimbingan adalah tahanan 
karena mereka masih berstatus 
titipan. 
2 Bapak DD : 
Tentu semuanya mendapatkan 
pembinaan dan pembimbingan karena 
Lapas memang tempat untuk membina 
mereka yang melanggar hukum. 
Semua narapidana memperoleh 
pembinaan dan pembimbingan karena 






3 Bapak KA : 
Iya. Semua narapidana memperoleh 
pembinaan dan pembimbingan tanpa 
terkecuali. Pembinaan dan 
pembimbingan bersifat wajib sehingga 
semua narapidana harus melakukan dan 
mengikuti kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
Semua narapidana memperoleh 
pembinaan dan pembimbingan. 
Pembinaan dan pembimbingan bersifat 
wajib, sehingga narapidana harus 
melakukan dan mengikuti kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan. 
3 Bapak YN : 
iya mbak, semua narapidana melakukan 
pembinaan dan pembimbingan, karena 
pembinaan dan pembimbingan ini 
bersifat wajib bagi mereka. Namun 
terkadang masih ada narapidana yang 
kurang termotivasi melakukan 
pembinaan dan pembimbingan. 
 
Semua narapidana melakukan pembinaan 
dan pembimbingan. Kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bersifat wajib bagi 
narapidana. Namun masih ada narapidana 
yang kurang termotivasi melakukan 
pembinaan dan pembimbingan. 
4 Bapak DH : 
O jelas kalau itu mbak, kita memandang 
dan menyamaratakan semua narapidana, 
kita tidak pilih-pilih dalam 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan karena mereka 
dilembaga pemasyarakatan memang 
untuk dibina dan narapidana harus  
memperoleh bimbingan. 
Pihak Lembaga Pemasyarakatan klas IIA 
Yogyakarta tidak memilih-milih 
narapidana dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan. 
Lembaga pemasyarakatan merupakan 






Kapan waktu pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Pembinaan dan pembingan dilaksanakan 
setiap hari, mulai pagi subuh mereka 
shalat dan kegiatan keagamaan lainnya 
dilanjutkan bekerja, makan siang, 
bekerja lagi dan bimbingan rohani lagi. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. Setiap harinya, 
pembinaan dan dan pembimbingan 
dilaksanakan mulai shalat subuh, bekerja, 
makan siang, bekerja dan bimbingan 
rohani. 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan dilakukan dari 
subuh hingga sore. Apabila ada 
pesanan dari luar yang banyak, 
maka narapidana bekerja lembur. 
2 Bapak DD : 
Pembinaan dilakukan setiap hari mbak. 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. 
3 Bapak KA : 
Setiap hari melaksanakan pembinaan 
dan pembimbingan. 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. 
4 Bapak YN : 
setiap hari. 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. 
5 Bapak DH : 
setiap hari mbak. Biasanya dari pagi  
hingga sore, terkadang juga ada yang 
lembur apabila mereka mendapatkan 
pesanan yang banyak dari luar. 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap hari. Pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan dari pagi 
hingga sore. Narapidana yang 
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Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaannya ? 
 
No 





1 Ibu KD : 
Kita disini melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan menggunakan metode 
persuasif, terus pelatihan dan praktek 
langsung mbak. Selain itu, 
menggunakan cara pembiasaan mbak. 
Contohnya, dengan membiasakan 
narapidana bangun pagi dan 
melaksanakan kegiatan agama terus 
dilanjutin kegiatan kemandirian dan 
lainnya tentu hal tersebut akan membuat 
narapidana terbiasa melakukan kegiatan 
yang positif.  
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan menggunakan metode 
persuasif, pelatihan, praktek langsung dan 
pembiasaan. Proses pembiasaan dilakukan 
dengan membiasakan narapidana bangun 
pada pagi hari dan dilanjutkan dengan 
kegiatan keagamaan serta kegiatan 
kemandirian. Dengan demikian 
narapidana akan melakukan kegiatan yang 
positif. 
Pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta melakukan 
pendekatan individual dalam 
melakukan pembinaan dan 
pembimbingan. Metode yang 
digunakan adalah persuasif, 
pelatihan, praktek langsung dan 
pembiasaan. 
2 Bapak DD : 
Sebenernya kan warga binaan yang 
berada disini adalah anggota masyarakat 
yang melakukan kesalahan. Mereka 
disini harus dibina agar kembali baik. 
Warga binaan disini ada yang masih 
Narapidana merupakan warga negara 
yang melakukan kesalahan dan 
memerlukan pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan. dalam melakukan 




memiliki hati nurani, ada juga yang 
tidak. Kita sebagai petugas 
pemasyarakatan selalu melakukan 
pendekatan personal ke warga binaan 
untuk memberikan nasihat dan motivasi. 
Itu semua bertujuan untuk perbaikan diri 
mereka sendiri. Selain itu mereka 
bekerja di dalam lapas tuh, mereka 
praktek langsung dalam melaksanakan 
itu. 
 
pendekatan individu kepada narapidana 
guna memberikan nasihat dan motivasi. 
Narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakat juga melakukan pekerjaan 
sehari-hari. Narapidana bekerja dengan 
metode praktek langsung. 
3 Bapak YN : 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilakukan dengan metode persuasif 
mbak. Selain itu kita juga meminta 
mereka untuk praktek secara langsung, 
agar mereka lebih paham. Terkadang 
juga ada pelatihan disini. Seperti saat ini 
ada pelatihan pembuatan blangkon. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
dilakukan dengan metode persuasif. 
Narapidana melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan juga dengan praktek 
langsung, agar narapidana dapat mengerti 
dan paham. Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta melaksanakan 
pelatihan. Sebagai contoh adalah pelatihan 
pembuatan blangkon. 
 
4 Bapak DH : 
Warga binaan disini berbagai macam 
sikap dan sifat mbak. Ada yang 
semangat dalam mengikuti kegiatan 
pembinaan dan ada pula yang kurang 
semangat maupun motivasi. Untuk itu, 
petugas pemasyarakatan disini bertugas 
Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta ada yang semangat 
dalam mengikuti pembinaan dan ada yang 
kurang semangat maupun motivasi. 
Pendekatan yang dilakukan oleh petugas 
pemasyarakatan adalah memberikan 
dorongan motivasi. Petugas 
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untuk memberikan dorongan motivasi. 
Itulah salah satu pendekatan yang 
digunakan oleh kami. Biasa kita 
melakukan pendekatan secara 
perorangan agar mereka dapat berubah 
dan berada dijalan yang benar. 
 
pemasyarakatan melakukan pendekatan 
individu.  
 
Apa hasil yang diharapkan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak DD : 
Hasil yang diharapkan dari semua 
kegiatan adalah mereka dapat 
menerapkan semua pembelajaran disini 
ketika berada dimasyarakat kelak. 
 
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana adalah narapidana dapat 
menerapkan pembelajaran selama di lapas 
ke dalam lingkungan masyarakatan. 
Hasil yang diharapkan dari 
pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi 
narapidana adalah narapidana 
dapat menerapkan pemebbelajaran 
selama dilapas ke dalam 
lingkungan masyarakat, 
narapidana dapat kembali ke 
lingkungan masyarakat dengan 
baik dan dapat di terima oelh 
masyarakat, narapidana dapat 
bekerja dan menjalankan 
kebijakan sesuai dengan aturan 
dan tata tertib, narapidana dapat 
berperilaku dan berkepribadian 
baik, narapidana tidak mengulangi 
2 Bapak KA : 
Semua kegiatan memiliki hasil yang 
diharapkan yang sama. Semuanya ingin 
menjadikan warga binaan dapat kembali 
ke lingkungan masyarakat dengan baik 
dan dapat di terima oleh masyarakat. 
Setiap kegiatan diharapkan dapat 
memberikan dampak yang baik untuk 
para warga binaan. 
 
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah menjadikan warga binaan kembali 
ke lingkungan masyakarat dengan baik 
dan dapat di terima oleh masyarakat. 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
diharapkan dapat memberikan dampak 
yang baik untuk warga binaan. 
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3 Bapak YN : 
hasil yang diharapkan dalam 
melaksanakan kegiatan di Lapas ini 
adalah semua narapidana dapat bekerja 
dan melaksanakan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan sesuai dengan aturan 
dan tertib mbak. Harapan saya, semoga 
kelak jika mereka keluar dari sini, 
mereka dapat berperilaku dan 
berkepribadian yang lebih baik lagi. 
Bekal keterampilan kerja yang mereka 
lakukan disini dapat diterapkan diluar 
sana secara baik. 
 
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana adalah narapidana dapat 
bekerja dan melaksanakan kebijakan 
sesuai dengan aturan, tata tertib dan 
setelah keluar, narapidana dapat 
berperilaku dan berkepribadian lebih baik 
serta bekal keterampilan yang diperoleh 
selama di lapas dapat diterapkan di 
masyarakat.  
perbuatan dan kesalahan kembali 
serta narapidana memiliki 
keterampilan baru yang dapat 
dijadikan bekal hidup di 
masyarakat. 
4 Bapak DH : 
harapan dari saya dengan adanya 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
mereka tidak mengulangi perbuatan dan 
kesalahan mereka kembali. Selain itu, 
mereka memiliki keterampilan baru 
yang dapat dijadikan bekal hidup 
kedepan. 
 
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana adalah narapidana tidak 
mengulangi perbuatan dan kesalahan 
kembali serta narapidana memiliki 
keterampilan baru yang dapat dijadikan 
bekal hidup di masyarakat. 
 
Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
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1 Ibu KD : 
Jika dinalar, melihat dari tujuan dari 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan ini tentu tidak memiliki 
dampak negatif. Justru kebijakan ini 
memberikan dampak positif dan 
menguntungkan untuk para narapidana. 
Dampak positif dari kebijakan ini adalah 
narapidana memperoleh keterampilan 
baru dari kegiatan kerja yang ada di sini, 
mereka menjadi lebih tenang dan dapat 
mengisi waktu mereka sehari-hari 
dengan kegiatan yang bermanfaat, selain 
itu mereka juga jauh lebih bisa mandiri. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana tidak memiliki dampak 
negatif. 
Dampak positif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana 
adalah narapidana memperoleh 
keterampilan baru dari kegiatan kerja di 
lapas, narapidana menjadi lebih tenang 
dan dapat mengisi waktu sehari-nari 
mereka dengan kegiatan yang bermanfaat 
serta narapidana dapat mandiri. 
Dampak negatif : tidak ada 
Dampak positif : 
a. Memiliki keterampilan 
baru 
b. Menjadi lebih baik dan 
tenang  
c. Dapat mengisi waktu luang 




e. Memperoleh voucher 
f. Menyalurkan minat dan 
bakat narapidana 
g. Sebagai syarat pemebasan 
dan remisi 2 Bapak DD : 
Dampak positif tentunya banyak, napi 
yang mengikuti pembinaan dan 
pembimbingan dapat menjadi lebih baik, 
lebih mandiri dan mendapatkan 
keterampilan yang baru. Tidak ada 
dampak negatif. 
 
Dampak positif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana 
adalah narapidana dapat menjadi lebih 
baik. Mandiri dan memperoleh 
keterampilan yang baru. 
Dampak negatif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana tidak 
ada. 
3 Bapak KA : 
dampak positif melakukan pembinaan 
dan pembimbingan banyak, antara lain 
adalah narapidana memperoleh bekal 
hidup, memperoleh voucher, narapidana 
Dampak positif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana 
adalah narapidana memperoleh bekal 
hidup, memperoleh voucher, narapidana 
dapat menjadi insan yang lebih baik dari 
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dapat menjadi insan yang lebih baik dari 
sebelumnya, menjadi warga negara yang 
lebih cinta pada tanah airnya. dampak 
negatif tidak ada. 
 
sebelumnya, menjadi warga negara yang 
lebih cinta pada tanah airnya. 
Dampak negatif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana tidak 
ada. 
 
4 Bapak YN : 
seperti kegiatan saat ini, narapidana 
memperoleh ilmu baru bagaimana 
membuat blangkon. Pengalaman juga 
diperoleh narapidana. Narapidana 
memperoleh keuntungan dalam bentuk 
voucher sebagai hasil kerja. Dampak 
negatif tidak ada. 
 
Dampak positif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana 
adalah narapidana memperoleh 
pengalaman dan ilmu baru serta 
mendapatakan voucher sebagai bentuk 
hasil kerja. 
Dampak negatif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana tidak 
ada. 
 
5 Bapak DH : 
warga binaan yang melakukan 
pembinaan mendapatkan keterampilan 
baru, mereka dapat menyalurkan minat 
dan bakat mereka, mendapatkan gaji 
yang erupa voucher, mendapatkan 
pengalaman dan dapat mengisi waktu 
mereka sehari-hari dengan cara yang 
bermanfaat dan baik. Selain itu, kegiatan 
pembinaan ini bisa digunakan syarat 
mereka bebas dan memperoleh remisi. 
Dampak negatif tidak ada. 
Dampak positif dari kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan bagi narapidana 
adalah narapidana mendapatkan 
keterampilan baru, narapidana dapat 
menyalurkan minat dan bakatnya, 
mendapatkan gaji yang berupa voucher, 
mendapatkan pengalaman dan dapat 
mengisi waktu mereka sehari-hari dengan 
cara yang bermanfaat dan baik serta 
kegiatan pembinaan dapat digunakan 




 Dampak negatif dari kebijakan pembinaan 




Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No 
Nama Informan dan transkip 
wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Dengan adanya pembinaan dan 
pembimbingan ini narapidana dapat 
memperoleh keuntungan seperti cuti 
bersyarat, cuti menjelang bebas dan 
mendapatkan remisi. Hal tersebut tentu 
merupakan pendukung dan semangat 
mereka dalam melaksanakan pembinaan 
dan pembimbingan. Selain itu adanya 
pihak ketiga yang diminta untuk bekerja 
sama dalam hal pemasaran hasil 
produksi narapidana dan menjadi 
motivator dalam kegiatan pengajian 
rutin narapidana perempuan. 
Sedangkan untuk faktor penghambat 
sendiri adalah masih ada narapidana 
yang tidak mau melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan dan 
sarana prasarana yang terbatas. 
Dengan adanya kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana, 
narapidana dapat memperoleh keuntungan 
berupa cuti bersyarat, cuti menjelang 
bebas dan mendapatkan remisi. Hal 
tersebut menjadi faktor pendukung 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Selain itu, adanya pihak 
ketiga yang diminta untuk bekerja sama 
dalam hal pemasaran hasil produksi 
narapidana dan menjadi motivator dalam 
kegiatan pengajian rutin narapidana 
perempuan. 
Faktor penghambat dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah masih terdapat narapidana yang 
tidak mau melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan serta sarana prasarana 
yang terbatas. 
Faktor pendukung : 
a. Narapidana yang taat dan tertib 
mengikuti setiap kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan 
setiap harinya akan diajukan 
memperoleh keuntungan 
seperti cuti bersyarat, cuti 
menjelang bebas dan remisi 
b. Adanya pihak ketiga yang 
diminta untuk bekerja sama 
dalam hal pemasaran hasil 
produksi narapidana dan 
menjadi motivator dalam 
kegiatan pengajian rutin 
narapidana perempuan 
c. Kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan yang bersifat 
wajib bagi narapidana. 
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 d. Narapidana memperoleh 
voucher belanja 
 
Faktor penghambat : 





b. Sarana prasarana yang 
terbatas 
c. Anggaran yang terbatas 
d. Pemasaran yang masih 
kecil 
2 Bapak DD : 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan guna mengubah perilaku 
warga binaan menjadi lebih baik dan 
mengajarkan mereka keterampilan 
hidup. Selain itu, pembinaan dan 
pembimbingan ini bisa dijadikan 
persyaratan bebas dan memperoleh cuti 
maupun remisi. 
Faktor penghambatnya adalah masing 
banyak narapidana yang kurang 
termotivasi melaksanakan pembinaan 
 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah mengubah narapidana menjadi 
lebih baik dan kebijakanini dapat 
digunakan untuk persyarakat bebas serta 
memperoleh cuti maupun remisi. 
Faktor penghambat dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
masing banyak narapidana yang kurang 
termotivasi melaksanakan pembinaan. 
3 Bapak YN : 
faktor pendukung dari pembinaan dan 
pembimbingan adalah sifat wajib bagi 
para warga binaan melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan ini. 
Selain itu, dengan adanya kewajiban ini 
maka mereka taat dan tertib 
melaksanakan semua ini. Narapidana 
yang taat dan tertib, mereka dapat 
diusulkan memperoleh cuti dan remisi. 
Faktor penghambat dari pelaksanaan 
pembinaan dan pembingan adalah 
keinginan ataupun motivasi yang kurang 
dari para napi. Banyak napi yang 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah sifat wajib bagi narapidana 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Kewajiban narapidana 
dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan membuat 
narapidana taat dan tertib. Narapidana 
yang taat dan tertib akan diusulkan 
memperoleh cuti dan remisi. 
Faktor penghambat dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
keinginan ataupun motivasi yang kurang 
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mengikuti kegiatan ini hanya 
alakadarnya. Selanjutnya masalah 
peralatan atau sarana dan prasarana yang 
minim mbak, sehingga kegiatan yang 
dilakukan juga masih belum 
menampung semuanya. 
 
dari para napidana, sarana prasarana yang 
kurang. 
4 Bapak DH : 
faktor penghambat dari pembinaan dan 
pembimbingan adalah kurangnya 
anggaran yang APBN tersebut. 
Anggaran yang ada untuk melaksanakan 
pembinaan adalah 20-30 juta sedangkan 
dengan anggaran segitu harus bisa 
melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan padahal peralatan yang 
digunakan banyak dan bermacam-
macam. 
Selain itu penghambatnya adalah 
peralatan yang digunakan terbatas. Serta 
pemasaran yang masih kecil. 
Hambatan yang dari narapidana adalah 
kurangnya motivasi dari narapidana itu 
sendiri.  
Faktor pendukungnya adalah kebijakan 
yang bersifat wajib bagi narapidana 
sehingga seharusnya narapidana 
Faktor penghambat dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
kurangnya anggaran, peralatan yang 
digunakan terbatas, daya saing dengan 
produksi diluar Lapas semakin tinggi, 
pemasaran yang masih kecil, kurangnya 
motivasi dari narapidana dan waktu yang 
terbatas dari pihak lapas yang diberikan 
kepada narapidana untuk melakukan 
bimbingan kerja. 
Faktor pendukung dari kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan adalah 




melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan ini secara baik . 
 
Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam mengatasi hambatan ? 
 
No 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Ibu KD : 
Agar berhasil dalam melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan, petugas 
lapas akan memberikan Reward kepada 
para narapidana yang menaati segala 
bentuk aturan yang berlaku. Adapun 
bentuk dari Reward itu sendiri adalah 
cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, 
cuti mengunjung keluarga dan segala 
bentuk cuti lainnya. Sedangkan untuk 
narapidana yang melanggar aturan akan 
dikenakan sanksi bagi pelakunya. 
Adapun sanksi tersebut adalah tidak 
pendekatan individu. Selain sanksi 
tersebut, narapidana juga memperoleh 
hukuman selama enam hari kerja yaitu 
dimasukkan kedalam Selker. 
Melakukan pengajuan proposal untuk 
menambah sarana prasarana yang 
kurang. 
 
Upaya yang dilakukan pihak lapas dalam 
mengatasi hambatan yang ada adalah 
memberikan penghargaan kepada 
narapidana yang menaati aturan Lembaga 
Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta. 
Penghargaan bagi narapidana berbentuk 
cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti 
mengunjung keluarga dan segala bentuk 
cuti lainnya. 
Narapidana yang melanggar aturan 
mendapatkan sanksi. Bentuk sanksi bagi 
narapidana adalah tidak diusulkan 
memperoleh remisi, cuti dan bebas. Selain 
sanksi tersebut, narapidana juga 
memperoleh hukuman selama enam hari 
kerja yaitu dimasukkan kedalam Selker. 
Usaha yang lainnya adalah pengajuan 
proposal untuk menambah sarana 
prasarana yang kurang. 
 
Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan adalah : 
1. Memberikan reward 
kepada para narapidana 
berupa cuti bersyarat, 
remisi, bebas bersyarat, 
cuti mengunjung keluarga 
dan segala bentuk cuti 
lainnya. 
Untuk narapidana yang 
melanggaran aturan akan 
dikenakan sanksi berupa 
hukuman tidak diusulkan 
memperoleh remisi, cuti 
dan bebas. Selain sanksi 
tersebut, narapidana juga 
memperoleh hukuman 
selama enam hari kerja 
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2 Bapak DD : 
Cara mengatasi hambatan tersebut, kami 
memberikan motivasi-motivasi yang 
dapat membangun hati nurani mereka 
dan memberikan pandangan yang baik 
kepada mereka, menjelaskan apa saja 
keuntungan yang akan di dapat dari 
menjalankan pembinaan ini 
 
Upaya untuk mengatasi hambatan yang 
ada adalah memberikan motivasi yang 
membangun hati nurani narapidana, 
memberikan pandangan yang baik kepada 
narapidana dan memberikan penjelasan 
mengenai keuntungan yang di dapat dari 
pelaksanaan pembinaan. 
yaitu dimasukkan kedalam 
Selker. 
2. Memberikan motivasi 
kepada narapidana 
3. Mengajukan proposal 
untuk penambahan sarana 
prasarana yang kurang. 
3 Bapak YN : 
adanya napi yang kurang termotivasi, 
dari petugas lapas sendiri memberikan 
masukan dan suntikan semangat kepada 
para narapidana.  
 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan adalah memberikan masukan 
dan suntikan semangat kepada narapidana. 
4 Bapak DH : 
cara mengatasi hambatan yang ada 
adalah melakukan pengajuan proposal 
ke Kanwil Hukum dan HAM DIY guna 
menambah peralatan yang kurang guna 
mendukung pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. Memberikan motivasi 
melalui pendekatan individu kepada para 
narapidana 
Upaya untuk mengatasi hambatan 
pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan adalah melakukan 
pengajuan proposal ke Kantor Wilayah 
Hukum dan HAM DIY guna menambah 
peralatan yang kurang guna mendukung 
pelaksanaa pembinaan dan 
pembimbingan. Selain itu, memberikan 
motivasi melalui pendekatan individu 






Informan 2 : Narapidana (Bapak SG, Bapak IB, Bapak MSQ, Ibu RM dan Ibu NH) 
 
Apa saja sarana prasarana dan fasilitas yang di dapat/digunakan oleh narapidana dalam melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Untuk sarana dan prasarana untuk 
kegiatan pembimbingan tentunya yang 
saya gunakan adalah peralatan menjahit. 
Sarana dan prasarana yang kami peroleh 
di dalam Lapas sudah dirasa cukup, kami 
dapat menggunakan segala sarana di 
sini. Dilapas ada masjid yang dapat saya 
gunakan untuk melaksanakan ibadah 
dan kegiatan keagamaan setiap harinya, 
tentu ada kamar mandi, dapur, bengkel 
bimbingan kerja ini yang saya gunakan 
untuk menyalurkan minat dan bakat 
saya. 
Fasilitas yang saya dapatkan disini 
adalah makanan yang jelas. Kami 
(narapidana) memperoleh makanan tiga 
kali dalam sehari, itu yang jelas di dapat 
oleh para narapidana. Yang kedua, kami 
(narapidana) memperoleh fasilitas 
kesehatan apabila saya sakit maka saya 
Sarana prasarana yang digunakan untuk 
pelaksanaan pembinaan adalah peralatan 
menjahit, masjid, kamar mandi, dapur, 
bengkel bimbingan kerja. Sarana 
prasarana yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta di 
rasa cukup oleh narapidana. Fasilitas yang 
di dapat narapidana adalah makanan, 
kesehatan dan voucher belanja. 
Sarana dan prasarana yang digunakan 




c. Bengkel kerja 
d. Kamar mandi 
e. Dapur 
f. Aula 
g. Peralatan untuk membatik 
h. Peralatan untuk menjahit 
i. Peralatan untuk merajut 
j. Peralatan yang ada dibengkel  
bimbingan kerja 
Fasilitas yang di dapat narapidana 
adalah : 
a. Makanan 
b. Kesehatan  
c. Voucher  
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mendapatkan fasilitas kesehatan dan 
periksa ke balai pengobatan. Kami 
memperoleh voucher yang dapat 
digunakan untuk membeli keperluan 
sehari-hari. Voucher di dapat dari hasil 
kami bekerja ini. 
 
2 Bapak MSQ : 
Sarana dan prasarana yang digunakan ? 
sarana dan prasarana yang digunakan ya 
yang ada di bengkel kerja ini mbak. Jika 
untuk pembinaan keagamaan ya 
menggunakan masjid maupun gereja. 
Setiap warga binaan disini 
memperolehkan fasilitas yang sama. 
Setiap harinya mendapatkan makan tiga 
kali sehari, fasilitas kesehatan juga 
mendapatkan. 
 
Sarana prasarana yang di dapat narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta adalah sarana prasarana yang 
berada di bengkel kerja, masjid dan gereja 
untuk pembinaan rohani. fasilitas yang di 
dapat adalah makanan dan kesehatan. 
3 Bapak IB : 
Sarana prasarana yang digunakan untuk 
melakukan pembinaan dan 
pembimbingan semuanya sudah 
disediakan oleh Lapas. Dibengkel 
bimbingan kerja semuanya sudah ada, 
saya tinggal menggunakannya. 
Sependapat saya, fasilitas yang saya 
terima selama disini ya banyak mbak, 
Sarana prasarana yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
disediakan oleh pihak lapas. Narapidana 
dapat menggunakan sarana prasarana 
yang ada. Fasilitas yang di dapat oleh 
narapidana adalah makana, obat-obatan 
dan pengobatan serta makanan. 
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ada voucher hasil dari kerja kami sehari-
hari, makan tiga kali sehari, obat-obatan 
dan pengobatan apabila kami sakit. 
 
4 Ibu RM : 
Sarana dan prasarana yang digunakan 
oleh saya dalam rangka pembinaan dan 
pembimbingan adalah gedung masjid, 
aula tempat pembimbingan dan 
peralatan merajut yang sering saya 
gunakan untuk merajut tas ini. 
Fasilitas yang di dapat kalau buat saya ya 
hasil dari merajut itu mbak, setiap hasil 
karya nanti saya mendapatkan voucher. 
Selain itu ada balai pengobatan dan kami 
memperoleh obat, mendapatkan makan 
tiga kali sehari, balai kerja yang dapat 
dimanfaatkan untuk berkarya dan dalam 
bentuk pembimbingan ini. 
 
Sarana prasarana yang digunakan oleh 
narapidana dalam melaksanakan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah masjid, aula dan peralatan merajut. 
Fasilitas yang di dapat narapidana adalah 
voucher sebagai hasil upah kerja 
narapidana, pengobatan, makanan dan 
balai kerja. 
5 Ibu NH : 
Sarana dan prasarana disini ada masjid 
untuk melakukan ibadah, gereja, kamar 
mandi, peralatan untuk membatik, 
merajut, mesin jahit dan peralatan 
lainnya yang digunakan untuk bekerja. 
Sarana prasarana yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 
adalah masjid, gereja, kamar mandi, 
peralatan membatik, peralatan merajut, 
mesin jahit, peralatan yang digunakan 
untuk bekerja (bimbingan kerja). Fasilitas 
yang di dapat adalah makanan, 
pengobatan dan voucher. 
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Fasilitas yang di dapat adalah makan, 
pengobatan dan voucher yang di dapat 
dari hasil saya bekerja. 
 
 
Bagaimana kondisi narapidana sebelum dilaksanakan pembinaan dan pembimbingan di Lapas Klas IIA Yogyakarta ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Kondisi saya sebelum mengikuti 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan, 
saya selalu diam di blok tahanan, 
menyesali apa yang telah saya perbuat 
selama ini, saya hanya bisa menyesal, 
menangis dan bersalah setiap mengingat 
apa yang telah saya perbuat 
Kondisi narapidana sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
berdiam diri di blok tahanan, menyesali 
perbuatan narapidana dan menangis. 
Kondisi narapidana sebelum 
mengikuti kebijakan pembinaan dan 
pembimbngan : 
a. Diam diblok tahanan 
b. Menyesali apa yang telah 
diperbuat 
c. Menangis da merasa bersalah 
d. Merenung di blok 
e. Merasa bingung akan 
melakukan apa 
f. Pikiran kacau 
g. Suka melamun 
h. Stres 
2 Bapak MSQ : 
Kondisi saya sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan ya hanya 
merenung di blok, bingung mau ngapain, 
terkadang teringat keluarga dirumah dan 
pikiran kacau. Untuk menghilangkan itu 
semua ya saya mengikuti kegiatan itu 
semua agar ada kegiatan. 
 
Kondisi narapidana sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
merenung di blok tahanan, ingat keluarga 
dirumah dan pikiran kacau. 
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3 Bapak IB : 
Sebelum saya melakukan pembinaan 
dan pembimbingan saya suka melamun 
dan stres memikirkan perbuatan saya 
yang mengakibatkan saya bisa masuk 
kedalam tempat ini. 
 
Kondisi narapidana sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
melamun dan stres. 
4 Ibu RM : 
Kondisi saya sebelum mengikuti 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
hanya merasakan penyesalan mbak. 
Pertanyaan “mengapa saya bisa terjebak 
dengan barang haram dan melakukan itu 
semua?” pertanyaan itu selalu ada dalam 
pikiran saya. Rasa bersalah selalu saya 
rasakan, hanya bisa menyesali apa yag 
telah saya perbuat. 
 
Kondisi narapidana sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
menyesal akan perbuatan narapidana. 
5 Ibu NH : 
Kondisi saya sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan hanya 
berada di dalam blok kamar, 
memikirkan mengapa saya harus 
bertemu dengan teman kecil saya lagi. 
Saya menyesali kejadian dan takdir saya 
dan mengapa teman saya bisa 
melakukan itu semua kepada saya. 
 
Kondisi narapidana sebelum mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan adalah 





Apa saja program dari pembinaan dan pembimbingan ? Bagaimana implementasi dari masing-masing program ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Sepengetahuan saya untuk program 
pembinaan ada pembimbingan 
kemandirian ini. Contohnya adalah 
menjahit dan menyablon seperti yang 
saya lakukan saat ini. Pemilihan 
kegiatan tidak dipaksakan oleh pihak 
Lapas, kami diperbolehkan memilih apa 
yang saya rasa saya mampu. Kegiatan 
yang lain ada melukis, ada laundry, 
membuat kerajinan hiasan kapal, 
membuat keset, membuat kursi, meja, 
lemari dan kegiatan yang ada dibengkel 
bimbingan kerja disebalah barat. 
Sedangkan untuk pembinaan, di Lapas 
ada pembinaan keagamaan yang berupa 
kegiatan ibadah yang saya lakukan 
setiap hari dan bersifat wajib, biasanya 
ada shalat, pengajian dan mengaji. 
Kegiatan pembimbingan setiap hari 
dilakukan. Kegiatan dimulai dari 
kegiatan apel pagi lalu menghitung 
jumlah peserta, setelah menghitung, 
Program kemandirian yang berada di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta adalah menjahit, menyablon, 
melukis, laundry, membuat kerajinan 
hiasan kapal, membuat keset, membuat 
kursi, meja, lemar . Pemilihan kegiatan 
tidak di paksakan oleh pihak lapas. 
Narapidana diperbolehkan memilih sesuai 
dengan minat dan bakat. 
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta adalah pembinaan 
rohani yang berupa mengaji, pengajian 
dan shalat. Pembinaan dan pembimbingan 
bersifat wajib dan dilaksanakan setiap 
hari. 
Pembinaan dan pembimbingan dimulai 
dengan apel pagi, berhitung, bersih-bersih 
blok tahanan dan lingkungan lapas, kerja, 
ishoma, apel siang, bekerja hingga sore 
dan dilanjutkan pembinaan rohani.   
Program dari pembinaan dan 





e. Membuat kerajinan tangan 
f. Membuat keset 
g. Meubel 
h. Pengajian dan mengaji 
i. Olahraga dan senam 
j. Bersih-bersih 
k. Membuat tas 
l. Membatik 
m. Membuat sandal 








kami melakukan kegiatan bersih-bersih 
disekitar blok tahanan dan lingkungan 
Lapas, setelah bersih-bersih saya 
melanjutkan pekerjaan saya yaitu 
menjahit. Setelah siang hari saya 
istirahat, shalat dan makan. Selesai 
makan siang, kami dikumpulkan lagi 
untuk melakukan apel siang hari dan 
melanjutkan pekerjaan yang saya 
lakukan sebelumnya. Sore hari kami 
selesai bekerja dan ishoma. Kegiatan 
malamnya kami melakukan pembinaan 
rohani. 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan setiap pagi hingga sore 
hari dan dilaksanakan setiap hari. 
Pembinaan dan pembimbingan untuk 
narapidana wanita dapat di laksanakan 
di blok tahanan dan tidak terikat waktu, 
sehingga narapidana dapat leluasa 
dalam mengerjakannya. 
2 Bapak MSQ : 
Pembinaan keagamaan dilakukan setiap 
sore hari dan dihari tertentu ada 
pengajian untuk warga binaan. 
Pembinaan senam itu setiap hari Jumat 
pagi dan diikuti oleh semua warga 
binaan. Untuk pembimbingan saya 
mengikutinya setiap hari. 
Pembimbingan kemandirian yang saya 
ikuti adalah meubel ini. Saya melakukan 
kerja ini setiap pagi setelah bersih-bersih 
dan setelah makan siang. 
 
Pembinaan rohani dilaksanakan setiap 
sore hari dan hari tertentu ada pengajian 
untuk narapidana. Pembinaan jasmani 
dilakukan setiap Jumat pagi. 
Pembinaan dan pembimbingan diikuti 
narapidana setiap hari. 
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3 Bapak IB : 
Program pembinaan ada kegiatan 
keagamaan, olahraga dan senam. 
Sedangkan untuk kegiatan 
pembimbingan ya semua kegiatan yang 
ada di dalam bengkel bimbingan kerja 
ini mbak. Setiap hari saya melakukan 
pembimbingan kerja ini. Dari pukul 
delapan hingga sore. 
 
Program pembinaan ada kegiatan 
keagamaan, olahraga dan senam. Program 
pembimbingan merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan di bengkel bimbingan kerja. 
Narapidana setiap hari melaksanakan 
pembimbingan kerja, dari pagi hingga 
sore hari. 
4 Ibu RM : 
pembinaan dan pembimbingan di Lapas 
Wirogunan banyak mbak, di Blok 
wanita sendiri ada batik, rajut, sulam, 
membuat sandal, bantal dan lainnya. 
Saya tidak begitu tahu mengenai 
bagaimana implementasi dari program 
tersebut namun saya hanya mengetahui 
apa yang saya ikuti. Saya mengikuti 
merajut. Pembimbingan kerja (merajut) 
saya lakukan di kamar mbak, jadi 
sewaktu-waktu dapat saya kerjakan. 
Selain itu saya juga mengikuti kegiatan 
masjid, saya aktif sebagai takmir 
dikelompok saya. Setiap hari selasa dan 
sabtu ada pengajian rutin. Kegiatan itu 
juga dapat saya lakukan di blok, jadi 
saya lebih banyak menghabiskan 
Pembinaan dan pembimbingan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Yogyakarta ada banyak, diantaranya 
adalah batik, rajut, sulam, membuat 
sandal, bantal dan lainnya. 
Pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan dapat dilakukan di kamar, 
sehingga tidak terikat waktu. Narapidana 
dapat aktif menjadi takmir masjid. Setiap 
selasa dan sabtu terdapat pengajian rutin 
yang dilaksanakan di blok tahanan 
perempuan. Narapidana dapat 
mengahabiskan waktu dikamar untuk 
kegiatan membaca Al-Quran, membaca 
buku-buku dan merajut. Hal tersebut 




kegiatan di blok kamar saya. Disana saya 
dapat membaca Al-Quran, membaca 
buku-buku dan merajut. Sehingga 
sehari-hari dapat saya isi dengan 
kegiatan yang bermanfaat bagi diri saya 
sendiri. 
 
5 Ibu NH : 
Banyak mbak, disini ada banyak 
bimbingan kerjanya, yang ada di dalam 
blok ini saja ada merajut, membatik, 
menjahit, membuat sandal batik, 
membuat tas, membuat boneka, 
membuat bantal dan lainnya. Sedangkan 
pembinaan ada pembinaan rohani, ada 








Program dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah merajut, membatik, 
menjahit, membuat sandal batik, membuat 
tas, membuat boneka, membuat bantal. 
Pembinaan rohani ada kegiatan mengaji 
dan pengajian. 
 
Apa saja materi yang ditekankan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
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1 Bapak SG : 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 
pembinaan dan pembimbingan. Materi 
di dapat apabila kami mengikuti 
kegiatan pelatihan yang diadakan oleh 
pihak Lapas. 
 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 
pembinaan dan pembimbingan. Materi di 
dapatkan apabila narapidana mengikuti 
kegiatan pelatihan yang diadakan oleh 
pihak lapas. 
Tidak ada materi yang ditekankan dan 
pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan.   
2 Bapak MSQ : 
Materi yang ditekankan tidak ada. 
 
Tidak ada materi yang ditekankan. 
3 Bapak IB : 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan. 
Menurut saya setiap kegiatan dari 
pembinaan dan pembimbingan memiliki 
tujuan masing-masing ya mbak. 
 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan. 
4 Ibu RM : 
Tidak ada materi yang ditekankan. 
 
Tidak ada materi yag ditekankan di dalam 
pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
5  Ibu NH : 
Secara spesifik tidak ada materi yang 
ditekankan mbak. Namun dalam 
membatik kesabaran dan ketelitian itu 
dibutuhkan mbak. Saya harus 
konsentrasi penuh dalam membatik. 
 
Tidak ada materi yang ditekankan dalam 





Kapan waktu  pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Yogyakarta ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilakukan selama Senin sampai dengan 
Minggu dari pagi hingga sore untuk 
pembimbingan, sedangkan malamnya 
kami melakukan pembinaan rohani. 
Pembinaan jasmani senam kami lakukan 
pada hari jumat pagi. 
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan setiap hari. 
Di laksanakan dari pagi hari hingga 
malam. 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilakukan setiap hari dari pagi hingga 
malam hari.  
2 Bapak MSQ : 
Setiap hari. 
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan setiap hari. 
3 Bapak IB : 
Pembinaan keagamaan dilaksanakan 
pada sore hari dan malam hari, 
sedangkan ada juga pengajian untuk para 
narapidana dihari tertentu. 
Pembimbingan kemandirian 
dilaksanakan setiap hari. Mulai pukul 
delapan hingga pukul setengah tiga. 
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan setiap hari. 
216 
 
4 Ibu RM : 
Saya melaksanakannya setiap hari. 
 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan dilaksanakan setiap hari. 
5 Ibu NH : 
Setiap hari saya melaksanakannya. 
Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan 




Bagaimana dampak positif dan negatif dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Dampak positif : ada dua dampak positif 
bagi saya, yaitu secara psikis dan fisik. 
1) Dapat menyalurkan bakat saya 
yaitu menjahit 
2) Memperoleh ilmu dan 
keterampilan tentang bagaimana 
cara menyablon 
3) Saya menjadi tidak jenuh selama 
di dalam sini 
4) Saya memperoleh kegiatan yang 
positif  
5) Pola pikir saya juga berubah 
menjadi lebih tertata, yang tadinya 
memikirkan ini dan itu, sekarang 
setelah mengikuti kegiatan 
Dampak positif yang di dapat narapidana 
dari pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan ada dua yaitu dampak bagi 
psikis dan dampak fisik. Dampak positif 
yang di terima adalah  dapat menyalurkan 
bakat, memperoleh ilmu dan keterampilan 
baru, mengisi waktu narapidana, 
mendapatkan kegiatan yang positif, 
perubahan pola pikir narapidana dan dapat 
lebih mengatur emosi narapidana. 
Dampak negatif yang di dapat narapidana 
dari pelaksanaan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan tidak ada.   
Dampak positif dai pembinaan dan 
pembimbingan adalah : 
a. Dapat menyalurkan bakat dan 
minat narapidana 
b. Memperoleh ilmu dan 
keterampilan tentang 
bagaimana cara menyablon 
c. Tidak merasa jenuh lagi 
d. Memperoleh kegiatan yang 
positif  
e. Pola pikir berubah menjadi 
lebih tertata, yang tadinya 
memikirkan ini dan itu bisa 
lebih fokus 




menjahit saya lebih bisa fokus 
dengan apa yang saya lakukan. 
6) Bisa mengatur emosi saya menjadi 
lebih stabil 
Dampak negatif : saya rasa tidak ada 
dampak negatif dalam mengikuti 
kegiatan disini 
g. Mendapat bekal hidup berupa 
keterampilan baru 
h. Mengisi waktu narapidana 
i. Bertambah ilmu 
j. Mendalami agama 
k. Lebih mandiri 
l. Lebih bisa menghargai diri 
sendiri dan menghargai hidup 
 
Dampak negatif : tidak ada dampak 
negatif. 
2 Bapak MSQ : 
Dampak positif yang saya dapatkan dari 
kegiatan ini adalah saya dapat mengisi 
waktu saya dengan kegiatan yang 
menguntungkan untuk saya. Apabila 
saya keluar dari sini tentu tidak semua 
tempat kerja dapat menerima saya, 
namun saya dari sini sudah mendapatkan 
bekal tentang bagaimana cara membuat 
kursi, meja, almari. Itu dapat saya 
jadikan bekal saya kedepan. Sedangkan 
dampak negatif tentu tidak ada ya mbak. 
 
Dampak positif dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana adalah narapidana dapat 
mengisi waktu dengan kegiatan yang 
bermanfaat dan mendapatkan bekal hidup 
berupa keterampilan. 
Tidak ada dampak negatif. 
3 Bapak IB : 
Jika dampak negatif, saya tidak 
mendapatkan dampak negatif. Dampak 
positif yang saya rasakan adalah 
perubahan pada diri saya, yang dulunya 
suka melamun sekarang sudah bisa 
menerima dan lapang dada menerima, 
memiliki ilmu, dari yang sebelumnya 
Dampak negatif yang diterima narapidana 
tidak ada. 
Dampak positif dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah perubahan dalam diri narapidana 
dan memiliki ilmu baru. 
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tidak mengetahui ini itu, sekarang bisa 
saya ketahui dan dapatkan disini. 
 
4 Ibu RM : 
Bagi saya, selama saya disini, saya tidak 
memperoleh dampak negatif maupun hal 
yang buruk bagi saya. Namun 
sebaliknya, saya mendapatkan dampak 
yang baik bagi diri saya sendiri. Saya 
lebih bisa mengenal dan mendalami 
agama saya. Bagi saya, tempat ini adalah 
tempat yang paling baik untuk 
melakukan perubahan. Penjara tidak 
semenyeramkan yang saya bayangkan. 
Disini saya lebih khusyuk menjalankan 
ibadah yang diperintahkan agama saya. 
 
Tidak ada dampak negatif yang di terima 
narapidana. 
Dampak positif pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan yang 
peroleh narapidana adalah narapidana 
lebih dapat mendalami agama. 
5 Ibu NH : 
Menurut saya, pembinaan dan 
pembimbingan tidak ada efek 
negatifnya. Efek positifnya ada banyak. 
Saya lebih fokus, lebih ceria saat ini, 
lebih bisa mengenal agama saya dan 
saya dapat merasakan arti sebuah hidup 
saat ini. Saya mendapatkan 
pembelajaran yang banyak saat disini. 
Dahulu saat diluar saya hanya 
mengandalkan seorang suami dalam 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bagi narapidana tidak ada dampak 
negatifnya. 
Dampak positif yang di dapat narapidana 
adalah narapidana lebih fokus, ceria, 
mendalami agama, mendapatkan 
pengalaman kerja dan lebih mandiri. 
219 
 
rumah tangga saya, namun disini saya 
mendapatkan pengalaman kerja yang 
luar biasa dan yang bisa saya terapkan 
serta jadikan modal hidup saya kelak 
serta saya bisa lebih mandiri. 
 
 
Apakah anda mengikuti kegiatan pembinaan dan pembimbingan secara rutin ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Ya saya rutin dalam mengikuti kegiatan 
ini. Saya tidak pernah melewatkan 
kegiatan ini karena banyak manfaatnya. 
Apabila saya sakit ya saya tidak 
mengikuti. 
 
Narapidana rutin melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Narapidana rutin mengikuti 
pembinaan dan pembimbingan. 
Kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bersifat wajib bagi 
narapidana. 
2 Bapak MSQ : 
Ya, saya mengikuti pembinaan dan 
pembimbingan secara rutin soalnya kan 
itu wajib mbak. 
 
Kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
bersifat wajib sehingga narapidana rutin 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
3 Bapak IB : 
Iya, saya mengikuti kegiatan secara 
rutin. 
 
Narapidana rutin melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
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4 Ibu RM : 
Ya, saya mengikuti kegiatan secara 
rutin. 
 
Narapidana rutin melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
5 Ibu NH : 
Saya melakukan secara rutin. 
 
Narapidana rutin melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
 
Apa saja kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang diikuti ? apakah semua kegiatan dapat diikuti ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Saya hanya mengikuti kegiatan menjahit 
dan menyablon untuk 
pembimbingannya, sedangkan untuk 
pembinaan ya saya mengikuti kegiatan 
keagamaan dan olahraga 
Pembinaan yang diikuti narapidana adalah 
pembinaan rohani dan jasmani. 
Sedangkan pembimbingan kerja yang 
diikuti oleh narapidana adalah menyablon 
dan menjahit. 
Narapidana mengikuti kegiatan yang 
dirasa sesuai dengan minat dan bakat 
mereka. Kegiatan yang diikuti 
merupakan bentuk dari pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan.  
Para narapidana mengikuti semua 
kegiatan keagamaan dan pembinaan 
kemandirian.  
2 Bapak MSQ : 
Saya mengikuti kegiatan keagamaan, 
untuk pembimbingan kemandirian ini 
hanya mengikuti kegiatan meubel ini. 
Semuanya dapat diikuti tapi kan 
semuanya tergantung pada minat dan 
bakat. 
 
Narapidana mengikuti kegiatan 
keagamaan dan bimbingan kerja meubel. 
Narapidana melaksanakan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sesuai 
dengan minat dan bakat. 
3 Bapak IB : Narapidana mengikuti semua kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan. Akan 
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Pembinaan dan pembimbingankan 
bersifat wajib ya mbak, jadi saya 
mengikuti semua kegiatan yang ada, 
namun untuk bimbingan kerja, saya 
hanya mengikuti menyortir barang-
barang bekas saja. Selebihnya saya 
hanya bersih-bersih. 
 
tetapi narapidana melaksanakan 
pembimbingan kerja hanya sesuai dengan 
minat dan bakat narapidana. Narapidana 
mengikuti bimbingan kerja menyortir 
barang-barang bekas dan bersih-bersih. 
4 Ibu RM : 
Saya hanya mengikuti merajut dan 
kegiatan keagamaan. 
 
Narapidana mengikuti kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sesuai 
dengan minat dan bakatnya. Narapidana 
mengikuti kegiatan merajut dan 
keagamaan.  
 
5 Ibu NH : 
Dulunya saya mengikuti merajut, lanjut 
ikut membuat tas dari monte, menjahit 
dan hingga saat ini saya ikut membatik. 
Iya, saya mengikuti semuanya kegiatan 
yang ada di Blok dan Lapas ini, semua 
bibingan kerja yang ada di Blok wanita 
sudah saya ikuti semuanya. 
 
Narapidana mengikuti kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan sesuai 
dengan minat dan bakatnya. Narapidana 
mengikuti kegiatan merajut, membuat tas 
dari monte, menjahit dan membatik. 
Pembinaan dan pembimbingan 
dilaksanakan di laksanakan di blok 
tahanan wanita. 
 
Apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
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1 Bapak SG : 
Selama saya dua setengah tahun 
mengikuti kegiatan disini belum ada 
kendala yang saya dapatkan. 
Tidak ada kendala yang di rasakan 
narapidana dalam melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan. 
Kendala dalam pelaksanaan kebijakan 
pembinaan dan pembimbingan tidak 
ada namun kendala justru muncul 
dilain aspek yaitu masalah fasilitas 
yang kurang bagi narapidana, salah 
satu yang kurang adalah masalah 
kebutuhan wanita (pembalut)  dan 
perlengkapan mandi belum semuanya 
disiapkan oleh pihak Lapas sehingga 
mereka hanya mengandalkan oleh-
oleh dari pembesuk jika ada yang tidak 
pernah dibesuk maka mereka akan 
meminta rekannya yang biasa dibesuk.   
2 Bapak MSQ : 
Saya terkadang merasa kurang niat 
dalam melaksanakan pembinaan, 
motivasi seperti kurang gitu mbak. 
 
Kendala yang di alami oleh narapidana 
adalah kurang niat dan kurang motivasi 
dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan.  
3 Bapak IB : 
Biasanya rasa malas dan kurang 
motivasi mbak. 
 
Kendala yang di alami oleh narapidana 
adalah rasa malas dan kurang motivasi 
dalam melaksanakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
 
4 Ibu RM : 
Kendala dalam melaksanakan semua 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
tidak ada, namun kendala yang saya 
dapatkan selama disini adalah masalah 
kebutuhan wanita (pembalut) dan 
perlengkapan mandi yang tidak 
disediakan oleh Lapas sehingga saya 
hanya mengandalkan teman saya yang 
biasa dijenguk karena saya tidak 
dijenguk. 
 
Tidak ada kendala yang di dapat 
narapidana selama melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan. Kendala 
muncul dari kurangnya fasilitas berupa 
kebutuhan sehari-hari wanita.  
5 Ibu NH : 
Tidak ada kendala. 
Tidak ada kendala dalam melaksanakan 
















Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan ? 
 
No. 
Nama Informan dan Transkip 
Wawancara 
Hasil Reduksi Kesimpulan 
1 Bapak SG : 
Faktor pendukungnya ya niat dari dalam 
diri saya saja dan pembinaan ini kan 
wajib mbak jadi harus dilaksanakan. 
Selain itu, sejujurnya dengan adanya 
pembimbingan  ini saya salah satunya 
merasa diuntungkan, bagi saya kegiatan 
ini sangat berarti. Melalui kegiatan ini, 
saya memperoleh voucher yang dapat 
saya tukarkan dengan barang-barang 
maupun makanan yang ada di koperasi. 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bersifat wajib bagi 
narapidana. Faktor pendukung yang kedua 
adalah keuntungan narapidana 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan bagi narapidana adalah 
memperoleh voucher belanja. Voucher 
belanja sangat bermanfaat untuk para 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan adalah narapidana 
memperoleh voucher belanja yang 
dapat ditukarkan di koperasi Lembaga 
Pemasyarakatan, narapidana dapat 
memperoleh cuti apabila 
melaksanakan kebijakan pembinaan 
dan pembimbingan serta faktor 
pendukung yang terakhir adalah sifat 
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Saya tidak mendapatkan makanan 
maupun peralatan kebutuhan sehari-hari 
dari luar (keluarga) sehingga saya hanya 
mengandalkan ini. 
 
narapidana yang tidak pernah di jenguk 
oleh pihak keluarga. 
dari kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan yang bersifat wajib. 
2 Bapak MSQ : 
Pendukungnya itu karena pembinaan 
dan pembimbingan kan bersifat wajib 
untuk semua narapidana mbak. 
 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah sifat wajib bagi narapidana 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. 
  
3 Bapak IB : 
Jika ditanya faktor pendukung, kalau 
untuk saya ya banyak mbak. Kan kalau 
kita mengikuti semua kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan secara 
rutin bisa diusulkan untuk mendapatkan 
cuti berkunjung keluarga dan cuti-cuti 
semacamnya, selain itu apabila kita 
melakukan bimbingan kerja maka kita 
akan memperoleh voucher. Voucher 
yang di dapat bisa ditukarkan untuk 
membeli kopi, teh maupun rokok. 
 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah mendapatkan cuti berkunjung 
keluarga dan memperoleh voucher. 
4 Ibu NH : 
Yang pertama adalah disini kan ada 
bimbingan kemandirian kan mbak,  
sebagai contoh saya membatik ini karena 
Faktor pendukung dari pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pembimbingan 
adalah kegiatan pembinaan kemandirian 
yang dilaksanakan narapidana 
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ada pesanan dari luar seperti Margaria, 
dulu juga ada dosen dan anggota DPR 
yang memesan batik kita. Dari situ kita 
mendapatkan penghasilan yang dapat 
ditukar dengan voucher. Voucher ini 
bisa ditukar dengan barang-barang 
seperti sembako, perlengkapan mandi 
dan lainnya yang ada di koperasi sini. 
 
memberikan penghasilan berupa voucher 
belanja. Voucher dapat di tukar dengan 
sembako, perlengkapan mandi dan 
lainnya di koperasi Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 
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Lampiran 6. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN I 
Hari/Tanggal  : Rabu, 8 Februari 2017  
Waktu    : 13.43 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   : 
1. Mengurus administrasi perizinan penelitian 
2. Penjabaran tata cara / langkah-langkah dan aturan dalam 
melaksanakan penelitian 
3. Mengatur jadwal penelitian 
Deskripsi : 
Pukul 13.43 WIB peneliti tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. Keperluan utama peneliti adalah untuk mengurus  administrasi 
perizinan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Setibanya 
peneliti ditempat penelitian, peneliti menuju ruang Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna menyerahkan persyaratan administrasi 
perizinan penelitian. Persyaratan perizinan penelitian diterima oleh Bapak Kusuma 
Ambar selaku pegawai Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. 
Persyaratan administrasi perizinan penelitian yang telah diterima Bapak 
Ambar, kemudian Bapak ambar memberikan penjelasan mengenai tata cara dan 
aturan dalam melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah itu, 
Bapak ambar menjelaskan waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
penelitian adalah hari Senin-Kamis mulai pukul 07.30 hingga 12.00 WIB dan dapat 
melakukan penelitian setelah surat perizinan didisposisi oleh Kepala Lembaga 




CATATAN LAPANGAN II 
Hari/Tanggal  : Kamis, 9 Februari 2017  
Waktu    : 13.10 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   : 
1. Konfirmasi perizinan surat 
2. Wawancara dengan petugas pemasyarakatan Bp. DD 
3. Observasi 
Deskripsi : 
Peneliti tiba di Lembaga Pemasyyarakatan Klas II A Yogyakarta pukul 
13.10 WIB guna memastikan perizinan penelitian. Peneliti melakukan observasi 
mengenai lingkungan diluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 
Peneliti melakukan wawancara dengan petugas Pemasyarakatan Klas II A 













CATATAN LAPANGAN III 
 Hari/Tanggal  : Senin, 13 Februari 2017  
Waktu    : 07.58 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   : 
1. Konfirmasi pelaksanaan penelitian oleh Ibu KD 
2. Penjelasan mengenai kebijakan Pembinaan dan 
Pembimbingan secara umum 
3. Wawancara dengan petugas pemasyarakatan Ibu KD 
4. Observasi 
Deskripsi : 
Peneliti tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada pukul 
07.58 WIB. Tempat parkir lembaga pemasyarakatan setiap hari besuk selalu di jaga 
oleh seorang narapidana sebagai proses Asimilasi. Peneliti memasuki lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta untuk bertemu dengan Ibu Kandi 
selaku petugas yang mengurus penelitian mahasiswa. Ibu Kandi menjelaskan 
mengenai bagaimana kebijakan pembinaan dan pembimbingan secara umum. 
Selain itu, Ibu Kandi juga menerangkan mengenai aturan dan tata tertib dalam 
melaksanakan penelitian. 
Didalam ruang kerja petugas Lapas terdapat beberapa narapidana yang piket 
membersihkan ruang kerja tersebut. terdapat sekitar empat narapidana yang bekerja 
diruangan tersebut. mereka membersihkan ruangan dengan cara menyapu, 
mengepel, membersihkan kaca dan merapi-rapikan meja kerja. Setelah tugas piket 
selesai, ada seorang narapidana yang menjalankan pembinaan keagamaan 
(mengaji) yang dibimbinng oleh salah satu wali pemasyarakatan. 
Pukul 10.13 WIB, peneliti diperkenalkan dengan lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di 
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dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki balai 
pengobatan, gedung bimbingan kerja (bimker), masjid, kamar mandi, gereja, 
tempat ibadah agama Hindu dan Buddha, blok tahanan, lapangan olahraga, 
lapangan, aula, ruang besuk, perpustakaan, bengkel kerja, pekarangan untuk 
bercocok tanam dan dapur. Di bengkel bimbingan kerja, narapidana bekerja dengan 
cara praktek langsung dan terlihat petugas pemasyarakatan ikut bekerja membuat 
almari dan di blok tahanan perempuan terdapat petugas pemasyarakatan yang ikut 
bekerja membatik. 
Interaksi yang terlihat antara pegawai lapas dengan narapidana terlihat 
akrab dan saling menghormati, antara sesama narapidana juga terlihat akrab dan 
dekat. Sedangkan untuk antara sesama petugas Lapas juga terlihat akrab dan saling 
mengenal satu sama lain. Di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan terdapat 
beberapa narapidana yang merokok di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 
Banyak narapidana yang duduk-duduk di halaman taman lembaga pemasyarakatan 














CATATAN LAPANGAN IV 
 Hari/Tanggal  : Senin, 14 Februari 2017  
Waktu    : 08.03 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   : 
1. Wawancara dengan narapidana 
2. Wawancara dengan Ibu KD 
3. Observasi  
4. Pengajian rutin narapidana yang bekerja sama dengan 
LKBH 
Deskripsi : 
Pukul 08.10 WIB peneliti memasuki ruang kerja Ibu Kandi. Peneliti 
membawa oleh-oleh untuk para responden narapidana sebagai salah satu  
persyaratan melakukan penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta. Buah tangan yang 
dibawa peneliti dilihat saatu persatu untuk keamanan narapidana. Setelah selesai, 
peneliti dan Ibu Kandi langsung menuju bengkel kerja (tempat pembinaan 
narapidana) bagian laki-laki. 
Sesampainya di gedung bimbingan kerja (bimker), peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa responden laki-laki, diantaranya adalah Bapak SG, 
Bapak MSQ dan Bapak IB. Setelah melakukan wawancara, peneliti kembali 
melakukan observasi mengenai kegiatan pembimbingan yang ada di bengkel kerja. 
Terdapat banyak narapidana yang melakukan pembimbingan. Kegiatan yang 
dilakukan adalah melukis, laundry, menjahit, membuat tas belanja, membuat keset, 
meubel, mengukir.  
Diluar bengkel kerja terdapat narapidana yang membersihkan halaman 
pekarangan, menyapu halaman sekitar lapangan Lapas dan ada beberapa 
narapidana yang sedang merokok serta duduk-duduk di dekat bengkel kerja. 
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Lapangan olahraga dipenuhi oleh narapidana perempuan yang sedang berolahraga 
kasti. Dilapangan hijau terdapat beberapa narapidana baru yang melakukan 
kegiatan Mapeling (orientasi) yang dibimbing oleh instruktur Mapeling. Sekitar 
pukul 10.07 WIB, peneliti memasuki Blok wanita untuk melakukan wawancara 
dengan narapidana wanita yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pembimbingan. 
Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang narapidana wanita yang masing-
masing narapidana dengan perkara narkotika. 
Pukul 11.00 WIB, peneliti mengikuti acara pembinaan rohani yaitu kegiatan 
pengajian rutin setiap hari Selasa. Kegiatan pengajian diikuti oleh seluruh 
narapidana wanita yang beragama muslim. Kegiatan pengajian diadakan dengan 

















CATATAN LAPANGAN V 
 Hari/Tanggal  : Senin, 22 Februari 2017  
Waktu    : 08.15 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Wawancara dengan petugas Lapas Ibu KD dan Bapak 
KA 
2. Mengamati kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
Deskripsi : 
Penelliti tiba di lokasi penelitian pada pukul 08.15 WIB. Peneliti bertemu 
dengan Ibu KD untuk melakukan konsultasi mengenai petugas Lapas yang dapat 
melakukan wawancara. Setelah berkonsultasi, peneliti melakukan wawancara 
dengan sejumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.  
Setelah wawancara dengan petugas Lapas, peneliti mengamati apa yang dilakukan 
oleh para narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan 
pembimbingan. Pada hari Rabu, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 











CATATAN LAPANGAN VI 
 Hari/Tanggal  : Senin, 27 Februari 2017  
Waktu    : 08.40 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Wawancara dengan petugas Lapas Bapak YN dan Bapak 
DH 
2. Mengamati kegiatan pembinaan dan pembimbingan 
3. Observasi  
Deskripsi : 
Peneliti tiba dilokasi penelitian pada pukul 08.40 WIB. Peneliti melakukan  
pengamatan terhadap narapidana yang melakukan asimilasi dilingkungan parkir 
pengunjung dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Peneliti 
juga melakukan observasi di lingkungan luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Yogyakarta. Peneliti melakukan observasi mengenai visi dan misi Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, slogan-slogan yang terpampang diluar 
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan tata tertib 
lembaga. Pukul 09.20 WIB, peneliti memasuki lingkungan Lapas bagian dalam 










CATATAN LAPANGAN VII 
 Hari/Tanggal  : Rabu, 1 Maret 2017  
Waktu    : 08.15 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Mengurus surat keterangan telah melaksanakan 
Penelitian 
2. Observasi  
Deskripsi : 
Peneliti tiba di lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pukul 08.15 WIB. 
Peneliti bertemu dengan Ibu KD guna meminta dokumentasi gambar fasilitas yang 
dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Setelah mengelilingi 
lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, peneliti 













CATATAN LAPANGAN VIII 
 Hari/Tanggal  : Rabu, 15  Maret 2017  
Waktu    : 08.40 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Observasi  
Deskripsi : 
Peneliti tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada pukul 08.40 
WIB. Peneliti langsung menuju kantor bagian kepegawaian guna meminta data 
















CATATAN LAPANGAN IX 
 Hari/Tanggal  : Kamis, 16 Maret 2017  
Waktu    : 08.30 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Wawancara dengan petugas Lapas Bapak IY 
2. Mengambil surat Penelitian dan berpamitan dengan 
pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Deskripsi : 
Peneliti tiba dilokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada 
pukul 08.30 WIB. Peneliti langsung menuju dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas 
II A Yogyakarta untuk melakukan wawancara dengan Ibu KD, namun peneliti tidak 
dapat bertemu Ibu KD dikarenakan Ibu KD sedang ada acara di luar lembaga. 
Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak IY. Peneliti melakukan wawancara 
perihal data yang masih kurang. Setelah melakukan wawancara, peneliti berpamitan 












CATATAN LAPANGAN X 
 Hari/Tanggal  : Rabu, 22 Maret 2017  
Waktu    : 09.45 WIB 
Tempat   : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 
Kegiatan   :  
1. Wawancara dengan Ibu KD 
Deskripsi : 
 Peneliti tiba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta pada pukul 
09.15 WIB. Peneliti langsung menuju kantor bimaswat di dalam lembaga 
pemasyarakatan guna meminta data yang kurang. Peneliti melakukan wawancara 
dengan Ibu KD. Pada saat peneliti melakukan penelitian di ruang bimaswat, 












Lampiran 7. Dokumen Foto 
 
Kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Blok Tahanan Perempuan sebagai 
bentuk pembinaan dan pembimbingan kepribadian rohani 
 
 






Membatik sebagai salah satu pembinaan dan pembimbingan kemandirian 
 





Membuat blangkon sebagai salah satu pembinaan dan pembimbingan kemandirian 
 












Kegiatan Mapenalling sebagai tahapan awal dari pembinaan dan pembimbingan 
 






Lampiran 8. Surat Izin Penelitian 



















4. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ke 





5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY ke 






6. Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian dari Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Yogyakarta 
 
